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Isu mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (T]SP) atau

Corporate Soctal Hesponsibifity (CSR) kini semakin diterima secara
mas. kendah demikian, sebagai sebuah konsep vang masih relatif
sarw, CSKE masih tetap kontroversial, baik bapi kalangan pebisnis
maupun akademisi. Kelompok yang menolak mengajukan argumen
bahwa perusahaan adalah organisasi pencari laba dan bukan person
atau sekadar kumpulan orang seperti halnya dalam organisasi
sostal. Kelompok yang mendukung berpendapat bahwa perusahaan
Hdak dapat dipisahkan dari para individu dan masyarakat yang
terlibat di dalamnya. Mereka tidak boleh hanva memikirkan
keuntungan finansial bagi perusahaannya saja, melamkan harus
memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap masvarakat luas,
khususnya masvarakat yang tinggal di sekitar perusahaan. Sebagai
entitas bisnis, sekarang ini perusahaan (korporasi) tidak hanya
dinilai dari kinena kevangan dan pemasaran produknya  saja,
namun juga dinilai dari hasil kinerja sosialnya

svinng dengan adanya perbedaan persepsi tersebut di atas,
sentuk-bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat juga telah
mengalami perkembangan dari bentuk sckedar amal (charity) yang
bisa disebut program ‘pemadam kebakaran' saja. Program CSR
vang bersifat karikanf tersebut dalam perkembangan berikutnya
lebih dilandasi oleh kegiatan yang bersifat filantropi. Kedua bentuk
=iau sifat C5R ini dalam kenyataannva lidak banyak berdampak
pads  peningkatan kualitas  kehidupan yaitu kemakmuran
masvarakat dan berkeadilan sosial. Masih seningnya temadi konflik
antara masyarakat dengan perusahaan menunjukkan masih adanva
ketidakharmonisan  hubungan  antara perusahaan  dengan
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masyarakat dan atau dengan lingkungannya. Secara akademis,
kondisi di atas membawa hikmah yang bisa diambil dari adanya
kontroversi dan fakta-fakta tersebut, yairu dapat menambah banyak
lahan kajian yang bisa dibahas di dalam isu seputar Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibality (CSR),

Buku ini berjudul Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
(Corporate Social Responsitulity) dalam Berbaga Perspektif Kajian. [tu
berarti di dalam buku ini memaparkan beberapa aspek kajian
penting vang terdapat pada topik Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Pada awalnya,
buku ini.berasal dari karya tulis berupa bahan ujian kualifikas:
Kandidat Doktor pada Program Doktor llmu Hukum Universitas
Diponegore Semarang. Bahan tersebut selanjutnya disusun ulang
dengan diperkaya makalah-makalah dari tugas mata kuliah serta
hasil diskusi dengan rekan-rekan mahasiswa Angkatan M7 Kk
Unila-Undip. Tujuan diterbitkannya buku ini dengan maksud untuk
lebih memperluas cakrawala pembaca serta memperkaya khasanah
vefensi tentang Corporate Social Responsibilify (CSR) vang saat i
dirasakan masih sangat kurang,

Buku ini disusun secara sistematis dan terbagi dalam 5
(lima) bab. Bab 1 berisikan uraian tentang Tanggung Jawab Sosal
Perusahaan atau Corporafe Social Responsibalrhy (CSR) secara umum,
Bab [I membahas tentang teor-teori yang terkait dan relevan
dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, vaitu teorn negara
hukum kesejahteraan, teori utilitarianisme, teori kontrak sosial, dan
teori stakeholder. Bab 111 berisi tentang kagian aspek legalitas
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, baik sebagai kewajiban motial
maupun sebagai kewajiban hukum. Bab IV menguraikan tentang
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ditinjau dari seg etika bisnis
dan Good Corporate Governance (GCG). Pada bab terakhir, vaitu Bab
V mengkaji tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan daflam
perspektif nilai-nilai keadilan sosial.
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Karya tulis yang sekarang ini berada di tangan pembaca
mustahil menjadi sebuah buku sebagaimana adanya saat ini jika
hdak ditopang dan dibantu oleh banyak pihak. Oleh karena it
fidak berlebihan kiranya jika Penulis menghaturkan banvak terima
kasih kepada Prof. Dr. Etty Susilowati, S.H., M.S dan Dr. Nanik
Trihastuti, 5.H., M.Hum sebagai Promotor dan Co Promaotor vang
berkenan untuk berbagi ilmu dan selalu memotivasi Penulis untuk
semakin maju. Ucapan terima kasth yang tulus  juga Penulis
sampaikan kepada rekan-rekan  mahasiswa Angkatan 1117 KPK
Unila-Undip yang tidak bosan-bosannya untuk meluangkan waktuy
guna berdiskusi sehingga menghasilkan pemahaman vang lebih
komprehensif. Penghargaan vang tinggi juga tidak lupa Penulis
sampaikan kepada para senior Penulis, terutama Dr. H.S, Tisnanta,
S5H., MH, Dr. Wahyu sasonghko, S.H., M.H,, Dr, Hartoyo, M50, dan
sahabal baik Dr. FX. Sumarja, S.H., M.H yang selalu menjadi teman
dan memberi masukan dalam setiap diskusi khususnya dalam
penulisan buku ini.

Buku ini juga tidak akan sampai ke pembaca vang budiman
jika tidak bisa diterbitkan untuk disebar-luaskan. Oleh sebab itu,
Penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang linggi
kepada Penerbit CV. Anugrah Utama Raharja (AURA) Lampung
atas dukungan dan kesediaannya untuk menerbitkan buku ini
sehingga dapat diedarkan ke dan dimanfaatkan oleh kalangan vang
semakin luas. Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa dalam
menyclesaikan buku ini telah  melibatkan banyak pihak, namun
demikian Penulis tetap menvadari bahwa buku ini belumlah
sempurna. Bermodal keberanian dan berniat untuk berbagi ilmulah
vang membuat buku ini bisa hadir di hadapan pembaca. Oleh
karena itu, saran maupun kritik vang konstruktif selalu Penulis
harapkan dem lebih sempurnanya buku ini di masa mendata ng.

Akhimya, buku ini dipersembahkan untuk mereka yang
wrstimewa yang Penulis sayangi dan banggakan, vaitu isteri
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tercinta Dra, Nursalati dan anak-anak Ulima Mazaya Ghaisani yang
sedang menempuh jenjang 51 FK Unila, dan Fa'iq Irhab Bahtiar
yang sedang menuntut ilmu di SMA ¥P Unila. Harapan Penulis,
melalui buku ini bisa memotivasi ananda tercinta untuk berkarya
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TAHEEUHE JAWAB SOSIAL PERUSAHAAH

L1 Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Istilah Cowporate Social Responsibality (CSR) atau Tanggung-
Ewab © Sosial Perusahaan  akhir-akhir  ini semakin  banvak
dibicarakan seiring dengan semakin meningkatnya perhatian dan
tuntutan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, baik di
sngkup lokal, nasional maupun global, CSR merupakan konsep
vang terus berkembang, la belum memiliki sebuah definisi standard
maupun seperangkat kriteria spesifik yang diakui secara penuh oleh
pihak-pihak. Menurut Edi Suharto,! secara konseptual CSR juga
persinggungan dan bahkan sering dipertukarkan dengan frasa lain,
seperti  corporate  responsibility,  corporate  sustamability, corporate
sccourndabality, corporate citizenstep, dan corporate sfewardship. Senada
pendapat di atas, Soeharto Prawirokusumo’ menvatakan bahwa
Snggung jawab sosial adalah sebuah konsep vang luas vang
serhubungan dengan kewajiban perusahaan atau organisasi dalam
memaksimumkan impact positif terhadap masyarakatnva.

i Indonesaa, istilah CSR semakin populer digunakan sejak
@hun  19%Wl-an. Beberapa perusahaan sebenarnva telah lama

Edi Suharty, "Corporate Social Responsibility: Konsep dan Merkembangan
Pessloran™  Makalah yang disampaikan pada Workshop Tanggungawab Sosial
Pemsssboan. Undversitas Bslam Indonesia (UL, Yovakacta, 6-8 Mei 2008

Soeharto Prawirokusuma. “Perilakn Bisnis Modern - Tinguan pracka Elika
S dan Tanggung Jawab Sosial™, Turnal Hubum Brsnis, Yol 22, No 4 Tahun 2003,
‘1_.—_ L1
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melakukan Corporate Social Actimty (CSA) atau aktivitas sosial
perusahaan. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara
faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan
bentuk peran serta dan kepedulian perusahaan terhadap aspek
sosial dan lingkungan., Popularitas CSR ini semakin  mengual
terutama setelah dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perservan Terbatas dinyatakan dengan tegas bahwa sebap penanam
madal atau perusahaan yang menjalankan usaha di bidang dan/atau
bersangkutan dengan sumber dava alam  wajib menjalankan
tangpung jawab sosial perusahaan.

Terminologi tanggung jawab sosial perusahaan (Cerporale
Sncial Responsibility-CSR) sekarang ini bukanlah hal yang refatif baru
dalam dunia usaha. Pada sisi lain istilah C5R itu sendin sampa
sekarang belum ada kesamaan bahasa, sehingga dalam literatur juga
banyak diternukan beragam pengertian tentang CSR. Di bawah ini
disajikan berbagai pengertian tentang tanggung jawab sosial
perusahaan (Corporate Social Responsibility).

Sukrisno Agoes dan Cenik® dalam bukunya yang berudul
“Etika Bisnis dan Profesi Tantangan Membangun Manusia
Seutuhnya” mengutip beberapa definisi CSR sebagai berikut

a. European Union (ELT] Green Paper on TSR memberikan

definisi TSR sebagai “a concept whereby companies mtegrate
social and enviremmental concerns in their business operations
and in their interaction with their stakeholders on o voluntary
basis” (suatu konsep di mana perusahaan mengintegrasikan
perhatian pada masyarakat dan lingkungan dalam operasi
bisnisnya serta dalam interaksinya dengan para pemangku
kepentingan secara sukarela).

b. Magnan dan Ferrel mendefinisikan CSR sebagal “ i business

acts in socially responsible marer when its decision and account

Sukrisno Agors dan Cenik Ardana. Etka Biasis dar Profesd. Tanhogiene
Memhangun Maniesia spwtuknwa, Jakarta: Salemba Empat, 2011, bultn. 89-9)
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for amd balance diverse staketolder inlerest (suatu bisnis
dikatakan telah melaksanakan fanggung jawab sosialnya
jlka keputusan-keputusan vang diambil telah mempertim-
bangkan keseimbangan antar berbagai  pemangku
kepentingan yang berbeda-beda).

¢, AB. Susanto mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab
perusahaan baik ke dalam maupun ke luar perusahaan
Tanggung jawab ke dalam diarahkan kepada pemegang
saham dan karyawan dalam wujud profitabilitas dan
pertumbuhan perusahaan, sedangkan tanggung jawab ke
lzar dikaitkan dengan peran perusahaan sebagail pembayar
pajak  dan  penvedia lapangan kerja, meningkatkan
kesejahteraan dan kompetensi masvarakat, serta memeli-
hara lingkungan bag generasi mendatang.

d. Elkington mengemukakan bahwa langgung jawab sosial
perusahaan mencakup tga dimensi, vang lebih populer
dengan singkatan 3P, yaitu: mencapai keuntungan (profif)
bagi perusahaan, memberdayakan masyarakat {peeple), dan
memelihara kelestarian alam/bumi (plamet).

Sementara itu, pakar pemasaran [hilip Kotler bersama

Nancy Lee' mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan
sebagal komitmen untuk memperbaiki kesejahteraan komunitas
melalui praktik-praktik kebijakan bisnis dan dengan keterlibatan-
seterlibatan dari sumber-sumber perusahaan. Menurut mereka,
efemen kunc dalam definisi tersebut adalah kebijakan. Sedangkan
s=hlah kesejahteraan komunitas termasuk di dalamnya kondisi
sehidupan manusia dan juga isu-isu lingkungan.

Selain didasarkan pada aspek kebijakan seperti di atas, ada
Seberapa ahli yvang mendefinisikan C5R dengan menekankan pada
#ubat yang diimbulkan dan operasional perusahaan, seperti
pescdapat-pendapat berikut. C. Ferrel, George Hirl, dan Linda Ferrel

Torreanto, Budawa Persohinen. Yogyvakarta: Pustaka Pelajar, 2008, klm, 173

BAE | TAMGGUNG MWRE SOSAL PERLISARALN ﬂ .



sebagaimana dikubip Poerwanto® mendefinisikan tanggung jawab
sosial sebagai kewajiban para pelaku bisnis untuk memaksimalkan
dampak positif dan meminimalkan dampak negatif pada
masyarakat. Menurut Lingkar Studi CSR Indonesia* CSR adalah
upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis meminimkankan
dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif operasinya
terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonom,
sosial, dan lingkungan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.
Selanjulnya, dengan mengacu pada berbagai definisi, Chrysanti
Hasibuan Sedyeno’ menyimpulkan bahwa CSRE sebagai sepala
upaya manajemen yang dijalankan entitas bisnis untuk mencapa
tujuan  pembangunan  berkelanjutan berdasarkan  keseimbangan
pilar ekonomi, sostal, dan lingkungan, dengan meminimumkan
dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif di setiap
pilar,

Aktivitas CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan pada
dasarnya juga sangat terkait dengan nilai-nilai etis yvang ada di
masyarakat. Hal ini nampak dan beberapa pengertian CS5E yang
disampaikan oleh beberapa pendapal sebagai berikut. Greenberg
Baron sebagaimana  dikutip eoleh L. Sinuor  Yosephus®
mendefinisikan CSR sebagai: * Business practices that adhere to ethical
values that comply with legal requivements and  the enviromment”
(praktik-praktik bisnis yang berhubungan erat dengan mlat-nilai etis
yvang selaras dengan tuntutan-tuntutan hukum dan lingkungan).
Sedangkan menurut Corporate Social Responsibility Foruwm (CSRF)

Poerwanto. Comprorile Soctal Responsibility: Menpinakkar Caejolak Sescal d@f Era
Parirografi. Yooyvakarts: Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 19,

“Tri Budiyono, Hikwe Pernsahaan: Telank Yurides Terhadop Undang-Lmdworg
Mix A0 Tafviers 2007 Jeribaitg Perseroon Tevbatos, Salatiga: Griva Media, 2011, hlm, 108

Chrysant Hasibuan Sedyono, efal. (BEd). Mesibymibon Bisnis Berkefanpieion
Memahami Kongep dun Praktih Tanggunyg fawab Sosial Prrusshoom. fld-1. Jakarta:
Indoeesia Business Links, 2007, him. 40

L Sinuor Yosephus. Ebka Bisees: Pendekatan Filsafer Moral terhadap Proidike
Pebisms Konlenmporer. Jakarta: Yayvasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, him, 265-20
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fanggung jawab sosial perusahaan adalah “open and fransparent
business practices thal are based on ethical values and respect for
employees, comntumnities, and environment.” Dengan demikian menurut
CSRF, C5R atau tangguny jawab sosial perusahaan merijuk kepada
perilaku para penentu kebijakan perusahaan yang bersifat terbuka
dan transparan vang terwujud dalam kepedulian baik terhadap
karyawan-karyawati  dan  masyarakat luas  serta terhadap
iingkungan.

The World  Business Council for Sustainable  Development
(WBCSD) mendefinisikan Corporate Social  Responsihility sebagai
“Continemeg connmibment by Dusiness to belave etically and contribule to
seonomic development while srproving the quality of life of the workforce
ard their families as well as of the local comnmuntty and socicty af large”
tkomitmen bisnis untuk secara terus menerus berperilaku etis dan
berkontribusi dalam pembangunan ckonomi serta menimgkatkan
kualitas hidup karvawan perusahaan dan keluarganya, masvarakat
lokal, serta masyarakat luas pada umumnya).

Adapun  definist  CSE menurut 15O 260007 adalah
“Responsibility of an orgamization far Mhe impacts of its decisions and
activities on socicty and the envirosnment, throught transparent and ethical
dehavior that contritiiles o sustainable development, including lhealth and
the welfare of sociehy; lakes o account the expectations of stakeholders, is
m compliance with applicable iow and consisten! with international norms
of beturior; and a5 integrated Hiroughout the organization and practiced in
s relationship”. Terjemahan bebasnya: “Tanggung jawab sebuah
organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan
dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang
Siwupdkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan

"Lihat Erme K. Emawan, Busiess Etfoice Erika Bisnis, Bandung: Alfabeta, 207,
sm. 111,

“foko MPrastows dam Miftachal Huda Corporale Sicizl Fespansibility: Kumne
Mlerarh Kewianlrann Dsnis, Yugvakaria Samudra Birg, 2005, Rlm. 108104,
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dengan pembangunan berkelanjutan termasuk  kesehatan dan
kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku
kepentingan; sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-
norma perilaku internasional; serta terintegrast dengan organisasi
secara menyeluruh”

Walaupun perumusan 150 26000 tidak berpretensi untuk
menyediakan definisi tunggal namun setidaknya definisi tersebut
dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menerapkan CSE dengan
baik. Bertolak dari definisi di atas. Dapat diketahui bahwa CSR
tidak sesederhana vang dibayangkan banyak pihak selama ini.
Mulai pemahaman bahwa tanggung jawab sosial sangat luas yang
tidak hanva menyangkut korporast saja, hingga cakupan tanggung
jawab sosial yang Hdak hanya berkaitan dengan kegiatan
menyisihkan anggaran sosial. Setiap organisasi yang menuliki
dampak atas kebijakan-kebijakannya terutama terhadap linghku-
nigan dan masyarakat, dire komendastkan untuk menjalankan CSE.

4 negara-negara maju sepert Belanda dan Kanada sangal
konsen dan mendukung terhadap pelaksanaan CSR karena CSR
dianggap sebagai bagian dari bisnis inti suatu perusahaan.'' Di
Belanda, dalam upaya meningkatkan kesadaran perusahaan
terhadap CSR, pemerintah Belanda mendirikan  Knowledge  and
Dformution Center on CSR atau dikenal dengan SR Netherlands pada
April 2004, Badan ini bersifat independen dan didirikan dengan
tujuan untuk mempromosikan segala hal vang berkaitan dengan
informasi tentang CSE, baik dalam konteks nasional maupun
internasional. Selain itu, pemerintah Belanda juga membentuk suatu
badan yang diberi nama Dewan Sosial dan Ekemomi untuk CSRE
(Soctal and  Ecoromnic Council on CSR). Dewan ini diminta oleh

pemerintah untuk mengomentari Japoran tahunan tentang aspek

" Busvra Azhen. Corporate Gaed Besponsibility dard Vluelery Memjad
Mandatery. Jakarta: I"T. RajaCGrafindo Persada, 2001, hlm, 16-165
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sosial yang terintegrasi ke dalam laporan tahunan perusahaan. Agar
laporan itu tersusun dengan baik, perlu dibuat kerangka acuan yang
berkaitan dengan informasi tentang perusahaan (company profile),
dampak terhadap masvarakal (smpact on society), dialog dengan para
shakeholders (stakeholders dialogue), proses produksi, implementasi
CSE yang lerintegrasi ke dalam oprasional suatu perusahaan dan
lain sebagainya.

D1 Kanada, mengingat pentingnya keberadaan lembaga CSR
mi, dibentuklah Canadian Busmiess for Social Responsibility (CBSR)
vang mendehnisikan CSR sebagai “a company’s commilment to
aperating, i an cconomically and environmentally sustainable manner
while recogmizing e inberests of its stakeholders”. Dan defimsi CSR
vang dirumuskan CBSR dapat disimpulkan bahwa C5E merupakan
komitmen suatu perusahaan untuk menvelenggarakan perusahaan
secara ekonomis dan suasana keberlanjutan vang sejalan dengan
keinginan stakeholders,

Agar setiap perusahaan termobvasi menerapkan CSE,
pemerintah Kanada memberikan  stimulus  dalam  bentuk
penghargaan (CSR Award). Penghargaan ini diberikan kepada
perusahaan yang mampu mengintegrasikan CSE ke dalam struktur
perusahaan, proakhf, dan inovatif dalam mencarikan solusi
terhadap CSR, bekerja sama dengan stakeholders internal dan
eksternal, dan melaporkan hasil pelaksanaan CSR secara berkala.
Diharapkan dengan adanya pemberian C5E Award dalam bentuk
sertifikat ini, masyarakat bisnis di Kanada menjadi tertantang untuk
menjadi yang kompetilif, menguntungkan produktif, dan inovatif,
serta bertanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan.

i Indonesia, meskipun dengan menggunakan terminologi
¥ang agak beda, pengertian tentang CSR dapat dilihat pada
Undang- -Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Maodal
FUUPM) dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (UUPT). Menurut Penjelasan Pasal 15 huruf b UUPM, vang
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dimaksud dengan Tanggung lawab Sosial Perusahaan adalah
tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman
modal untuk tetap menciptakan hubungan vang serasi, seimbang,
dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya
masyarakat setempat. Berbeda dengan UUPM, menurut Pasal |
angka 3 UUPT menggunakan terminologi Tangung Jawab Sosial
dan Lingkungan, vaitu komitmen persercan untuk berperan serta
dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan
kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi
perseroan sendirt, komunitas setempal maupun masyarakat pada
UMuUIYa.

Mengacu pada pengertian CSR di atas, tampak bahwa
belum ada keseragaman ataupun persamaan persepsi  dan
pandangan mengenai pengertian CSR. Menurut Sukarmi,'* UUPM
lebih  menekankan CSR  sebagai upava perusahaan untuk
menciptakan harmonisasi dengan lingkungan di mana ia berope-
rasi. Sebaliknya, UUPT justru mencoba memisabkan antara
tanggung jawab sosial dengan tanggung jawab lingkungan.
Persamaannya, keduanya bertujuan mengarah pada CSR sebagai
sebuah komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi
berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan
lingkungan, Ketdakseragaman terminologi mi menjadi hambatan
bagi perusahaan dalam menerjemahkan pada teknis pelaksanaan-
nya.

Tidak adanya kejelasan definisi OSR di antara peraturan
perundangan, yaitu antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas juga sekaligus akan menimbulkan

2 Bukarmi, "Tangguny Jawab Perusahaan {Corporate Social Responsibility)
dan klim Penanaman Modal ™, filed0C: Users ¢ Acer [/ Deskiop £ 84 = tangsiang -

s .1h-EE|'.1I-rh'rus-.l|'|..1.|.11--.a-:r|'_1-:lr.J!l.ﬂ-s:-uL'l.;]]-_[::'f-:nu;_lﬂﬂ'!_:-'iiir:t'rn.im-tkllln-iwll.ﬂ_tymhm-
miocdal html. Mhakses tanggal 11 Mopember 2000, Pukual 19, 27 WIB,
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masalah dalam pelaksanaan CSR. Menurut Mukti Fajar" beberapa
persoalan dimaksud adalah:

. Perbedaan definisi di antara kedua Undang-Undang terscbut
menimbulkan confraditio in ferminis, schingga mengakibatkan
kebingungan bagi pelaku usaha untuk melaksanakan CSR secara
tepal.

Adanya diskriminasi bagi perusahaan tertentu vang terkena

[

kewajiban untuk melaksanakan TSR,
% Banvaknya peraturan perundang-undangan vang ada terkait

dengan ruang lingkup dan isu-isu CSR,
1.l Sejarah Perkembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Ditilik dari sejarahnya, jauh sebelum ramai dibicarakan

fungga pada bentuknya yang seperti sekarang ini, CSR sebenarnya
sudah mulai dikenal dani zaman dahulu. Menurut Sutan Remy
Hahdeini,"  meskipun  belum  menggunakan terminologi CSE,
mamun sejarah CS5R sama panjangnya dengan sejarah perusahaan
#u sendini. Hal imi dapat dilihat pada zaman Mesopotamia Kuno
sekitar 1.700 SM, di mana Raja Hammurabi memperkenalkan suatu
dade yang menentukan hukuman mati  terhadap  kontraktor
Silders), pengusaha penginapan (innkeepers), atau para petani
#pabila karena kelalalan mereka menyebabkan kematian orang lain,
#au menyebabkan ketidaknyamanan (tmconvemience) bagi warga
sstempat. Kemudian pada zaman Romawi Kuno, para senator juga

“Mukti Fajar. Tonggung Jmvmh Sosial Pernsabmn 8i Jodonesie: Shidy Tentang
Semeapun Ketentuan Corparate Sosiol Hesponhility wada Pernsalinenr. Midh Nestonal,
Sts Nosional dun Badon Usahe Milik Negare Yowvakarta: Pustaka Pelajar, 2010,
L T

* Sutan Kemy Sjahdeini, “Corporale Social Responsibility”, Jurnal Hickum
S Vel 26, No, 3 Tahun 2007, him, 60, Lihat juga Nurdizal M. Rachman, ¢f
Wl Lenghap Perencoraan CSR, Bogor: Menebar Swadava, 2011, him. 21,
.“l-l'l fuga dengan Anonim. “Sejarah CSE", httpyfosrjatim. orgLidatafsejarahs
S Dhakses tanggal 28 Agustus 2012 Pukul 10,39 WIB
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berkeluh kesah terhadap ketidakpatuhan dunia bisnis membayar
pajak bagi kepentingan angkatan bersenjata.

CSR dalam sejarah modern dikenal sejak Howard R, Bowen
menerbitkan  bukunyva berjudul  Socil  Kesponsibulitics af The
Busingssman pada tahun 1953.° Pengakuan publik terhadap prinsip-
prinsip tanggung jawab sosial yang ia kemukakan membuat dinnya
dinobatkan secara aklamasi sebagai Bapak CS5R. Ide dasar yang
dikemukakan Bowen adalah mengenai kewajiban perusahaan
menjalankan usahanya sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang
hendak dicapai masyarakat di tempat perusahaan  tersebut
beroperasi. la menggunakan istilah sejalan dalam konteks itu demi
meyakinkan dunia usaha tentang perlunya mereka memiliki vis:
vang melampaui urusan kinaerja finansial perusahaan.

Berawal dari pemikiran Bowen di atas, selanjutnya dikem-
bangkan oleh berbagai ahli sosiologi bisnis lainnya seperti Keith
Davis yang memperkenalkan konsep Iron liw af soctal responsibiliy.
Davis dalam konsepsinva berpendapat bahwa penckanan pada
tanggung jawab sosial perusahaan memiliki korelasi positif dengan
size atau besarnva perusahaan. Davis mengemukakan bahwa
semakin besar dampak suatu perusahaan terhadap masyarakat
sekitarnya, semakin besar pula bobot tanggung jawab vang harus
dipertahankan perusahaan itu pada masya rakatmya.

Dalam perkembangan berikutnya, definisi lentang CSR lebih
diperluas lagi oleh Archi B. Carrol yang sebelumnya telah merilis
bukunya tentang perlunya dunia usaha meningkatkan kualitas
hidup masyarakat agar menjadi penunjang eksistensi perusahaan.
Jika dilihat dalam konteks global, menurut Alex Gunawan'® istilah

i Hendrik Budi Untung. Crrporefe Sovial  Respoesabilily.  Jakarta: Sinar
Grafika, 2008, hlm. 37-38. Lihat juga Flvinaro Ardianto dan Didin M. Machiudz,
Efck Kedermimoanmn Pebais  dan SR Berlipot-fpat. Jakarta: FT. Elex Media
Kemnputindo, 2011, hlm. 3%

o Alex Gunawan, Membual Program CSR Berhasis Pemberdayaan Parhisipatif,
Yogvakarta: Tanpa Penerxd, 2009, hlm. 7
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CSR mulai populer digunakan sejak tahun 1970-an ini dan semakin
populer terutama setelah John Elkington mengemas CSR ke dalam
Hga fokus 3P, singkatan dan People, Planet dan Profit. Perusahaan
vang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka
{profil), melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian
lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat {people)
Memasuki dekade 190 adalah periode di mana CSR
mendapat pengembangan makna dan jangkauan. Sejak itu banyak
mode]l C5R diperkenalkan termasuk Corporate Social Performance
(5CP), Business Ethivs Theory (BET), dan Corporate Ciiizenship, sejak
thu CSKE menjadi tradisi baru dalam dunia usaha di banyak negara.
Sejak itu ada dua metode vang diberlakukan dalam CSR, yaitu
Cause Branding dan Vemture Philantropy. Yang dimaksud Couse
Branding adalah pendekatan fop dowe, dalam hal ini perusahaan

menentukan masalah sosial dan lingkungan seperti apa vang perlu
dibenahi. Kebalikannya adalah Venture Plilantropy yvang merupakan
pendekatan bottom up, di sini perusahaan membantu berbagai pihak
men-profit dalam masyarakat sesuail apa yang dikehendaki masya-
rakat,V”

Dalam metode Cainse Branding, perusahaan biasanya men-
Sesain program sosial vang ada kaitannva dengan bramding produk
#u layanannya. Tujuannya membuat masyarakat lebih akrab
dengan merek dagang perusahaan itu, tetapi untuk jangka panjang
mecde] ini bermanfaat bagl perusahaan, sebab tujuan Cause Branding
acalah mendekatkan perusahaan kepada masalah yang ada dalam
masvarakat lalu membenahi lingkungan sosial itu agar mendukung
Ssstensi perusahaan untuk jangka panjang. Dalam model Venture
Sestropy perusahaan membantu masyvarakat untuk menciptakan
s sumber-sumber  penghidupan baru dan tidak sekadar
e alurkan bantuan sosial atau finansial kepada masyarakat.

= Hendnk Budi Untung, Corparale Socii ..., Op. Cit, hlem, 39-440.
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1.3, Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial FPerusahaan

Terlepas dari masth adanya perbedaan terminologt dan
pengertian yang diberikan, tanggung jawab sosial perusahaan pada
dasarnya merupakan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan
pthak-pihak lain di luar perusanaan secara lebih luas. Tanggung
jawab sosial perusabaan merujuk pada semua hubungan vang
terjadi antara perusahaan dengan semua staketolders bahkan juga
dengan kompetitor. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan
dengan demikian memiliki cakupan atau ruang lingkup yang
cukup luas dan manfaat yang banyak, tidak hanya bag pihak-
pihak vang berkepentimngan tetapi juga bagi perusahaan itu sendin,

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu
komitmen perusahaan terhadap kepentingan para stakeholders dalam
arti luas daripada sekadar mengejar keuntungan demi kepentingan
perusahaan belaka, Dibnjau dari konteks tanggung jawab sosial
perusahaan, dalam  usaha mengejar  keuntungan  tersebut,
perusahaan baik secara langsung maupun secara tidak langsung
tidak boleh melakukannya dengan mengorbankan kepentingan-
kepentingan pihak lain yang terkait, Berdasarkan pemaknaan di
atas, tersirat bahwa ruang lingkup dan tanggung jawab sosial
perusahaan sangat Juas,

Menurut A. Sonny Keraf sebagaimana dikutip BErm .
Ernawati'® setidaknya ada empat lingkup tanggung jawab sosial
perusahaan, yaitu:
|, Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang

berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Kegiatannya dapat
berupa pembangunan rumah ibadah, membangun prasarana dan
fasilitas sosial dalam masvarakat, menjaga sungai dan polusi,
pemberian beasiswa, menjalin kemitraan antara perusahaan
besar dan kecil untuk mengurangi ketimpangan sosial, dan lain-

baim.

" Epmi B, Ernawan, Fuginess Ethics ., Op. Ci hlm. 114,
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Keuntungan ekonomis, karena akan menimbulkan citra positif

|t

bagi perusahaan, hal ini akan dapat membuat masyarakat lebih
menerima kehadiran produk perusahaan.

* Memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat,
baik dalam kegiatan bisnis alau kegiatan sosial, agar bisnis
berjalan secara baik dan teratur.

* Hormat pada hak dan kepentingan stakeholders atau pihak-pihak
tertentu vang terkait dengan kepentingan langsung atau tidak
langsung dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan

Senada dengan pendapat di atas, Brodshaw dan Vogel™ juga
menyatakan bahwa ada 3 (tiga) dimensi dari garis besar ruang
bingkup CSR, vailu:

L. Corporate philantrophy adalah usaha-usaha amal vang dilakukan
oleh suatu perusahaan, di mana usaha-usaha amal ini tidak
berhubungan  secara  langsung  dengan kegiatan normal
perusahaan. Usaha-usaha amal ini dapat berupa tanggapan
langsung perusahaan atas permintaan dari luar perusahaan atau
fuga berupa pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan
untuk mengelola usaha amal tersebut.

(B

Corporate  responsibility adalah  usaha-usaha sebagai  wujud
fanggung jawan sosial perusahaan ketika sedang mengejar
profitabilitas schagai tujuan perusahaan.

& Corporate policy adalah berkaitan erat dengan bagaimana hu-
Bungan perusahaan dengan pemerintah vang meliputt posisi
suatu perusahaan  dengan adanya berbagai  kebijaksanaan
pemenntah vang mempengaruhi baik bagi perusahaan atau
masvarakal secara keseluruhan,

Mengingat begitu luasnya ruang lingkup CSR, maka Siregar

ana dikubip Zaim Saidi*' membaginya atas 2 (dua) ruang

utama, yaitu:

"B Wahyudi dan Busyra Azher. Corporile Social Respansinltiy: Privnsip,
dan Tmplementasi, Malang: Setara Press, 2011, him. 46 i3
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|. Tanggung jawab institusional atau struktural berupa tanggung
jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar yang, terikat oleh
peraturan  perundang-undangan.  Tanggung jawab sostal ind
dicirikan dengan adanya sanksi  posilif atau  formal dan
pemerintah apabila tidak diindahkan.

2 Tanggung jawab kognitif atau interaksional yaitu tindakan sosial
sukarela yang hidak terikat oleh peraturan perundang-undangan,
tetapi dianggap penting atau dikerjakan oleh perusahaan, baik
oleh kebutuhan inheren produksi perusahaan maupun oleh
panggilan moral, sosial, dan kemanusiaan. Tanggung jawab
sosial ini dicirikan absennya sanksi positif apabila tidak
diindahkan, tetapi dalam hal ini akan berlaku sanks sosial atau
formal lainnva

Pembagian ke dalam dua ruang lingkup utama CSR yang
diungkapkan oleh Siregar di atas, terdapat hal yang kontradiktif,

Satu sisi menegaskan bahwa CSR sebagai tanggung jawab

institusional  yang  terikat secara formal dengan  ketentuan

perundang-undangan vang berlaku, sedangkan pada sisi lain justru
melihat CSR sebagai tanggung jawab yang bersifat interaksional
vang bersifat sukarela. Atas pengelompokan C5R yang kontradikiif
ini, maka kalangan dunia perusahaan akan memilih CSR dalam
komteks vang akan menguntungkan dirinva, meskipun pilihan
tersebut masth diikuti dengan sanksi. Terkait dengan hal ini, Tsa
Wahyudi dan Busyra Azheri lebih melihat CSE itu sebagai
tanggung jawab sosial yang bersifat imperatif. Makna imperatif ini
sendiri harus bersifat self regulation bagi perusahaan, sedangkan
pemerintah harus memposisikan dirinya sebagai corporate shake
dengan menuangkan aturan CSR dalam arti bersifat umum yang
disertai dengan aturan yang bersifat sektoral yang akan

o Faim Saidi. Supthangan Sosial Periesaliaan, Profl dae Pole Distribusinge dr
Indonecii: Sareer 238 Pepsahman di T Kodn Jakaria: Pirammasdia, 2003, hlm. [0
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menguraikan C5R sesuai dengan bidang usaha masing-masing
perusahaan.

Dewasa 1 funtutan  agar  perusahaan tidak sekadar
mengejar  keuntungan semata  semakin  menguat  mengingat
Eerusakan lingkungan vang masif dan masih adanya ketimpangan
sosial di  masyarakat. Terkait dengan itu, John Elkingston

sebhagaimana dikutip Yusuf Wibisono® mengelompokkan lingkup
L5E ke dalam 3 (tiga) aspek vang lebih dikenal dengan istilah
“Triple Bottom Line” vang meliputi kesejahtreraan atau kemakmuran
skonomi  {econonic presperity), peningkatan kualitas lingkungan
semviropnendal quality), dan keadilan sosial {social fustice). Lebih
semjut ia menegaskan bahwa suatu  perusahaan vang ingin
menerapkan konsep pembangunan  berkelanjutan  (sestaiability
Sevelapment) harus memperhatikan “Triple PY, vaitu profif, planet,
&an people. Bila dikaitkan dengan antara “ Triple Betfom Line” dengan
“Inple I dapat distmpulkan bahwa “profit” sebagai wujud dari
#spek ekonomi, “planet” sebagai wujud aspek lingkungan, dan
“people” sebagai wujud dari aspek sosial, Agar ketiga aspek tersebut
& atas dapat diimplementasikan, maka menurut Hardiansyah dan
#5al? dibutuhkan strategi tertentu. Adapun strategi dasar vang
Sepat digunakan dalam implementasi prinsip-prinsip CSR tersebut
#Salah: (a) Penguatan kapasitas (capacity building); (b) Kemitraan
wesilaboration); dan (c) Penerapan inovasi.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah keterlibatan
Pperusahaan atau bisnis  dalam  mengusahakan kebatkan dan
Seseiahteraan bagi pihak-pihak vang terkait di dalam hubungan
e relasi dengan aktivitas perusahaan. Ditinjau dari relasi pihak-
vang terkait dengan perusahaan, maka tanggung jawab sosial

an memiliki lingkup atau jangkauan yang sangat luas.

Husud Wibisono, Membedah  Eowsep dion Aplibisi CSE Gresik: Fascho
him. 22-3p,
=B Wahyudi dan Busyra Azherl. Corpirrade Secial .. O Cil, hlim. 45,
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Keith Davis dan William €. Frederick® menggambarkan madel
hubungan primer dan

hubungan sekunder dalam bisms sebagai
berikut:

Ragaan 1. Hubungan Frimer

R LA AR
gParnidie

sRETHITA
BAErRE g hdn

FEFULARRA R

FEmEE
paripsdiadn
. /‘;umllﬁ.-'

wLL Lt
PUHCU B

Sumber: Keith Davis dan William C, Frederick, dikutip oleh A.
Sonny Keraf, Ettka Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profest
[uhur. Yogyakarta: Kanisius, 1993, Al 7R-79.

4 Sonny Keral. Etika Bramis Membanglis Citra Bisnis Sehagai Profese Latiir
Yogyakarta: Kanisius, 1993, him. 78-7%
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Terhadap kedua ragaan di atas dewasa ini perlu dikaji ulang
sedudukan pemerintah dan kelompok pendukung khususnva yang
=emangani masalah riset yang menurut Keith Davis dan William C,
Frederick termasuk ke dalam model hubungan sekunder. Hal ini
disebabkan keberadaan dan operasional perusahaan di dalam
mencapai tujuannya tidak bisa terlepas atau sangat tergantung pada
kebyjakan pemmerintah, baik dalam bentuk peraturan perundangan
saupun tentang kewajiban pajak yang harus dibayar. Begitu pula
masalah riset, perusahaan hanya akan bisa  eksis  secara
Seskelanjutan apabila selalu dapat mengembangkan produknya
Sengan mgnghasilkan temuan-temuan baru melalui riset. Melihat
S=nyataan ini, maka perlu diperimbangkan kembali kedudukan
Redua (pajak dan riset) di atas sebagai bagian dari model hubungan
sekunder di dalam bisnis.

Mengacu pada penggolongan  hubungan bisnis sebagai-
mana telah disajikan di atas, nampak bahwa ada dua jalur di dalam
snggung jawab sosial perusahaan. A. Sonny Keraf™ membagi jalur
#au relasi di dalam perusahaan menjadi relasi primer dan relasi
shunder. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap relasi
geimer, misalnya dengan memenuhi kontrak yang sudah dilakukan
Sengan  perusahaan  lain, memenuhi janii, membayar  utang,
memberi pelayanan kepada konsumen dan pelanggan secara
memuaskan, bertanggung jawab dalam menawarkan barang dan
@2 kepada masyarakat dengan mutu yvang baik, memperhatikan
Sk karyawan, kescjahteraan  karyawan  dan keluarganya,
.mgkatis.ﬂn keterampilan dan  pendidikan karvawan, dan
sBagainya. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap relasi
sSunder yaitu perusahaan bertanggung jawab atas opersi dan
Se=mpak bisnis terhadap masyarakat pada umumnva atas masalah-
wasalah sosial, seperti lapangan kerja, pendidikan, prasarana sosial,
Pk, dan sebagainya.

A Sonny Keral Frike Bisaes .. [bid, hlm, 97-08.
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1.4, Manfaat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Saat ini, tujuan korporasi yang hanya sekedar mencan
keuntungan  sudah  tidak  sesuai lagi. Sebagai  bagian dari
masyvarakat, kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan juga
sudah semestinya  tidak mengabaikan keberadaan sosial dan
lingkungan sekitarnya, la di samping harus dapal memenuhi
keinginan sharcholders dalam bentuk keuntungan, juga harus dapat
memberi manfaal pada pihak-pihak berkepentingan yang terlibat
dalam bisnis lainnya, seperti karyawan, distributor, pelanggan,
pemasok, pemerintah, dan masyarakat serta lingkungan melalui
tangguny jawab sosial perusahaan. Apalah artinya kesuksesan suatu
perusahaan  vang berada ditengah-tengah masvarakat yang
berkesusahan, Andrew Carnegie sebagaimana dikutip Stephane
Garelli” mengatakan, bahwa orang vang meninggal dalam keadaan
kava, dia meninggal dengan cara yang memalukan. Seumur
hidupnya, Carnegie memberikan 90% hartanya.

Menurut  Poerwanto,®  pemikiran  Carnegie mengenai
tanggung jawab sosial perusahaan tersebul didasarkan pada dua
prinsip, vaitu prinsip amal dan prinsip mengurus harta orang lain.
Keduanya bersifat paternalistik, mereka memandang pemilik bisms
memiliki peran sebagai orang tua terhadap karyawan dan
pelanggannya. Carnegie mengemukakan, bahwa prinsip amal
menganjurkan kepada para anggota masyarakat yang memiliki
keberuntungan dalam kehidupannya untuk membantu anggota
yang kurang beruntung melalui berbagai cara, bak yang langsung
atau lidak langsung. Prinsip berikutnya yaitu kepengurusan harta
orang lam, maksudnya adalah bahwa para pelaku bisnis adalah
kelompok masyarakat yang memiliki kesempatan untuk mengurus

= Stephane Garelli. Top Class Compretrtors How N, Frms g Induniduals
Suceeed o e Neaw Warld of Compehihvensss, alay Memnde Mo, 1 di Aled Ke-2T R
Megira, Peresthman dm Tndreadie weitenang) persamgie di Era Harni, ter). Said Baery,
lakartn; Gramedia Pustaka Utama, 2008, him. 101

s Poorwanto, Budoygn Prresahoan ., Op, O, hlm. 172

TANGEUMNG IAWAE SO51A1 PERUSAHAAN
(CORBORATE S00CML RESPONSIBALITT) DaLak BERBAGAI FERSPEKTIF KAllAN



samber-sumber daya yang dapat digunakan demi kepentingan
Bersama secara komersial. Ide Carnegie memandang, bahwa bisnis
Perperan untuk menggandakan kekayaan atau sumber-sumber
mitlik masyarakat dan mengembalikan sebagian dari hasilnya untuk
xepentingan masvarakat itu sendiri.

Ditimjau dari perspektif tanggung jawab sosial perusahaan,
akiivitas bisnis sekaligus merupakan komitmen perusahaan pada
kepentingan  pihak-pihak  eksternalnya, Komitmen perusahaan
dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ini akan dapat
memberi banyak manfaat tidak saja pada para stakeholders-nva tetapi
pada gilirannya puga terhadap perusahaan itu sendiri. Menurut
Kotler dan Lee sebagaimana dikutip Ismail Solihin® menyebutkan
beberapa manfaal yang dapat diperoleh perusahaan melalui
pelaksanaan CSK yang bersifat strategis ini, seperti peningkatan
penjualan dan  market  share, memperkuat  brand  positiomng,
meningkatkan citra perusahaan, menurunkan biava operasi, serta
meningkatkan dava tarik perusahaan di mata para investor dan
analis keuangan,

Bila CSR sudah divakini sebagai suatu kewapiban bagi
perusahaan, maka dengan  sendiringa  perusahaan  telah
melaksanakan investasi sosial vang mana akan mendatangkan
seuntungan dalam bentuk manfaat dikemudian hari. Gurvy Kavei
sebagaimana dikutip lsa Wahyudi dan Busyra Azheri™ menegaskan
Sahwa setiap perusahaan vang mengimplementasikan CSR dalam
aktivitas usahanya akan mendapatkan 5 (lima) manfaat utama
sebagai berikut:
~ Meningkatkan profitabilitas dan kinerja finansial vang lebih

kokoh, misalnva lewat efisiensi lingkungan;

= smanl Sodihin. Corporabe Social Besponsihilitye: From Charily ko Sostarmalility.
Slarta: Salemba Empat, 2001, hlm. 34, Likat juga Andreas Lako, Defonstrksi C5R
= Beformazt Paradigma Bisnis dan Akwrtansi. Jakarta. Erlangga, 111, him, 183,
= Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, Corporate Social ., Op. OiE, hlm. 124-126. '
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' Meningkatkan akuntabilitas, assessmert dan komunitas investasi;

1. Mendorong komitmen karyawan, karena mereka diperhatikan
dan dihargan;

4 Menurunkan kerentanan gejolak dengan komunitas; dan

5. Mempertinggi reputasi dan corporate branding.

Apa vang dinyatakan oleh Kavei, terutama dalam hal
reputasi dan corporate branding di atas selaras dengan hasil riset
majalah SWA yang menunjukkan bahwa (SR bermaniaat dalam hal
“memelihara dan menngkatkan citra perusahaan”, yaitu sebesar
(37,38 %), Selengkapnya manfaat CSR bagi perusahaan dapat dilihal

pada tabed berikul.
Tabel 1. Manfaat Pelaksanaan Program CSR Bagi Perusahaan
! jenis Manfaat Program CSR Prosentase
Mumehhara dan meningkatkan ctra pe wusahaan | 37,38 %
| Hubun gan yang baik dengan masy arakat 16,82 % ]
! ['-«-'It_‘.l'IEJ-kul"lg Lﬁperas_m'mnal 'FlE'l'l,[!-iEi'ld.fl.n 10,28 % ]
| Sarana akuntabilitas Fmrusahaém dan karyawannya 88 %
Memperoleh bahan baku dan alat-alat untuk —
produks: perusahaan i
.. R:Iungur.n.';;.;aa NEEUan rnTﬁ_xramka.t pada Fr.ﬁ-l;

uperaqhmal perusahaan
| [a:n:lura . . - i 13,50 %
E.umhw Riset Majalah Swa v:l;kuhp uleh Isa Wﬂhvudl dan Hnl:;:.rrn
Azheri. Corporate Social Responsibility:  Prinsip,  Pengaluran dare

Implementasi. Malang: Setara Press, 2011, him. XI5
Hasil riset majalah SWA di atas semakin menguatkan tesis |
bahwa CSR sebagai investasi sosial sangat bermanfaat bagi
perusahaan untuk jangka panjang SR akan menjadi aset stralegis
dan kompetitif bagi perusahaan di tengah iklim bisnis yang makin
kompetitif, menuntut praktik etis dan bertanggung jawa b. Selain itu,
e (SR sebagai investasi sosial dipercayai akan menjadi landasan

EG H TAMGGLUMNG MWAR SO5IAL PEALRAHAAN
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fundamental bagi pembangunan  berkelanjutan  (sustamable
development), bukan hanya buat perusahaan, tetapi juga buat
stakeholders dalam art keseluruhan.

Senada dengan hasil riset di  atas, perusahaan akan
memperoleh berbagal manfaat dari aktivitas CSR, yaitu:™

Pertama, mengurangi resiko dan tuduhan terhadap
perlakuan tidak pantas vang diterima perusahaan. Perusahaan
vang menjalankan tanggung jawab sosialnya secara konsisten
akan mendapatkan dukungan luas dan komunitas yang telah
merasakan  manfaat  dari  berbagai  akbvitas  yang
dijalankannya. CSR akan mendongkrak citra perusahaan yang
dalem rentang waktu panjang akan memingkatkan reputasi
perusahaan,

Kedua, CSR dapat berfungsi sebaga pelindung dan
membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk vang
diakibatkan suatu krisis. Demikian pula ketika perusahaan
diterpa kabar miring atau bahkan ketika perusahaan
melakukan kesalahan, masyarakat lebibh mudah memaham
dan memantfaatkannya.

Ketiga, keterlibatan  dan  kebanggaan karyawan.
Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang
memiliki reputasi vang baik, yang secara konsisten melakukan
upaya-upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan
dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
Kebanggaan ini pada akhirnva akan menghasilkan loyalitas,
dan akan Dberujung pada peningkatan kinerja  dan
produklivitas.

Keempat, C5R vang dilaksanakan secara konsisten akan
mampu memperbaiki dan  memperat hubungan antara
perusahaan dengan para stakeholder-nya. Hal ini mengakibat-
kan para stekeholder senang dan merasa nyvaman dalam
menjalin hubungan dengan perusahaan.

FAnonim. httpy) repository usu.scid | bitstream [ E3M56788 25410 7 4
Chapter %20[Lpdl. Driakses tanggal 28 Agustus 2012 Mukul 1107 WIR
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Kelima, meningkatnya penjualan seperti yang terungkap
dalam riset Roper Search Worldwide, yaitu bahwa konsumen
akan lebih menyukai produk-produk yang dihasilkan oleh
perusahaan yang konsisten menjalankan ltanggung jawab
sosialnya sehingga memiliki reputasi yang baik.

Keeram, insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak
dan berbagai perlakuan khusus lainnya, Hal imi perlu
dipikirkan guna mendoreng perusahaan agar lebih giat lagi
menjalankan tanggung jawab sosialnya,

Pada saat ini CSR dapat dianggap sebagai investasi masa

depan vang akan memberi banyak manfaat bagl kelangsungan

perusahaan. Muh Arnef Effendi® menyatakan ada empat mantaat

yang ‘:.{:Fternlwh perusahaan jika mengimplementasikan C5R adalah

sebagai berikut:

1. Keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan. Selain
itu, perusahaan juga mendapatkan citra (fmmige) vang positif dan
masyarakal luas.

I

Perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap kapital
imodal).
3, Perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia
{hman resources) vang berkualitas.

4, Perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada
hal-hal yang kritis (critical decision making) dan mempermudah
pengelolaan manajemen nsiko (risk suanagement).

Selanjutnya jika ditinjau dari perspektif etika, dengan

melaksanakan tanggung jawab sosial ada beberapa manfaat vang
akan dirasakan oleh perusahaan Jackie Ambadar® mengiden-
tifikasi beberapa manfaat dari melaksanakan tanggung jawab sosial
perusahaan, yaitu: Perfama, perusahaan akan terhindar dan reputasi
negatif perusak lingkungan, yang hanya mengejar keuntungan

¥ pub, Arief Effendi. The Pewer of Good Corpeeate Goeernance Teord dan
Peplesnendasi. Jakarta: Salemba Empat, 2009, him. 113,

U jackie Ambadar, CSE drloer Prakick df Dindeesia Jakartas Elex Media
Fompitindo, 2008, hlm, xoxi.
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wngka pendek tanpa memperdulikan akibat dari perilaku
Swruknya. Kedua, kerangka kerja etis yang kokoh dapat memandu
pera manajer dan  karyawan menghadapi  masalah  seperti
permintaan lapangan kerja dari lingkungan sekitarmya.  Ketiga,

perusahaan etis mendapat rasa hormat dari kelompok inti
masyarakat yang sangat membutuhkan perusahaan ini eksis,
serutama pelanggan dan karyawannya, Terakhir yang Seempal,
Semvak perusahaan yang sadar bahwa perilaku etis membuat
~ serusahaan aman dari gangguan lingkungan sekitar, sehingga
dapat beroperasi dengan lancar. Utamanya tentu juga untuk .

- memjamin keberlanjutan usaha.

Terlepas dari masih banyaknya perusahaan yang belum
melaksanakan program SR dalam  bisnisnya, uraian di atas
menunjukkan bahwa sebenarnya aktivitas tanggung jawab sosial
perusahaan  memiliki banyak manfaat bagi banyak pihak. Namun
Semikian, agar manfaal lersebut dapat optimal maka aktivitas CSR
sevogyanya  bukanlah sebagai reaksi sesaat saja, tapi kegiatan
peoaktif yang dirancang  sedemikian  rupa  dengan  tujuan
semberikan nilai tambah buat stakeholders, Kalau suatu kegiatan
U5R vang dilakukan sebagai reaksi atas tuntutan dan resistensi dan
-pihak tertentu, maka kegiatan tersebut tidak akan banyak
faat untuk jangka pamang tetapi sekedar memenuhi
n insidental saja.

Selain bersifat proaktifl dan terancang dengan baik, agar
CSR dapat memberikan manfaat yany optimal maka alasan
perlu diutamakan di dalam menjalankan kegiatan CSR
imana dikemukakan Reza Rahman,” bahwa ada dua alasan
mendasari korporasi melakukan kegiatan C5R, yaitu alasan
(econgmic argument) dan alasan moral (moral argument).
ekonomi  lebih pada bagaimana korporal mampu

i = Bera Rahman. Corporale Socal Eespamsibilitie Antora Teort dien. Ketryrlaan,
MedPress, 23009, him, 17-15, i
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memperkuat citra dan  kredibilitas prand  produknya  melalu
aktivitas CSE, Membangun citra melalui CSR, komunitas akan lebih
percaya dan merasakan keuntungan dengan hadirnya korporat di
suaty wilayah tertentu. Sementara itu alasan moral lebih didasarkan
bahwa CSR memang benar bermula dari inisiatif korporat untuk
dapat menjalin  relasi  yang saling menguntungkan  dengan
stakeholders. Alasan ini sejalan dengan prinsip dalam sosiologi untuk
dapat melakukan fungsi sebagai tetangga yang baik. Maksud dari
tetangga vang baik adalah tetangga yang berguna bagi tetangga
vang lain. Tujuannya adalah untuk memberdavakan komunitas
menujir pada kemandirian. Di sini korporat lebih baik memberi
“kail” daripada “ikan” kepada komunitas. nilah yang membedakan
CSR dengan societal marketing.

i)
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| TEORI-TEORT YANG TERKAIT DENGAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

IE

Menurut |.OI Thalauw® yang dimaksud teon adalah sebuah |
sstem proposisi-proposist atau sebuah rangkaan terpadu dan
proposisi-proposisi. [ta berarti  proposisi-propesisi - merupakan |
somponen pembentuk teori. Mamun proposisi-proposisi itu harus
Srangkai, terkait satu dengan lainnya schingga menjadi satu

| ®talitas sistem yang terpadu. Proposisi-proposisi vang lidak
serangkai tidak akan membentuk sebuah teori, melainkan hanva
merupakan himpunan proposisi-proposisi. Teori memiliki peran
stau fungst yang penting dalam ibmu pengetabuan. Salah satu
sungst teort adalah menjelaskan kebenaran dalam menerangkan
ssatu gejala vang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,
sarena didukung oleh fakta-fakta empink.

Sesuai dengan bungsi teor tersebut di atas, pada tulisan di
Sawah ini akan dipaparkan bebérapa teon yang akan bisa
menambah  ketajaman di dalam menganalisis permasalahan-
permasalahan yang ada di seputar C5R atau tanggung jawab sosial
serusahaan. Teori-teori dimaksud adalah teori negara hukum

Esezhtoraan, teori  ublitas, teori kontrak  sosial, dan teorn
“ﬂ'"--.’du'rﬂ. I

LRI Thalavuw, Eoratriks Tosel Eesipeaen din Proses. Jakacka: P Gragindao

. bl 1015
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Relevansi digunakannya teori negara hukum kesejahteran
karena kebijakan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada
akhimva bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi
berkelanjutan schingga tercapai kesejahteraan rakyat. Teori utilitas
digunakan karena di dalam mencapai kesejahteraan rakyat, maka
kebijaksanaan dan program-program dari Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan harus dapat memberikan nilai manfaat, baik bagi
perseroan itu sendiri, komunitas setempat maupun masvarakal
pada umumnya. Sementara teori kontrak sosial - digunakan
mengingat  keberadaan  suastu perusahaan  pada hakikatnya
mempakan bagian atau subsistem dari masyarakat, sehingga di
dalam menjalankan usahanya perusahaan harus mematuhi segala
peraturan yang ada sebagai perwujudan dari adanya kontrak sosial
dengan masyarakat, Terakhir, teori sfikeholders digunakan karena
keberadaan suatu  perusahaan  tidak cukup hanya mengejar
keuntungan scmata, tetapi juga harus memperhatikan kondisi,
kepentingan, dan memberi mantaat bagi para stakeholder dalam art

luas

21. Teori Negara Hukum Kesejahteraan

Secara kontemporer, konsep atau teori negara hukum yang
hanvak diterapkan adalah negara kescjahteraan (welfare  shabe,
welvgarstant) atau sociale rechtstast.® Begitu pula halnya dengan

* Menurut Timly Asshiddigle, Kemstitusi Ekonomi, Jakarla: Kompas, o,
him. 337, gagasan negara kesejahteraan {ueifire sfafe) diajukan oleh John Maymard
Keynes, Dalam negara kescjahteraan yang juga dikenal sebagas Keynesianisme ini,
intervensi negara dalam  kebijakan  perekonomnian  justru dibemarkan, Terkait
dengan penciptaan lapangan kerja, John Maynard Keynes menyvatakan bahwa
selama masih ada peagangguran, selama itu pula campur tangan negara dalam
perekanomian diperiukan. Karena itu, peran negara tdak dibatass hanva sehagat
regulator atau pembuat peraturan saja, tetapd diperiuas meliputs pula kewenangan-
kewenangan untuk melakukan intervensi fiskal dan moneter dalam ranghka (i}
menjanin stabilitas moneter, (i) menggerakkan sekior riil, dan (i} menciptakan
lapangan kena.

o
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- Bdonesia, model welfre state ini telah menjadi obsesi yang kuat bagi
Pendin republik dan Bung Hatta sebagai figur sentralnva. Bila
Ssenalisis substansi dari UUD 1945 telah mendeskripsikan semangat
melfare stafe sebagaimana obsesi Bung Hatta tersebut. Hal ini dapat
“ilibat seperti pada Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk
Fasal 28, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasa) 28 ¢ ayat (1),
Pasal 28 H ayat (1), dan (3) serta Bab X[V tentang Perekonomian
Masional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat (4). Atas dasar
sersebut, Muchsan meyakini betul bahwa negara Rl vang
Serdasarkan UUD 1945 termasuk pada negara yang bertipe welfiare, ™
dengan model minimal karena programnya hanva bersifat sporadis,
parsial dan minimal, ™

Teori negara hukum kescjahteraan merupakan perpaduan
smtara konsep negara hukum  (rechisstant)  dengan  negara
Wesejahteraan (welfaore stafe). Menurul Bagir Manan sebagaimana

® Isa Wahvudi dan Busyra Azheni. Corporate Sorial O, Crt, hlm, 579
* Menurut Edi Sulsacico. "Megars Kesepahterdan dan Reinoesibing Dherpraaes™
ey, depas g idiu nduhMega rakescjahteraan. pdf. Diakses fanggal 22 Me

L. Pukul 1113 WIB, sedibkitnya ada empat model negara kesepahiteraan vang

Smges kini masih bernperasi, vaitu:

& Model Universal, di mana pelayvanan sostal diberikan oleh negara secarn merata
Repada seluruh pendudukaya, batk kaya maupun miskin,

8 Model Korporasi atau Work Merit Welfirr Stofes, i mana jaminan sosial
Slaksanakan serara melembaga dan luas, namuen kontribusi terhadap berbaga
skema jaminan sosial berasal dari tiga pihak, vakni pemerintab, dunia usaha dan
peiena (buruh)

B Model Residual, di mana pelavanan sosial, khususova kebutuhan  dasar,
Sherkan terutama kepada  kelompok-kelompok  yang  kurang beruntung
Ssadoanlitged groups), seperts orang miskin, penganggur, penyandang cacat dan
smang lanjut usia vang tidak kaya.

& Model Minimal, model i ditandai oleh pengeluaran pemerintah untuk

- pembangunan sosial yang sangat kecil Program kesefahteraan dan jaminan

- el diberikan secara sporadis, parsial dan minimal dan umumnays hanya

 SSesiban kepada pegawai negen, anggota ABRI dan pegawai swasta vang

m——pa membayar premd. 10 lihat dan landasan komstitusional seper UL

- SSE LU SISN (Sistemn Jaminan Sosial Nasional), dan pengeluaran pemerintak

=% pembangunan sosial vang masih kecl, maka Indonesia dirpat

Shesporikan swhagai penganul negara kesejahlersan modil in
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dikutip Busyra Azheri, negara hukum kesejahteraan adalah negara
atau pemernintah ticlak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau
ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab untuk
mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-
besarnya untuk  kemakmuran rakyat.” CSE qika dilihat dart
perspektif negara hukum modern kesejahteraan (verzorgings staat),
maka prinstp TSR sangal relevan dengan aspek keadilan sosial
(social justce) di bidang ekonomi. Gevara esensial kajian TSR
berkaitan dengan persoalan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi
seluruh warga negara serta lingkungan. o

Hal vang penting dalam aspek sosial ekonomi adalah
persoalan keadilan sosial fsocial  fushice) dan kescjahteraan
masyarakat. Kedua persoalan tersebut tidak mutlak hanya menjad:
tanggeung jawab pemerintah  semata, melainkan juga menjadi
tanggung jawab para pelaku bisnis melalui program CSR. Busyra
Azheri® dalam hal ini menyatakan bahwa mengingat ketentuan
CSR sebagai kebijakan verzorgings stant, maka CSR ini menjadi
tanggung jawab bersama antara negara, pelaku bisnis, perusahaan,
dan masvarakat,

SR merupakan  affirmative regulation  yang menurut
argumentasi aliran hukum alam bukan saja menuntut untuk ditaati,
tetapi menuntut kena sama antara pemangku kepentingan. (SR
sebagai  affirmatioe requlahion  dalam konteks verzorgings  shaat
menuntut kerjasama antara negara, masyarakat, dan perusahaan
khususnya yang bergerak dalam bidang dan atau berkaitan dengan
sumber daya alam. Sehingga para pelaku usaha (investors) baik

7 Busyra Acxher, Corporate Sociel ... Chr, Crk, him. X7

 Busyra Azhert, Corpivile Soc daf .., Thid., b 217,

* Busyra Azhen Tanggung Jawab Susial Peruzahaan iCoparate Soral
Responsibility) dalam Perspektif Negara Hukum Kessjahteraan | Verzorgreys Craafl”
bty ejournal, pkanjuruhan ar.id | medaa .'MT.&EUM{E&M:I}Hn_|;u;|j_.
DHakses tanggal 25 Pebruar 2012, Pukul 08 20 WIH
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Semestik maupun asing seharusnva membangun hubungan baik
vang  harmonis  dengan  masyarakat  sekitarnya, sehingga
memberikan manfaat vang sebesar-besarnya untuk kemakmuran
masyarakal.

Uraian di atas sejalan dengan prinsip parete superiorify, di
mana perusahaan dalam melakukan aktivitasnya tidak mengor-
bankan kepentingan orang lain. Selain itu, perusahaan semakin
menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung
dari hubungan perusahaan dengan masvarakat dan lingkungan di
mana tempat perusahaan beroperasi. Hal ini juga sejalan dengan
prinsip-legitimasi (leyitimacy principle] bahwa perusahaan memiliki
gontrak  dengan  masyarakat  untuk  melakukan  kegiatannya
berdasarkan nilai-nilai keadilan. Ketidakselarasan antara sistem
nilai perusahaan  dengan sistem milai  masyarakat dapat
menyebabkan perusahaan akan kehilangan legitimasinya, sehingga
dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri.

Membicarakan pembangunan sosial atau keadilan sosial,
muncul perdebatan yang sengit, berutama menyangkut slapa
sesungguhnya vyang paling  bertanggung  jawab  terhadap
pembangunan kesejahteraan sosial. Negara atau lembaga-lembaga
atau institusi dalam masvarakat itu sendiri? Menurut Mullaly yang
dikutip Joko Prastowo dan Miftachul Huda* dalam hal ini ada dua
wdeologi yang berpengaruh, vakni konservatf dan liberal. Aliran

wonservalif memandang bahwa kesejahteraan rakyal diserahkan
kepada lembaga-lembaga swasta seperti keluarga atau lembaga
amal swasta, pemerintah hanya berperan ketika lembaga-lembaga
swasta tersebut dianggap sudah tidak mampu lagi menjalankan
fungsinva.  Sebaliknya, aliran  liberal memandang bahwa
kesejahteraan adalah hak setiap rakvat suatu negara. Karena itu,

segara memiliki kewajiban penuh dalam memenuhi kesejahteraan I

rakyatnya. '

¥ Joko Prastowo dan Miftachul Huda, Corporate Soctal ., Oy, O hlm, 5, i
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Sebagai negara yang bertipe welfere, maka sudah menjadi
tugas pemerintah untuk membuat aturan demi menciptakan
kesejahteraan sosial. Frans Magnis Suseno®’ menyatakan, bahwa
negara secara hakiki bertugas untuk mengusahakan kesejahteraan
umum. Di sini negara harus mengusahakan semua prasyarat,
kondisi, prasarana agar masyarakat dapat hidup dengan adil dan
sefahtera, Terkait dengan fugas negard ini, Wolfgang Friedmann®
menyatakan, bahwa dalam konteks ekonomi campuran (nixed
ecomorty), fungsi negara meliputi i1y sebagai provider (penjamin
kesejahteraan masyarakat);  (2) sebagai regulator (pengatur); (3
sebagal” entrepreneur {pengusaha); dan (4) sebhagal wmpire (pengawas
atau wasit). Mengacu pada fungsi negara di atas, khususnya fungsi
pertama  yaitu  negara sebagai provider, maka dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan rakyat, negara idak saja mempunyai

o Franz Magnis Suseno. Etka Politk Prinsip-prinsip Moral Disar Kesegaradn
Mudern. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991, him, 316
= Waoligang Friedmann. The Stale and The Bale of Low in Mixed Econormy.
London: Steven and Sons, 1971, him. 3. Dengan mengac pada pendapat Wioltgang
Frisdmann di atas, johnny Thratum, Teors dor Mutodaliogs Pevefition Hikan Mormatif:
Malang: Hayumedia Publishing, 2008, him. 433, meyatakan balwea fungst negard
melipub.
1. Negara sebagal penyedia {prondery di mana  dalam kapasitas tersebul
ditaksanakan upaya-upaya untuk memenuhi standar minimal yang diperlukan
masvarakat dalom rangka mengurangi dampak pasar bebas yang dapat
merugikan masyarakat.
Megara sebagai pengatur {regidatar) untuk menjamin ketertiban agar fidak
uncul kekacauan, sepertt halnya pengaturan di bidang investas agar industri
dapat tumbuh dan berkembang, pengaturan dan pembatasan techadap ekspos
dan impor agar tersedia devisa vang cukup guna menunjang kegiatan
perdagangan.
3. MNegara campur tangan langsung dalam perckonomian {eRfeprenesr) melalu
UMM, karena ada bidang usaha ferlentu Yang vital bagi masyarakat, namatt
tidak menguniungkan bag usaha swasta, atau usaha yang berhubuangan
dengan kepentingan pelayanan urmuimn [public service),
4. Megara sebagai pengawas (mmprre), yang berkaikan dengan berbagai prosdu
aturan hukum untuk menjaga ketertiban dan keadilan sekaligus bertin
sehaga penegak hukum.

=)
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Sendasan tetapi juga memiliki tugas untuk terlibat di dalam
Penvelengpgaraan CSRE.

Fungsi-fungsi negara dalam konteks ekonomi campuran
sebagaimana diuraikan di atas memperlihatkan bahwa negara ikut

campur tangan dalam kegiatan di bidang ekonomi, Menurut
Goodint! dalam negara kesejahteraan, campur tangan negara dalam
mengatur pasar dilukiskan sebagai * ... a public mbervention (n private
market economy” (campur tangan publik dalam ekonomi pasar
swasta), Tujuannyva tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan
mmum  (premoting public welfore) dan memaksimumbkan
kesejabteraan  sosial  {fo  maximize  socal welfare),  sehingga
memperkecil dampak kegagalan pasar (market failure) terhadap
masyarakat yang discbabkan oleh apa yvang disebutnya moral hazard
dan penggunaan yang keliru terhadap berbagai sumber daya
smisallocation of resources). Pendapat ini senada dengan yang
dikemukakan 5r Redjeki Hartono® bahwa campur tangan negara
Salam  hal ini dimaksudkan untuk menjaga  keseimbangan
kepentingan semua pihak dalam masyarakat, melindungi kepen-
Sngan produsen dan konsumen, dan melindungi kepentingan
megara dan kepentingan umum, terhadap kepentingan perusahaan
#tau pribadi.

Terkait dengan tugas negara untuk mengusahakan
kepentingan masyarakat di atas, ada suatu prinsip vang dikenal
dengan prinsip subsidiaritas # Keberadaan prinsip ini diperlukan

¥ Jobinny Trahim., Teorr dar Metodelogd i, him, 44

® 5n Bedpks Hartono., Kagefu Sefekts Hubarr Eboromrr, Bandung: Mandar
M. 2000, him. 15.
¥ Rata "subsdiantas” becasal dar kata Latin “subsidium” yang berarti
“Semtuan, sokongan”, Cswald von Nell-Breuning menjelaskan prinsip ini sebagal
Seshot vang dimaksud ialah masyarakat bertujuan untuk membantu anggota-
¥a unluk menvediakan aps vang menguniungksn atau berguna bagi
Maka masyarakat harus melakukan apa yang benar-benar dan secara
membaniu, menguntungkan, vang bermantaat bags mercka, dan hanya iiu i
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karena adanya keterbatasan atau ketidakmampuan negara di dalam
mengusahakan  kepentingan masvarakat, Melalui  prinsip
subsidiaritas, maka terjadi pembagian beban tanggung jawab antara
pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam mewujudkan
kepentingan masyarakat.

Secara ringkas prinsip subsidiaritas dapat dirumuskan
sebagai berikut: masyarakat atau lembaga vang lebih tingg
kedudukannya harus memberi  bantuan kepacda anggota-
anggotanya atau lembaga yang lebih terbatas sejauh mercka sendin
tidak dapat menyvelesaikan tugas mercka secara  memuaskan.
Sebalikmya, apa vang dapat dikerjakan secara memuaskan oleh

satuan-satuan masyarakat yang lebih terbatas jangan diambil oper
oleh satuan masyarakat yang lebih tingg. David Osborne dan Ted
Gaebler* dalam hal ini berpendapat bahwa rasanya masuk akal
menyerahkan pelaksanaan layanan masyarakat ke tangan swasta
(baik yang mencan laba maupun nirlaba), jika dengan melakukan
demikian suatu pemerintahan dapat lebih efektit, efisien, adil
maupun bertanggungjawab. Lebih lanjut dikatakan, mereka
mengalihkan pelaksanaan pemberian pelayanan bukan tanggung
jawab atas pelayanan.

Diterapkan pada negara, prinsip subsidiaritas mengatakan
bahwa negara hendaknya memainkan suatu peranan  Yang
menunjang usaha masyarakat, Negara hendaknya jangan mencam-
puri segala urusan dan jangan mau MENgUrUs segala-galanya
sendirl. Kriteria bagi campur tangan negara adalah apakah suatu
pelayanan yang memang perlu, dapat atau tidak dapat disediakan

segala apa yang merugikan atau tidak baik bagi mereka tidak boleh dilakukannya.
Lihat Franz Mapnis Suscno. Elikr Prlitik . Ol et hlm, M7

# David Osborne dan Ted Gaebler. Bmmwnting Governient: Humer
Entreprenenrim Sprrf i Transfarming fe Prililic Serfor atau Memiransalizkan Birodrass
Mentrinsiormasi Semarigal Wirausaha ke dotam Sektor Pubilik (Terj. Abdul Rosyid)
lakarta: Penerbit PPAL, 2003, hlm. 54



oleh pihak yang bersangkutan sendin® Prinsip subsidiaritas

penting untuk menentukan tugas dan pelaksanaan fungsi negara
dalam masyarakat. Negara pada hakikatnya subsider, sama seperti |
masvarakat pada umumnya.

21. Teor Utilitarianisme

Berdasarkan prinsip subsidiantas sebagaimana dijelaskan di
atas, jelas bahwa swasta atau perusahaan mempunyai beban
fanggung jawab untuk ikut mewujudkan kebahagiaan, kesejah-
teraan dan keadilan serta memberi manfaat bagi masvarakat. Atas
dasar kesejahleraan dan kebahagiaan masyarakat intlah membawa
leremy Bentham menjadi terkenal melalui doktrin etika dan ilmu |
hukum utilitardanism atau utilitis. Bentham menvatakan bahwa
fujuan hukum adalah untuk mewujudkan the greatest happiness for
the greatest numbers (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak .
orang). Adanya negara dan hukum semata-mata hanva demu
manfaal sejatl, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyvat.

Menurut Bentham bahwa manusia itu akan berbuat dengan
cara sedemikian rupa sehingga ia mendapatkan kenikmatan vang
sebesar-besarnya dan menekan serendah-rendahnya penderitaan
Standar penilaian etis yang dipakai di sini adalah apakah sutau
findakan itu menghasilkan kebahagiaan. Tujuan akhir dar
perundang-undangan adalah untuk melayani kebahagiaan vang
paling besar dari sejumlah terbesar rakyat, ™

Esens: dan kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan
vang bebas dar kesengsaraan. Manusia melakukan tindakan adalah
sntuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan
- mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan tersebut diukur

* Franz Magnis Suseno. Efcka Podiiik . O Oat, bl 307-308,
= Munmr :F'ﬁ.'tl_‘l:l.'. erpinmiks Teord MHubinrm. Hngn:rr: Chalia Imdomiesia, 2000, him

# Safjipto Rahardjo., Mew Hikwor, [akarta; Alumni, 1986, him, 239, n




berdasarkan baik dan buruknya akibat yang dihasilkan indakan itu
sendiri, Suatu tindakan dinilai baik, jika tindakan itu menghasilkan
kebaikan dan sebaliknya dinlai buruk, jika mengakibatkan
keburukan. Utilitarianisme  sangal menekankan  pentingnya
konsekuensi perbuatan dalam menilas baik buruknya. Kualitas
moral suatu perbuatan, baik buruknya tergantung pada
konsekuensi atau akibat yang dibawakan olehnya. Akibat atau
konsekuensi begitu dipentingkan, sehingga utilitarianisme kadang-
kadang dinamai juga konsekuensialisme.™

Karen Lebacgz,” menyatakan, bahwa ada dua asumsi krusial
yang * melandasi  selurub diskusi mengenai  keadilan  menurut
perspekif  utilitarian, yaitu:  Pertama,  tujuan hidup adalah
kebahagiaan, Setiap orang secara universal sungguh mengharapkan
kebahagiaan. Tujuan akhir hidup manusia adalah kebahagiaan, dan
kita tahu hal ini karena setiap orang mendambakan kebahagiaan,
dan karena melakukan hal seperti ini akan nampak alamiah bag
kita. Kedus, kebenaran dar suatu tindakan ditentukan oleh
kontribusinva  bagi  kebahagiaan. Kaidah ini menjadikan
utilitarianisme sebuah teleclogi, tujuan (felos) menen tukan apa yang
benar, Kebenaran ditentukan dengan mengkalkulasikan jumlah
kebaikan vang dihasilkan. Mill mengatakan, tindakan menjadi benar
jika proporsinya cenderung meningkatkan kebahagaan.

Menurut A. Sonny Keraf ™ ada dua hal yang sangat positil
dari etika utilitarianisme im, yaitu: Perfanid, rasionalitasnya. Suatu
tindakan dipilih, dan pada gilirannya dinilai baik, karena tindakan
itu akan (atau telah) mendatangkan akibat baik vang lebih banyak
daripada tindakan lainnya. Di sini ada sebuah neraca perhitungan,
bahwa dalam kerangka pengambilan keputusan, khususnya dalam

% K. Beelens, Pengantar Efika Branis, Yopyakarta: Kanisius, 2000, him. &7,

4 Karen Lebacqgz- Six Theories af [usfice atau Teari-teori Eendilan Anilisis Ko
Terhdap Peorikingi |5 AL, fnifens R, Bobert Mozick, Reinfold Neilurhr, Jose Porftrm
Miranda (Ten. Yudi Santoso). Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 14-15.

st & Senmny Keraf. Etikr Bisnis ..., Op. Cit, him. 35,
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#al ini di bidang bisnis, ia memberi peluang bagi debat, argumentasi
“an diskusi dalam rangka kalkulasi keuntungan atau nilai lebih
vang akan diperoleh suatu tindakan atau kebijaksanaan tertentu. la
Sdak sekedar menekankan tindakan tertentu demi tindakan itu,
melainkan karena ada alasan dan dasar pertimbangan rasional.
Kedua, universalitasnya. Akibat atau nilai lebih vang hendak dica pai
divkur berdasarkan banvaknya orang vang memperolch manfaat
dari nilai lebih itu. Etika utilitarianisme mengutamakan tindakan
#tau kebijaksanaan yang mengutamakan kepentingan banyvak orang
di atas kepentingan segelintir orang,

Teori di atas, oleh Bentham secara analogi diterapkannya
pada bidang hukum. Baik buruknya hukum harus diukur dari baik
Buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu
ketentuan hukum baru dapat dinilai baik, jika akibat-akibat vang
dihasilkan dari penerapannva adalah  kebaikan, kebahagiaan
sebesar-besarnya,  dan  berkurangnya penderitaan.  Sebaliknva,
dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat vang
sdak adil, kerugian dan hanya memperbesar penderitaan, Teori
#nalogi ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu
Sukum, khususnya dalam kegiataan evaluasi hukum, yaitu untuk
mengukur kualitas dari suatu peraturan perundangan.

Aliran utilitarianis, dengan demikian merupakan aliran vang
meletakkan dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip
sama pemikiran mereka adalah mengenai {ujuan dan evaluasi
Sukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya
Segi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi
S=kum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari
woses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi
Sskum  adalah  ketentuan tentang  pengaturan  penciptaan
Weselahiteraan negara® Apa yang diungkapkan oleh Bentham di

= Lili Kasjichi dan LB, Wvasa Putra. Hukom sebagai Suatu Sistemr. Bandung;
-"-tn'lfIJ. 2003, hlm. 118117
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dalam teori utilitarianisme ini, tepat sekali untuk mengevaluasi
ketentuan tentang CSR yang begitu banyak kritikan dan resistensi
terhadap pengaturannya. CSR jika dilihat dari perspektif teori
utilitis, penerapan CSR selama ini dapat dinyatakan dengan tesis
bahwa penerapan CSR telah membawa kemanfaatan bagi
stakeholders meskipun bersifat voluntary. Anti tesisnya adalah perlu
pengaturan tentang CSR agar membawa kemanfaatan vang lebih

besar bagi stakeholders-nya ™
Ditinjau dari konteks tanggung jawab sosial perusahaan

(CSR), maka tujuan dar pengaturan tentang CSR hendaknya
diarabkan pada kebahagiaan, kesejahteraan dan keadilan bag
masyarakat, khususnya para stakeholder-nya. Model pendekatan dan
program-program CSR yang akan dilaksanakan oleh perusahaan-
perusahaan  hendaknya juga berorientasi pada  kepentingas
stakeholders.  Menurut  Poerwanto,® ada  bga  pendekatas
pembentukan tanggung jawab sosial, vaitu:

a. Pendekatan moral, vaitu kebijakan atau tindakan yang
didasarkan pada prinsip kesantunan dengan pengertian bahwa
apa vang dilakukan tidak melanggar atau merugikan pihaks
pihak lain.

b, Pendekatan kepentingan bersama, menyatakan bahwa kebijaka
kebijakan moral harus didasarkan pada standar kebersamaa
kewajaran dan kebebasan.,

¢. Pendekatan manfaat, adalah konsep tanggung jawab sosial ya
didasarkan pada nilai-nilai bahwa apa vang dilakukan ol
perusahaan menghasilkan  manfaat besar bagi  pihak-p
berkepentingan secara adil.

Model-model  pendekatan  dan  program-program
seperti di atas semestinva disusun dengan tetap mengacu pa
tujuan  hukum, yaitu kebahagiaan, kesejahteraan dan keadil

* Husyra Azheri. Corporate Socal ... Op. Cir, him. 335.
% Posewanto, Budaye Perusahode ., O O, him, 174
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s=rta sesual atau fidak bertentangan dengan amanat
&@an Pancasila. Kebahagiaan, kesejahteraan dan keadilan
fersebut dalam konteks CSH adalah  kebahagiaan,
dan keadilan bagi para stakeholders-nyva,
Wemfasarkan  pemikiran di  atas, maka sekarang ini
Bdak bisa lag: hanva berorientasi atau mengutamakan
ingan shareholders semata. Keberadaan perusahaan tidak
memikirkan bagaimana bisa memberikan keuntungan
¥ang besar bagi sharcholders,  tetapi  juga  harus
atikan kepentingan masyarakat (people) dan lingkungan
= mana ia berada. Di sini perusahaan dituntut untuk
% cara pendekatan lama vang terfokus pada sharehoiders
pendekatan yang berorientasi pada stakeholders. Secara
sekarang ini perusahaan dituntut untuk dapat memberikan
mya guna ikut mewujudkan kesejahteraan dan keadilan
akat Indonesia.
Tantutan di atas adalah wajar mengingat perusahaan telah
berbagai perlakuan istimewa, seperti bisa menjalan-
anva di suatu wilayah tertentu dan memanfaatkan sumber
#lem dan/atau manusia vang ada di sekitarmya. Wajarlah
perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat,
meat perusahaan juga merupakan bagian atau subsistem yang
WS masyarakat. Perusahaan merupakan unitas (kumpulan crang
W femikat dalam saty organ} vang berada di tengah lingkungan
“twh besar (masyarakat), Sebagai unitas yang berada dalam
tan yang lebih besar, perusahaan merupakan subsistem dari
masyarakat (sistem lebih besar) sehingga terikat oleh sistem
£ mengikat, vaitu norma sosial (social morm) masyarakat
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2.3. Teorl Kontrak Sosial

Keberadaan perusahaan sebagai entitas bisnis pada dasarnya
tidak bisa terlepas dari masyarakat di mana perusahaan tersebut
beroperasi. Sebagai  bagian dan  masyarakat, maka antara
perusahaan dan masyarakat akan terjadi interaks: yang mana agar
di dalam interaksi tersebut dapat berjalan dengan bak, maka
diperlukan adanya kesepakatan-kesepakatan dalam bentuk kontrak
sosial. Crowther David dalam Nor Hadi®* menyatakan, bahwa
menurut teort kontrak sosial, perusahaan sebagai bagian dani sistem
sosal masvarakat secara langsung maupun tidak langsung
melakukan kontrak sosial (sociel comtract). Social contract bekerja
dalam rangka menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan
hubungan antar keduanya, serta untuk menjaga dan melindungi
kepentingan antar keduanya. Pelanggaran atas kontrak sosial {social
contract), terutama bagi perusahaan, memunculkan reaksi sosial
vang dapat mengancam legitimasi perusahaan.

Pendapat di atas sejalan dengan laporan Commttes for
Ecomomic Development (CED), sebuah lembaga yang merupakan
gabungan kelompok perusahaan Amerika dan para penelili yang
mengakui secara jelas bahwa eksistensi perusahaan di tengah
lingkungan masyarakat diikat oleh kontrak sosial {secial comtract).
Substansi kontrak sosial tersebut mengalami perkembangan dan
perubahan signifikan, yaitu pelaku bisnis dituntut untuk memikul
tanggung jawab secara lebih luas kepada masyarakat, yang bukan
hanya,_sekedar memproduksi dan memasok barang dan jasa bag
masyarakat.”

Terjadinya kontrak sosial (social coulract) setring dengan
adanya hubungan dalam kehidupan sosial masyarakat, agar terjadi

% Mor Hadi. Corporate Social Responsibufily. Yogvakarta: Graha Il 2010,
hlm. 175

T Elvinaro Ardianto dan Didin M. Machfudz. Efek Kedermozmanmr ..., Op. Cit.
Tl 5
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asan, keserasian, dan keseimbangan, termasuk terhadap

gan. Perusahaan sebagai unitas memiliki tujuan  dan
ha mencapai tujuan merupakan bagian dari masyarakat
lingkungan vang lebih besar. Keberadaannva sangat
oleh masyarakat, di mana antara keduanya saling
mempengaruhi secara timbal balik. Hubungan antara
dan masyarakat, agar terjadi keseimbangan (equality),
perlu kontrak sosial (soctal contract) baik secara eksplisit
pun implisit sehingga terjadi keserasian dan keseimbangan di
v melindung kepentingannya masingmasing,

Social contrack dibangun dan dikembangkan salah satunya

menjelaskan  hubungan antara  perusahaan  terhadap
rakat (society). Di sini, perusahaan (ataupun organisasi bentuk
} memiliki kewajiban kepada masyarakat untuk memberi
aatan bagi masyarakat sectempat. Interaksi perusahaan
panisasi) dengan masyarakat akan selalu berusaha  untuk
=uhi dan mematuhi aturan dan normanorma yang berlaku da
warakat (community norm), sehingga kegiatan perusahaan dapat
adang legitimat membenikan ilustrasi kontrak sosial antara
aan dan stakeholders =

Perusahaan dalam menjalankan usahanya harus mematuhi
4 peraturan yang ada sebagai perwujudan dari adanya kontrak
dengan masyarakat, Andreas Lako™ menyatakan, teori
sosial (social contract) menyatakan bahwa keberadaan
afaan dalam suatu area karena didukung secara politis dan
oleh regulasi pemerintah serta parlemen vang juga

= Mor Hadl. Corporile Sopind ., Op, Ok, hlm, 95-96, Terkait dengan sifat
Sontrak) onfara perusahaan dan komunitas, Lord Laing sebagaimana

h Tom Canmon. Corpornle Hesponsibility, atau Torggung facal Perusalran.

S Gerda Najoan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1995, hlm 120,

plan bahwa vitalitas masyarakat di mana perusahaan Anda beroperasi
bangsung dengan kepentingan bisnas.

= &ndreas Lako. Dekonstruksi CSR .. Op, Cit, him. 64 .
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merupakan representasi dari masyarakat. Ini berarti, ada kontrak
sosial secara tidak langsung antara perusahaan dan masyarakat di
mana masyarakat memberi cost dan benefits untuk keberlanjutan
suatu korporasi. CSR dengan demikian merupakan suatu kewajiban
asast perusahaan yang tidak bersifat suka rela,

Pernyataan Andreas Lako di atas senada dengan pendapat
Busyra Azheri,® bahwa berdasarkan kontrak sosial, perusahaan
harus melaksanakan CSE  atau masyarakat dapat menuntut
perusahaan untuk menerapkan CSR tersebut. Pelaksanaan CSRE
dalam konteks kontrak sosial harus dimaknai sebagai tanggung
jawab suatu perusahaan terhadap stakeholders-nya. Semua ity juga
tidak terlepas dari akbivitas dunia usaha yang sangat simultan,
schingga dapal menimbulkan berbagai dampak atau akibat, baik di
bidang hukum, politik, sosial, ekonomi maupun budaya, dan lain
sebagainya. Berdasarkan uraian di atas, dengan mengacu pada teon
kontrak sosial, maka negara® sebagai representasi dari masyarakal
berwenang untuk mengatur mengenai penveleng-garaan CSE.

Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam
bentuk norma hukum sebagaimana dijelaskan di atas semakin
mempertegas  bahwa perusahaan  dituntut  untuk mengubah
perspektiinya dari cara pendekatan lama vang terfokus pada share-

“Hugyra Azheri. Corporate Soctal ... O, OF, him, 70

Uhfenurul Houssean dalam Bernand Lo Tanya. Pwlink Hukuer Ageniia
Kepentingan  Bersama. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 9, negara
merupakan suatu pribadi publik dan pribadi moral yang kehidupannya berasal
dari kontrak sosial untuk membela dan melindungt kepenfingan bersama, di
samping, kepentingan pribadi dan milik pribadi. Melatui kentrak sosial setiap orang
melepaskan haknya dan menyerahkan kepada kekuasaan negara, Hasil komerak
soskal i, antara lain teraptanya polorge graerale (kemausn umum}, yaitu kesatuan
kemauan orang-orang yang telah melakukan komtrak sosial tersebut. Dengan
adanva kontrak sosial, terjadi peralihan nalun manusia dan keadaan bebas tanpa
batas ke situasi tertib dalam koridor pelonfe generale yang berbasis keadilan dan
keswsilaan. Likat juga Hans Kelsen. General Theory of Lase mnd State, atau leari Livaum
Terdwg Mok diom Negare, Ter. Eaisul Muttagien, Bandung: Rajawali, 2006, him
354,
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menjadi pendekatan yang beromientasi pada stakeholders,
konteks Indonesia, secara singkat dapat dinvatakan bahwa
ini perusahaan dituntut wntuk dapat memberikan
inva guna ikut mewujudkan kesejahteraan dan keadilan
masyarakat Indonesia.

Teori Stakeholder

fika ditilik ke belakang, sejak tahun 1971 literatur vang
alkan berisi  diskursus bahwa dunia usaha memiliki
plisitas kepentingan termasuk stakcholders, supplier, karvawan,
itas:lokal dan masyarakat suatu banpsa secara keseluruhan.
dari konsep ini kemudian berkembang apa vang dikenal
gai Stakeliolder Theory, yaitu sebuah teori yang mengatakan
gung jawab korporasi sebetulnya melampaui  kepentingan
g2l kelompok yang hanva berfikir urusan finansial, tanggung
2 tersebul berkaitan dengan masyarakat secara keseluruhan
menentukan hidup matinva  perusahaan® Menurut K.
el stakeholder ... is [by definition] any group or indiidual
cant affect or o5 affected by the achicoement of the organization's
Twes” . Stakeholder sebagai pihak yang perlu  diperhatikan
mitingannya oleh korporasi secara umum didasarkan pada teors
alifer 0

Berdasarkan leori stakeholder keberadaan suatu perusahaan
bisa hanya berorientasi pada maksimalisasi keuntungan
2 Merrick Dodd sebagaimana dikudp Muktd  Fajar™
tafukan konsep bahwa korporasi bekerja tidak hanya untuk
ingan pemegang saham, telapi juga untuk kepentingan

* Hendrik Budi Untung. Crorparate Socal ., O Cofhlm. 34,

= Mukh Fajar, Tanggung fimeat Sesial F-PI usatant o Indisiesna: Stadi Tentang
Erterttunn Corpmrade Susial Responflily pade Perusafraon Multi Nasival,
i Senomal don Bodan Usiwha Mk Megora, Yogyakarta: Pustaka Melajar, 20040,

= Mlukti Fajar. Tongeiry Joweh . fbid, hlm, 954949
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masyarakat umum dan kesejahteraan bangsa, yang selanjutnya
lebih dikenal dengan istilah stakeholder. Menurut R Edward
Freeman yang dimaksud stakeholder adalah pihak-pihak yang
dipengaruhi sekaligus mempengaruhi tujuan pencapaian keuntu-
ngan perusahaan. Ajaran Dodd tersebut telah melahirkan stakeholder
theory. Teori ini dibangun berdasarkan pandangan, apabila direks
korporasi hanya mencan keuntungan sebanvak-banyaknya demd
kepentingan pemegang saham, maka kemungkinan besar bisnis
akan cenderung menyimpang. Perusahaan akan melakukan
eksploitasi terhadap buruh dan menekan konsumen serta rekanan
hisnis. Perusahaan dalam mengejar hauannva, yaitu mencan
keuntungan harus diperluas juga kepada pemenuhan kepentingan
stakeholder

Lukviarman scbagaimana dikutip G. Suprayiino etal®
menyatakan bahwa dalam  perspektif stakeholder  keberadaan
perusahaan selayaknya mengacu kepada peninghkatan kemak-
muran berbagi pihak petaruh secara lebih luas. Perspektif in
memberikan penekanan kepada perlunya: (a} parhsipasi stakeholder
di dalam pengambilan keputusan perusahaan, (b) hubungan
kontraklual jangka panjang antara perusahaan dengan stakeholder,
{c} hubungan berbasis kepercayaan (trust relationships), dan (d)
berjalannya etika bisnis menyangkut hubungan perusahaan dengan
pihak lainnya. Secara tegas Lukvianman menyatakan bahwa
perspektif ini memberikan implikasi bahwa manajemen harus
mempertimbangkan  stakeholders di - dalam membuat  berbagai
keputusan organisasi.

Keberadaan perusahaan dalam  konteks  pembangunan
berkelanjutan (sustamable  development),™ mensyaratkan orientasi

# O Buprayitng, of @l freterialisast Cood Corporele Gooervidice dnfam Proses
Hisimis, Jakarta: The Indonesian Institute for Corporate Covernance, 20005, hlim. 27,
wGili Kotijah dalam foko Prastowoe dan Siftachul Huda, Corporaly Soctal
Op. Oit hime 48, menyatakan tanggung jowab sesial dan lingkungan bertujuanisy
n mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas$s
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bergeser secara tegas dan shareholder orientation ke arah
arientation.  Sharcholder orientation, berarti  orientasi

ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan dan
sraan para pemilik (pemegang saham) dan para kreditur
Sesamin kepastian pengembalian kiaim dalam perusahaan,
$san vang mengedepankan ujuan  berbasis shureholder,

B

kinerja perusahaan lebih didasarkan pada  econmmic
vang motifnya adalah economic mofive. Pada perusahaan tipe
ssung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat
sebatas polesan (luwes), sekedar memenuhi standar minimum
aspuran peraturan. Pengeluaran dalam tanggung jawab sosial,
pap sehagai pemborosan, dan mengurang! kesejahteraan bagi
semilik (shareholder)

Stakehalder orientation, berarti orientasi perusahaan ditujukan
hanya untuk memenuhi kebutuhan dan  kescjahteraan
namun  upava mencapai  pemingkatan  dan
shangan perusahaan juga didudukkan dalam kerangka
msan, keserasian, dan keseimbangan lingkungan. Opera-
serusahaan diarahkan dengan mengedepankan keberpiha-
B hepada stakeholder baik internal maupun eksternal, memegang
peraturan yang berlaku, serta transparan dalam banyak
an. Operasional perusahaan tidak sebatas didasarkan pada
motive, namun juga soctel  motive,  Ukuran kinerja
tidak hanya didasarkan pada ecomemic seasurenecnl,
n juga memperhitungkan batasbatas tanggung rawab sosial
messurement). Pengeluaran terkait dengan tanggung jawab
dpandang sebagai investasi jangka panjang yang memiliki
satan dalam mendukung keunggulan kompetitif (competitioe

dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendin, komunitas
dan masyarakat pada umumnya. Hal ini dalam rangka mendukung
Bubungan perseroan vang serasi, senmbang dan  seswal dengan
mikad, rorma, dan budaya masyarakat setempal
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advantage) perusahaan, Hubungan antara perusahaan dengan para
pemangku kepentingan (stakeholder) lebih didasarkan pada kaidah
stewardship. Parameter keputusan tindakan perusahaan ticak
sekedar pada kaidah trade aof cost and berefit semata, melainkan juga
memperhatikan  dan memperhitungkan  faktor keseimbangan
lingkunganan dan kesejahteraan (kemanfaatan) bagi sesa ma."

Uraian di atas menunjukkan bahwa keberadaan suatu
perusahaan tidak cukup hanya mengejar keuntungan semata, letapt
juga harus memperhatikan kondisi, kepentingan, dan memberi
manfaat bagi para stukcholder khususnya di sekitar perusahaan
Terkait dengan hal tersebut, K. Edward Freeman® mengmgatkan
bahwa apabila korporasi hidak memperhatikan sfaketealider, seperti
supplier, rekanan atau konsumen, maka pada giliran berikuinya
mereka akan memperlakukan hal yang sama terhadap perusahaan,
misalnya konsumen enggan membeli produknya dan supplier tidak
menyetor bahan baku yang berkualitas untuk proses produkst
korporasi. Hal ini sesuai dengan teon stakeliolder bahwa tanggung |
jawab korporasi sebetulnya melampaui  kepentingan berbagai
kelompok vang tdak hanya berfikir urusan finansial, fanggung
jawab tersebut berkaitan dengan masyarakat secara keseluruhan
vang menentukan hidup matinya perusahaan.

Post etal., * membagi para pemangku kepentingan ke dalam
dua kategori, vakni primary stakeholders dan secondary stakefrolders.
Para pemangku kepentingan utama (primury shakeholders) adalah
berbagai pihak vang berinteraksi langsung dalam aktivitas bisnis
perusahaan serta mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk
melaksanakan tujuan utamanya yakni menyediakan barang dan jasa
bagi masvarakat. Termasuk dalam primary stakeholiers adalah: para

 wlor Hads, Corporate Sovel .., O, COiE hikm, 4041,
w qukts Fajar. Tmrggung fwwad .. Op. Cif. him, 100-101,
# Dwi Kartimii Corperate Soral  Respomsibebity:  Trawsformosi Konsep
Sushimability Manngement dim  Jopleneentasi i frdonesir Bandung: FT. Befika
B sditama, 2009, him 89
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g saham (stockholders), para  karyawan (employees),
Asuppliers), kreditur (creditors), pelanggan (customers), dan
besar dan eceran (wholesalers and refailers).

Fara pemangku  kepentingan  sekunder  {secondary
5)  adalah  orang-orang  atau  kelompok di  dalam
arakat secara langsung maupun tidak langsung terkait oleh
1 aktivitas atau keputusan utama perusahaan. Termasuk ke
kategori secondary stokeholders adalah: masyarakat secara
smum (the gencral public), komumitas lokal (local  community),
Pemerintah pusat dan daerah (federal state and local governments),
pana pemerintah asing (foreign governments), kelompok akbvitas
wesial  (socal activist growps), media, dan berbagi  kelompok
pendukung bisnis (business support groups).

Penggolongan  stakeholder juga dapat dibagi ke dalam
wsbeholder wtama (primer) dan stakehiolder kunci. Stakeholder utama
#au  primer merupakan stakcholder  vang  memiliki - kaitan
s=pentingan secara langsung  dengan  kehadiran  perusahaan.
Shakeholder utama dalam perusahaan ckstraktif berbasis sumber
‘daya alam, biasanya adalah masyarakat sehingga program CSR-nya
adalah program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.
Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses
pengambilan keputusan.  Stakehiolder utama  terdin dan dua
sslompok, yaitu masyarakat dan tokoh masyarakat. Masvarakat
wang  terkait  dengan  proyek  adalabh  masyarakat  vang
Siidentifikasikan akan memperoleh manfaat dan terkena dampak
Sari provek ini. Tokoh masyarakat adalah anggota masyarakat yang
Sanggap dapat mewakili aspirasi masyarakat. Stakeholder kunci
=erupakan stakeholder yang memiliki kewenangan dalam  hal
Pengambilan  keputusan dan  atau  bisa  diajak  berprakarsa,
Stakeholder kunci yang dimaksud adalah tokoh atau organisasi yang
=ampu menggerakkan prakarsa pengembangan masyarakal, bisa
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dari pihak pemerintah (unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif,
dan instansi) seperti bupati, DPRD, serta dinas teknis vang terkaie.™

Keberadaan stakeholders sangat penting  dalam  membahas
masalah CSR. Itulah sebabnya dalam rangka melaksanakan CSR,
perusahaan tidak cukup hanya memberikan bantuan dalam bentuk
charity atau pun philanthropy melainkan jugga harus memperhatikan
aspek-aspek pemberdavaan, kemitraan, dan keberlanjutan terhadap
kepentingan stakeliolders atau masyarakat luas. Di sini, perusahaan
di dalam menyusun strategi  perlu mengintegrasikan  antara
kemajuan ckonomi dan sosial, Tegasnya, perusahaan di dalam
kebijakan dan operasionalnya dituntut untuk memastikkan masalah
sosial sebagai bahan pertiuhi-langﬂn utama dalam merancany strategi
perusahaan atau yang dikenal dengan istilah Crenting Shared Value
(CSV). Secara khusus kajian tentang konsep C5V dalam kaitannya
dengan CSR ini Insya Allah akan disajikan dengan lebih lengkap
pada buku yang akan terbit berikutnya setelah buku ini sampai di
tangan para pembaca yang budiman.

" MNurdizal M. Rachman, e af. Pandrean Lemghap ., G, Cit, him. 91-w2,
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“&  Tanggung-Jawab Sosial Perusahaan sebagai Kewajiban
Moral
Aktivitas CSR seringkali dikaitkan dengan persoalan etika
Salam bisnis yang diukur dengan aspek moralitas berupa baik atau
Seruk. terpuji atau tercela dari perilaku manusia. Tanggung [awab
Sesial Perusahaan atau CSR secara hakiki merupakan tanggung
wwab moral pengusaha kepada para pemegang saham, karvawan
& angpota keluarganya serta masvarakat yang lerkena dampak
Ssmisnya (stakeholders), Penegasan ini senada dengan beberapa
pelar. seperti Greenberg Baron™ yang mendefinisikan CSR sebagai:
“Wesiness praclices that adhere o ethical values that cotiply with legal
wwements and  the  enveromment”  (praktik-praktik bisnis yang
=subungan erta dengan nilai-nilai etis vang selaras dengan
ssstan-tuntutan  hukum  dan  lingkungan), Tentu saa vang
udkan Baron di sini bahwa suatu perusahaan vang baik dan
==utu fidak hanya semata-mata mencari keuntungan ekonomis,
smkan juga harus tunduk kepada peraturan-peraturan yang
termasuk  undang-undang  vang mengatur  tentang
=gan. Hal ini mengandaikan bahwa semua nilai moral bagi
®aha dan manajer vang baik sudah termaktub dalam

L Snuce Tosephus, Eftka Brsans, Cio, il hilme. 295. 2540
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perundang-undangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan tentang bisnis dan tentang lingkungan seorang
pengusaha atau manajer yang baik secara ekonomis  adalah
sekaligus juga sosok orang yang baik secara moral karena berhasil
menjadi moral agen atau pelaku moral.

Sebagai moral agen, seperti halnya semua anggota
masyarakat lainnya, pelaku  bisnis mempunyal kewajiban dan
tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Di sini pelaku bisnis
diharapkan untuk bertindak secara bertanggung jawab. Mengingat
perusahaan dijalankan aleh manusia, dan karena semua keputusan
yang menyangkut pesusahaan maupun  hubungan perusahaan
dengan masyarakat diambil oleh manusia, maka mau hdak mau
perusahaan juga mempunyai tangaung jawab dan kewajiban sosial
moral kepada masyarakat. Menurut A, Sonny Keral,” sikap
bertanggung jawab ini tidak dilihat sebagai hal yang bertentangan
atau antitese dari keuntungan, Sebaliknya, dilihat sebagai hal yang
menunjang usaha mencari  keuntungan. Kegiatan bisnis vang
memperhatikan  bahkan mengutamakan  kepentingan  dan
kebutuhan sosial masyarakat, maka bisnis dapat memperoleh
keuntungan unfuk menunjng operasinya, Sebaliknya, dengan
mengabaikan kepentingan sosial masyarakat, secara tdak sadar
bisnis itu sendir menggerogot dasar keberadaan dan kelangsungan
hidupnya.

Berkaitan dengan CSR adalah bentuk dan etika bisnis vang
didasarkan pada moralitas, maka sifatnya adalah  poluntary.
Menurut Mukti Fajar™ karena sifatnya yang voluntary dan ada di
wilayah etika, maka beberapa negara dan organisasi internasional
mengatur CSE dalam code of comduct’® (vang kemudian dikenal

" A Sonny Keraf | Fikir Bispis ..., Op, CrE, hlm, 83,

7 Mukti Fajar, Tiggung Jowab . (e Cit., b, 84-F5

“ [ undbland darl OECT) sebagaimana dikutip oleh Mukh Fajar. Tenygunig
Jiowneh Sosaaf... . Lo, Cit menyatakan bahwa OECD memberikan definisi Code of
Conduct sebagai conpmrbmenis aferdinrsy mnasde by compamEs, assnphitioe oF otler enfilics,




salah softimo). Code of Conduct adalah salah satu alternatif
mewajibkan korporasi mencrapkan CSE. Bahwa Code of
masih mempunyai kelemahan dalam persoalan dava
mya, dapat didukung dengan berbagai bentuk aksi atauy
% politis. Tetapi vang harus diperhatikan bahwa aksi-aksi
baru akan bekerja jika dilakukan oleh institusi yang
at reputas: yang dihormati,

Corporate Code of Conduct pada dasarnva memuat nilai-nilai
harus dinyatakan dengan singkat dan jelas tetapi cukup ring
memberikan arahan yang jelas perihal perilaku etika berusaha
siapa pedoman itu ditujukan. Tetapi keberadaan Corporate
of Conduct ini tidak cukup mampu untuk mengikat korporasi.
selain sifatnyva  soffinw, sebagian besar Code of Conduct
msiasi pada level internasional, sedangkan ranah  hukum
apunyai wilayah jurisdiksi. Di sini keberadaan Code of Conduct

gaturmya dalam produk legislasi,

Selain diatur dalam Code of Conduct, menurut Mukt Fajar™
yak perusahaan vang membuat komitmen untuk melaksanakan
ESR dalam peraturan perusahaan vang sering disebut dengan
mslah self requlation (self governance). Efektifitas bekerjanya  self
gulafion ini lebih baik dibandingkan dengan Code of Conduct,
®arena disesuaikan dengan visi dan kondisi perusahaan masing-
masing. Selain itu korporasi juga dapat mengikat perusahaan
| meanannya melalui kontrak  kerjasama  untuk menerapkan  self
.!gu{afirlu.

Wit it fivward standards and princigies for the cowduct of Bisaness octfoities or the
foplace, Definest OECD and menunjukkan bahwa Code of Comduct adalah
Ajiban vang harus ditegakkan sendiri (sdf ingposid ofligation ), tetapt bukan

gean dan peraturan perundang-undangan [rules) tentanyg, tatakelola perusshaan
AFdle o irance ],

“ Mukti Fajar. Tanggany fmaf Sesial. . . fiud. him. 76,
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Self regulation akan menjadi efektif dan mempunyai daya ikat
vang kuat apabila dirumuskan oleh berbagai organ yang terdapat
dalam korporasi seperti pemegang saham, direksi, dan komisaris.
Argumen ini menjelaskan dua hal, yaitu:™
1. Self regulation harus mencerminkan moralitas dari organ-organ

korporasi. Keterlibatan organ-organ dalam  korporasi dalam
merumuskan self regulation menjadi penting, sehingga tidak
menimbulkan conflict of interest di kemudian hari. Bahkan jika
perlu  mengundang  stakeholders  untuk  mengakomodasi
kepentingan mereka.

[

Self  regulation  yang ~ telah dirumuskan disahkan melalui
kekuasaan tertinggi dalam korporasi (Misalnva RUPS) dan
dimasukkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga sebagai konstitusi korporasi. Hal ini untuk dijadikan
dasar bagi semua pihak, baik internal maupun pihak eksternal
vang menjalin hubungan dengan korporasi.

Uraian di atas menunjukkan bahwa meskipun pengaturan
CSR ke dalam code of coduct atau self regulationn memiliki kelemahan
di lihat dari sisi penegakannya, namun keberadaan code of coduct
atau self regulation (di mana di dalamnya terdapat nilai-nilai moral)
ini tidak bisa begitu saja dilepaskan darl hubungannya dengan
hukum positif. Di sini yang hendak dikatakan bahwa meskipun
antara moral dan hukum dapat dibedakan,” namun di antara

* Mubts Fajar. Tongeung fawab Sesiaf . Thid. him. 75
7 Tentang perbedaan antara hukum dan moral, oleh A Gunawan Setiardja

sebagasmana dikutip oleh [hony Borahim, Teore din Metodalogs ., Chp. Cit., hlm. 142-

143, diuraikan secara lebih rine sebagal berikut,

a. Dalam pelaksanaannya. Hukum dapat dipaksakan, pemenintah dan lembaga
legislatif membuat berbagai aturan perundang-undangan, vang ditegakkan oleh
penegak hukum, Earena ity hukwm dapat melembaga (nstitfonalzeer s |
Dengan demikian dapat diramuskan dengan hukum adalah pengayoman umat
manusia yang melembaga, Sebaliknya, moral tidak permah dapat dipaksakan.
Maoral menuntut dari kita kepatuhan penyerahan din secara mutlak, letapi
moral tidak mengenal aparat atau sarana dari manusia supaya mematuhi apa
yang diminta oleh moral, Moral tidak dapat melembaga
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keduanva tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Hans
MNawiaskyv™ dalam hal im berseberangan dengan tesis gurunya Hans
Kelsen dengan menyatakan bahwa hukum itu mon-separability tesis,
yaitu suatu tesis bahwa sesungguhnya hukum itu tidak dapat
dipisahkan dengan moral.

Terlepas masih adanya perbedaan pendapat tentang perlu
sidaknya pengaturan CSR ke dalam hukum {peraturan perundang-
undangan), pengkajian CSR sebagai kewaijiban yang berada di ranah
moral dan bersifat volunlary ini sebenamya Hdak terlalu salah jika
dikaitkan dengan kata responsibility vang digunakan dalam istilah
Corporate Sociel Responsibility, Menurut Isa Wahyudi dan Busyra

& Sikap manusta, Hukum menuntut manusia supayva melakukan perbuatan secara
lahir dan tidak menghiraukan sikap batin manusia, sefauh sikap ity Hdak
menntangl perbustan lahiriah dalam pelaksanaan hukum, Sedangkan mioral
menuntut tidak hanva perbuatan lahinah manusia, melainkan juga sikap batin
manus. maiusia secara tobal sebagai pobadi dan makhluk sosial tundok
kepada norma maoral

£ Heteronomi dan obmomi. Dalam hukum, pada dasarmnya manusia berlkal
norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarskal negara yang heteronom.
Sedangkan dalam moral, manusia itu obomom adanya.

4 Tentang =zonksi. Dengan adanya aparat penegak hukum, manosia vang
melanggar hukum positif dapal dihukum dengan bentuk denda; masuk
penjara, dan scbagainva. Dalam moral orang juga mengenal sanks, namun
sanksinya tidak bersifat lahiriah, tetaps sanksi batiniah. Orany vang melangpar
morma-norma meral akan merasa tersiksa oleh perasaan menvesal, malu
wrhadap dirinva, ndak tenang, tidak tenteram selelah melakukan perbuiatan-
petbuatan yang melanggar norma-norma moral

% Tujuan: Tujuan hukum adalah ketertban, mengatur strukbur kehidupan sosal
ssaty masyamkat tertentu, Hukum hames menciptakan suatu latanan yang
sedemnikian rupa sehingga para anggots masvarakat sebagai subjk hukum
dspat hidup bersama dalam suasana solidaritas yang wajar dan saling
menghargai sebagal manusia. sebaliknya, tuiuan moral untuk mengatur hidup
manusia sebagai manusia, tanpa pandang bulu, suku, agama, dan fanpa
pandang keadaan sosial
Waktu dan tempat. Hokum dalam bentuk hukum positf terikat pada waktu
dan tempat. Moral sebaliknya tidak terikat pada waktbu tertentu, juga tidak
sergantung P.‘ll_‘lﬂ fempat berbeniu.

= johnny Ibraham. Teord dan Metvdntog .. fhed, Bl 140
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Azheri™ prinsip tanggung jawab dalam arti responsibility lebih
menekankan pada suatu perbuatan vang harus atau  wajib
difakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala risiko
dan/atau konsekuensi apa pun dari perbuatan vang didasarkan atas
moral tersebut, Pengertian  responsibilily merupakan tangpgung
jawab dalam arti luas, yaitu tanggung jawab vang hanya disertai
sanks: moral, sehingga tidak salah apabila pemahaman sebagian
pelaku usaha danfatau perusahaan terhadap CSR hanya sebatas
tanggung jawab moral yang mereka wujudkan dalam bentuk
phalanthropry maupun charity.

Begitu juga, terlepas dari perbedaan makna lakility maupun
n'::;,r.:-rrs.l.!:ln'.'r:_r di atas, namun dalam peng&rrian dan penggunaan
praktisnyva lability  lebih  merujuk  pada  pertanggungjawaban
hukum, yaitu tanggung gugat karena kesalahan vang dilakukan
oleh subpek hukum. Sebaliknya responsibality lebih mengarah pada
pertanggungiawaban sosial atau publik. Jadi dapat disimpulkan
bahwa perbedaan antara tanggung jawab dalam makna responsibilihy
dengan tanggung jawab dalam makna liability pada prinsipnya
hanya terletak pada sumber pengaturannya, lika tanggung jawab
itu belum ada pengaturannya secara eksplisit dalam suatu norma
hukum, maka termasuk dalam makna responsitality. Sebaliknya, jika
tanggung jawab itu telah diatur dalam norma hukum, maka
termasuk dalam makna lability, Lebih jelasnyva perbedaan tersebut
dapat dilihat pada tabel benkut.

T Busyra Arhers, Cormrorafe Socinl L, Op, O, hlm, B5-89
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Tabel 2. Perbedaan antara Liability dan Responsibility
| . :
. Substansi Liability Responsibility |
- ljl:tt:la]:;lc;m dalam | Diteta pkﬁ dalam
I. .Daﬁar HBBEUNG aturan hukum nilai etika dan
javwab
tertentu moral
S [':.-'i-_-.iak.s;nakar;l 3 j';'{-::.-lak:-;annk.m_
Tuntutan prestasi prestasi secara
r pertanggungjawab sebagaimana yang | oolyikiry sesuai
an ditetapkan hukum dengan visi
- subjeknya
B Gaanti rugi dan
3. | Bentuk sanksi prestasi bertentu sanksi moral
vang disepakati
i Sifat Imaggungjawah Pertanggungjawab |
4. | pertanggungjawab | an vuridis an sosial atau
_|an [ku}'_Jer-:luEn] | publik

Sumber; ]'.'?:il:Jtip dari P.':E_'!."Tﬂ Azheri. Carpr
dart Volurtary Menjadi Mandatory. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,

| 2011, him. 90.

3.2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai

Hukum

Kewajiban

Sampai saat sekarang ini masih banyak kalangan dunia

usaha menolak untuk mengimplementasikan prinsip CSR dalam

aktivitas wusaha suatu perusahaan. Mereka

bahwa satu-satunya tanggung jawab
sharcholders-nya  saja dan  atay setidak-tidaknya
karyawan dan konsumen le

masth  beranggapan

perusahaan hanya pada

hanya pada

wat produk barang dan jasa vang
berkualitas. Menurut Isa Wahyudi dan Busyra Agzhen,®

J‘ni’n?h'l

' bsa Wahyudi dan Busyra Azheri. Lorporate Social ., Op, Cit, him. 116-117
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P Sevsendargan seperti ini termasuk dalam kelompok friedman's
gt Adapun alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa
Smggung jawab perusahaan terhadap kepentingan  stakeholders,

ferutama komunitas sckitarnya sudah diserahkan pada pemerintah
lewat pembayaran pajak. Sebagai warga negara (citizen) vang baik,
perusahaan telah patuh (comply) untuk melakukan kewajibannya
dengan menyetorkan sebagian pendapatannya pada pemerintah
dalam bentuk pajak dan retribusi untuk  dikembalikan pada
masyarakat, dengan harapan dapat digunakan sebwsar-besamya
bagi kemakmuran mereka. Asumsi ini pulalah yang melatar-
belakangi pemahaman dan pengimplementasian CSR didasarkan
atas prinsip kesukarelaan (leintary).

Masih kuatnya pendapat klasik vang mengatakan bahwa

CSR sesungguhnya adalah kewajiban moral yang bersifat voluntary,
bukannya kewajiban hukium menjadi hambatan bagi regulasi CSE.
Menurut Mukti Fajar® pelaksanaan CSR vang berdasarkan prinsip
sukarela (ooluniery) atas pertimbangan etika bisnis, dapat kiranya
dialihkan kedalam pransip kewajiban (mandatory). Sudah seharusnya
kewajiban  hukum dibangun  berdasarkan nilai-nilai  moral,
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tidak perlu diperdebat-
kan lagi karena antara hukum dan moral tidak dapat dilepaskan
satu sama lain, Pendapat Mukti Fajar di atas didasarkan pada
beberapa argumentasi sebagaimana vang disampaikan oleh banyak
pakar berikut ini, =

Menurut Veronica Besmer, setidaknya ada dua alasan
mengapa CSR harus diatur dalam hukum negara, vaitu: Perfama,
bahwa tidak adanya kekuatan memaksa dari hukum kebiasaan atau
sukarela, tanpa diratifikasi dalam peraturan lokal sebuah negara.
Kedun, bahwa prinsip sukarela vang tdak mengikat, tidak akan
memberikan efek apa pun secara jelas dan terukur. Pendapat inj

" Mukti Fajar. Tangeumy fapah Can, OF, hlm. 134
! “ Mukti Fajar. Tirggung Jacah . bid, him 104-107,
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muh berbeda dan apa yang dikatakan oleh Pablo Nieto. Dia
: n alasan perlunya CSR diatur oleh hukum negara,

bahwa negara mempunyai peran untuk mengatur
dan  kedus, pengaturan hukum  diperlukan  untuk
jelas dafinisi tentang konsep CSR, ukuran pelaksanaan dan
sasi dalam sistem audit. Walaupun dalam analisisnya, Pablo
memberi catatan bahwa pengaturan tersebut berpotensi untuk
mbat proses pengembangan CSE itu sendin,
Sedikit agak berbeda dengan pendapat di atas, Pall A
n menyvampaikan pandangan beberapa Negara Uni Eropa
mendukung CSR dalam Legally Rinding Standart, argumen
diajukan ialah:

a. Entancement of Economip Integration. Aturan hukum akan
memberikan standard yang jelas bagi semua korporasi
untuk  meningkatkan  integrasi  ekonomi  dengan
masvarakat,

b. Beyond Existing  Global  Efforts. Pendekatan  sukarcla
(vlurttary approach) mempunyai risiko membingungkan
dan tumpang tindih dengan berbagai code of conduct yang
dibuat oleh NGO, organisasi  internasional  maupun
kelompok  industri. Uni Fropa menekankan bahwa
penerapan CSR secara hukum tetap diperlukan, walaupun
menjadi suatu perihal yang wnigue dalam kajian normatif
demi mendukung upaya-upaya global,

c. Efficiency. Salah satu alasan yang menjadi pendukung
penerapan CS5R secara hukum adalah isu  efisiensi.
Lembaga Awiresty  International,  Globa!  Witness  dan
Kelompok Lingkungan Hidup World Wildlife Fund (WWF)
menvatakan bahwa aturan vang mengikat akan bekerja
lebih efisien dan meyakinkan secara sosial.

d. Governance. Pokok perhatian dari CSR adalah pemenuhan
hak asasi manusia yang telah dinyatakan secara
internasional. Di luar itu, CSR juga mendorong korporasi
untuk bertanggung jawab pada lingkungan hidup dan
masyarakat dimana mereka beroperasi. Untuk itu korporasi .
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harus melakukan tata kelola yang baik untuk pihak internal
maupun untuk pihak eksternal.

Penuangan prinsip-prinsip CSR ke dalam norma hukum
berupa  peraturan perundang-undangan  sebagaimana  yang
disiratkan dalam argumen Pall A. Davidsson di atas akan memiliki
kelebihan dibanding dengan norma lainnva. Menurut Algra dan
Duyvendijk sehagaimana dikutip Satjipto Eahardjo," kelebihan dari
bentuk peraturan perunda ng-undangan, vaitu:

I. Tingkat prediktabilitasnya yang besar. Hal ini berhubungan
dengan  sifat  prospektif dar perundang-undangan, vaitu
pengaturannya ditujukan ke masa depan. Peraturan perundang -
undangan dengan demikidn senantiasa dituntut untuk memberi
tahu secara pasti terlebih dahulu hal-hal vang diharapkan untuk
dilakukan atau tidak dilakukan oleh anggota masyarakat.

2. Kecuali kepastian yang lebih mengarah kepada bentuk formal di
atas, perundang-undangan juga memberikan kepastian men Bemai
vang dipertaruhkan. Sekali suatu peraturan dibuat, maka
menjadi  pasti pulalah nilai yang hendak dilindungi oleh
peraturan tersebut, Mengingat hal tersebut maka tidak periu
memperdebatkan apakah nilai itu bisa diterima atau tidak

Kelebihan dan bentuk peraturan perundang-undangan ini
pulalah  sehingga Thomas McInerney®  memberikan beberapa
argumentas: bahwa CSR sebaiknya diatur oleh hukum. Pertamm,
norma hukum memberikan proteksi yang lebih jelas dan terukur

dari pada inisiatif sukarela. Kedua, walaupun isu CSR berdimensi
internasional, tetapi korporasi secara praktis dikontrol oleh negara
di mana korporasi itu beroperasi. Ketiga, program CSR yang
berdasar kesukarelaan setingkali mengabaikan prioritas pemba-
ngunan dan perlindungan bagi warga negara. Keompat, bahwa

* Satjipto Rahardjo, Do Hadwm ., O, Cit, him. B4-85,
* Mukt Fajar. Tangging finaf . O G, Rim, 108,
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hukum dari suaty Negara yang seharusnya berperan dalam
mengarahkan pembangunan ekonomi,

Sementara itu Anne I. Lawrence dan James Webears
memberikan penjelasan vang lebih komprehensif tentang perlunya
Penerapan kewajiban hukum terhadap CSR. Mereka menvampatkan
fima hal, vaitu:

| Balances Corporate Poner wish Respossibility
Korporasi - besar dengan  segala kekuasaannya kadang
melupakan kepentingan sosia. Melalui aturan hukum yang
ketat  (fronm  Jagp of responsibility)  akan meningkatkan
komitmen korporasi pada tanggung jawab sosial,
2. Discourages Goferment Regulation
Walaupun regulasi pemenntah akan berdampak pada
kebebasan dalam Pengambilan keputusan bisnis, namun
hal i dianggap lebih baik, Sehab akan mengarahkan
kebebasan bisnis uniuk mempertemukan antara sistemn
pasar dengan kepentingan sosial,
3. Promotes Long Term Profit for Business
CSKE pada hakikatnyva adalah salah saty bentuk investasi.
Korporas yang melakukannya  akan mendapatkan
keuntungan jangka panjang,
4. Improve Business Valye and Repetbation
Reputasi adalah salah saty hal penting bagi bisnis dalam
membangun  kepercavaan pada  masyarakat, Saat ini
“reputation jndey” banyak dilakukan dengan memberikan
penghargaan bagi korporasi vang melakukan CSR {5k
Aumard),
Corrects Social Probiense Caused by Business
Fada kenyataannya, aktifitas bisnis  korporasi  telah
memberikan dampak buruk bagi masvarakat seperti
pencemaran lingkungan, Kewajiban CSR adalah salah satu
Upaya untuk mencegah atau memulihkan kondisi buruk
tersebut,

i

* Mukti Fajar, T angping fawal .., fhid, him. 105,
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Berdasarkan dari pemikiran-pemikiran di atas sehingga

banyak pihak yang mengarahkan korporasi untuk melakukan C5R

sebagai tindakan yang diatur oleh hukum. Di Indonesia, 5K secara

tegas el

ah diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Undang-

Undang Ne, 25 tahun 2007 tentang Undang-Undang Penanaman
Modal (UUPM) dan dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 tahn
2007 tentang Persercan Terbatas (LIUTT). Selengkapnya Pasal 13
sampai dengan Pasal 17 UUPM berbunyi sebagai berikul.

Pasal 15. Setiap penanam modal berkewajiban:

FLUB
b.
C.

&,

menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
melaksanakan tanggung jawab sosial perusa haan;
membuat laporan tentang kegiatan penanaman maodal dan
menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman
Modal;

. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi

kegiatan usaha penanaman modal; dan
mematuhi  semua  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

Pasal 16, Setiap penanam modal bertanggung jawaby

e

menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber
yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
penmdang-undangan,

- menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan

kerugian jika penanam  modal menghentikan  alau
meninggalkan atau menelantarkan  kegiatan usahanya
secara sepihak sesuai  dengan  kefentuan peraturan
perundangundangan;

menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat,
mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan
negara;

d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;

. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan

kesejahteraan pekerja; dan
mematuhi  semua  ketentuan  peraturan  perundang:
undangan.
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Pasal 17. Penanam modal yang mengusahakan sumber

dava alam vang tidak terbarukan wajib mengalokasikan

dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang -
memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, vang
pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Sementara itu, ketentuan mengenai CSR dalam UUPT di atur

pada Pasal 74 vang menyatakan bahwa:

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang
dan/atau  berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

(2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan
yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai  biava
perseroan  yang  pelaksanaannya  dilakukan  dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran

(3) Perseroan vang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

(4} Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan
lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pengaturan CSR dalam bentuk produk  undang-undang

(UUPM dan UUPT) seperti di atas dalam konteks Indonesia

menurut Busyra Azherv® sudah tepal dengan alasan sebagai

berikut

2. Sebagaian besar perusahaan dalam aktivitas usahanya masih
menunjukkan sikap mementingkan dirinva  sendiri {selfish),
alienasi dan atau eksklusivisme dengan lingkungan masyarakat.

b, Masih banyak perusahaan vang belum menyadari bahwa
keberlangsungan atau eksistensinya amat tergantung dari faktor
lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitas usahanya,
sehingga perusahaan selain berusaha mendapatkan legitimasi
dari masvarakat juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan

*Busyra Azheri, Corpornle Sacin ., Op. Cit, hlm. 130,
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sekaligus wujud tanggung jawabnya kepada generasi akan
datang.

c. Masih rendahnya budya hukum (legal culture) sebagian besar
kalangan dunia usaha ditambah dengan masih  lemahnya
penegakan hukum (law iforcement)

d. Selama ini praktik dana yvang dikeluarkan untuk kegiatan CSE
merupakan bagian dari biaya produksi (cost product) sehingga
memberatkan konsumen sendirl. Kegiatan CSR yang dilakukan
berasal dari dana masyarakat yang kemudian diserahkan lagi
kepada masyarakat vang dikemas dalam bentuk CSR dan
sekaligus dijadikan sebagakajang promosi perusahaan.

Mengingat sifatnya vang mandatory dan mengikat, maka satu
hal vang penting untuk diperhatikan di dalam pembangunan
hukum CSR adalah  sebagai pengejawantahan cita  hukum

(rechisides) vang dianut dalam masyarakat yang bersanghkutan. Cita

hukum itu sendiri mengandung arti bahwa hukum sebagai aturan

tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, apta,
dan pikiran dari masyarakat itu sendiri, Cita hukum (rechisides)
sebagai dasar pembentukan hukum yang berkaitan dengan
penerapan CSE dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia  tidak
terlepas dari asas-asas hukum yang terkandung dalam Pembukaan
dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Menurut Moch

Koesnoe™ dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat

disarikan adanya empat nilai dasar bagi pembentukan hukum

nasional, vaitu:

1. Hukum ity berwatak mengavomi atau melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, berdasarkan
persatuan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial  bag
seluruh rakyat Indonesia.

o Artidjo Alkostar (Edty. Identitas Hukunt Nasional. Yogvakarta: FH ULL 1597,
him. 247,
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Hukum harus mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh

(]

rakyat Indonesia. |
# Hukum berasal dari rakyat dan mengandung sifat kerakyatan

atau prinsip kedaulatan rakyat. |
4 Hukum harus berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa,

yang memberikan dasar pengaturan terhadap adanyva hukum-

hukum  Tuhan  di samping  memperhatikan  nilai-nilai

kemanusiaan, nilai-nilai moral, dan budi pekerti vang luhur.

Demikian pula hainya dengan konsep pembangunan hukum

perusahaan vang berkaitan dengan CSR, keempat rechisider tersebut
harus tercermin dalam produk hukum vang bersangkutan, Apabila
fdak tetimplementasikan dengan baik, maka produk hukum yang
dilahirkan Hdak akan berlaku sebagai hukum positif

‘ BAS Il ASPEK LEGALITAS TANGGLANG JAWAB SOSIAL PERLSAHAAN m “




TANGGUNG JAWAB SOSTAL PERUSAHAY
SEBAGAI BAGIAN DARI ETIKA BISNIS DAN

G000 CORPORATE GOVERNANCE

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai Perwujudan

dari Etika Bisnis

Pemikiran tentang CSR seringkali dikaitkan dengan persoalan
efika™ dalam bisnis sebagai refleksi dan moralitas dalam  berbisnis
terkail dengan baik atau buruk, terpuji atau tercelanva suatu
perilaku perusahaan. Masalah etika ini menjadi hal vang tidak kalah
pentingnya jika perusahaan ingin mencapai keberhasilan di dalam
usahanya. Richard De George™ menyatakan bahwa perusahaan
yang ingin mencatat sukses dalam bisnis membutubkan tiga hal
pokok, yaitu produk vang baik, manajemen yvang mulus, dan etika.

*Menurut K. Bertens. Etke. |akarta: PT Gramedia Pustaks Utama, 2001,
im. b, ada tiga arti etika, vaitu
L Kam elika bisa dipakai dalam arti pilai-nilai dan norma-norma moral VA
menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok  dalam METgatuT
tingkah lakunya
Etika berarti paga kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalab
kode etk
I Etika mempunyar arti juga imu tentang yang baik dan buruk.

" lehannes [brahim dan Lindawaty Sewu. Hukew Bicwia didum Persepsi
Mamisin Mudern. Bandung: Refika Aditama, 304, him. 36. Lihat ke A Lilik
Aagung. feliea MNurans laf Nerbisnis: 26 Prabii Efika Biangs Kok aerer, lakara PT.
Elex Media, 2011, hlm. 15,

o
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Produk vang baik serta manajemen yang mulus merupakan hal
yang dapat dicapai dengan memanfaatkan seluruh perangkat ilmu
dan teknologi modern, serta memakai ilmu ekonomi dan teori
manajemen, sedangkan perhatian terhadap etika dalam bisnis masih
minim atau dapat dikatakan kurang mendapat perhatian serius.

Pendapat Richard De George di atas menegaskan bahwa
dalam bisnis tidak bisa mengabaikan aspek etika atau moralitas.
Pandangan George ini berseberangan dengan kevakinan sebagian
pelaku usaha yang berpandangan bahwa duma usaha diidentikkan
dengan  praktik-prakbk perckonomian  yang  kotor,  yang
menghalalkan segala cara untuk mendapat keuntungan scbesar-
besamya. Argumentasi mereka didasarkan antara lain kepada butir-
butir pertimbangan berikut ini.*

Pertamia,  bisnis  itu  immoral. Pepatah  Belanda
merumuskan isi pandangan ini dengan batk: Dewa para
pedagang dan dewa para pencuri adalah sama, Pandangan im
pada garis besarnya melihat bisnis sebagai dunia yang kotor,
berprinsip “tujuan menghalalkan cara” dan merepresentasi-
kan bagian kehidupan yang “jahat-tapi-apa-boleh-buat”
{mecessary riil).

Kedua, bisnis itu amoral, D sini, bisnis dipandang
sebagai kegiatan vang netral secara moral Moral dan bisnis
merupakan dua dunia yang sangat berbeda. Pandangan ini
bukannya mengatakan bahwa kalangan bisnis merupakan
kumpulan orang-orang tak bermoral, Mercka orang-orang
bermoral, tetapi moralitas tersebut hanya berlaku dalam dunia
privat mereka. Begitu mereka masuk kantor untuk berbisnis,
mereka tak terhindarkan akan masuk ke dalam “permainan”
vang punya kode etik tersendin.

Ketiga, pertimbangan bahwa the business of fusiness
business. Ini masih ada hubungannya dengan butir kedua di
atas. Pandangan ini menolak tuntutan bahwa perusahaan

w Fachry Ali dan Thean Ali Fauzi. “Kontrak Sosial” Dunia Usaha damn Politik
Masional”. Majalah Usafineean Mo, 12 Tah un KXV Desember 1998, him, 20-21,
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sebagai badan bisnis punya tanggung jawab sosial. Tugas
bisnis ya bisnis: memproduksi, mengedarkan, menjual, dan
membeli barang dan jasa dengan memperaleh keuntungan.
Singkat kata, tujuan berusaha adalah maksimalisasi laba.
Mottonya kira-kira mirip dengan yang divcapkan Gordon
Gekko, bahwa greedy attitude is good (serakah itu baik).
Berdasarkan  dua pendapat diatas nampak bahwa ada
pandangan pro dan kontra mengenai etis idaknya suatu aklivitas
bisnis. Terkait denpan hal tersebut, sonny  Keraf sebagaimana
dikutip Sukrisno Agoes dan Cenik Ardana® mengatakan, bahwa
ada dua pandangan tentang bisnis, yaitu pandangan praktis-realistis
dan pandangan ideslis, Pandangan prakitis-realistis melihat tujuan
bisnis adalah untuk mencari keuntungan (profit) bagi pelaku bisnis,
sedangkan aktivitas memproduksi dan mendistribusikan barang
merupakan sarana/ alat untuk merealisasikan keuntungan tersebut.
Berbeda dengan pandangan praktis-realistis, pandangan idealis
adalah suatu suatu pendangan di mana tujuan bisnis yang terutama
adalah menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan keuntungan yang
diperoleh  merupakan konsekuensi logis dar  kegiatan bisnis
tersebut, Inti dari pandangan idealis adalah bahwa tujuan pokok
dari bisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan  masvarakat,
sedangkan keuntungannya hanyalah akibat dari kegiatan bisnis.
Dalam kaitannya dengan etika, dua sudut pandang vang
berbeda tentang bisnis ini mempunyai konsekuensi yvang berbeda,
Dua pandangan yang berbeda dan bahkan berlawanan ini muncul
dari para PengRagas atau penganut paham bisnis Vang mempunyai
tngkat kesadaran vang berbeda dalam memaknai hidup dan
hakikat dirinya sebagai manusia. Pandangan praktis-realistis atas
Bisnis muncul dari individu yang paham moralitasnya didominasi
oleh teori elika egoisme atau teori hak, sedangkan pandangan

* Sukrisno Agoes dan Cenik Asdana. Erike Bisnis Up. i, blm, 76 E
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dalam bisnis muncul dari individu yang paham

tdealisme

moralitasnya didominasi oleh teori deontologi, teori keutamaan,

atau teori teonom. Secara ringkas keterkaitan anfara tingkat
kesadaran dan teori etika dapat disajikan dalam matriks berikut.™

“hukrisne Agoes dan Cendk Ardama, E¢cka Broms _, find, him. &7
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Tabel di atas memperlihatkan bahwa ada kaitan yang erat
dan sekaligus menyiratkan akan pentingnya etika di dalam dunia
bisnis. Sekalipun dalam realitasnya sudah banvak norma hukum
Yang mengatumya, namun tetap saja keberadaan dan peran etika
tidak bisa dinafikan. Menurut Nor Hadi,* etika tetap diperlukan
dalam kehidupan, karema beberapa hal antara lain: (1) norma
hukum kurang mampu menjangkau wilayah abu-abu dan etis: {2)
norma hukum cepat ketinggalan zaman, sehingga sering terdapat
celah-celah hukum yang dapat memunculkan interpretasi ganda; (3)
norma hukum sering tidak mampu mendeteksi dapmpak secara etis
dikemudian hari; {4) etika mempersvaratkan pemahaman dan
kepedulian tentang kepujuran, keadilan dan prosedur vang wajar
terhadap manusia dan masyarakat, dan (5) asas legalitas harus
tunduk pada asas moralitas.

Persoalan etika bisnis pada umumnya muncul karena
adanya tanggung jawab korporasi kepada pihak-pihak di luar
perusahaan  (nonshareholder  constibuencies), seperti temaga  kerja,
konsumen, suppliers, dan kelompok masyarakat lainnya ™ Yang
dimaksud dengan etika bisnis adalah penerapan prinsip-prinsip
ctika yang umum pada suatu wilavah perilaku manusia vang
khusus, yaitu kegiatan ekonomi dan bisnis. Jadi, menurut Robly
Chandra®™ etika bisnis membahas masalah-masalah dalam konteks
bisnis yang terkait dengan standar moral. Bagaimana integritas
antara mencapal nilai tambah tetap berkembang sejalan dengan
standar-standar moral yvang mendasan usaha manusia.

* Mor Hadi. Corpoeade Seceal .. O Oid, hlmy, 72,

" Mukti Fagar. Torgguny farah ., O, OiF, hlm. 62,

* K. Bertens. Pesgantar Etika .., O Cit, him. 65, Menurat OUP. Simorangkir.
Etir Bisnis, Tanpa Kota: Aksara Persada Indonesia, 1992, him. 57, tujuan etika
bisnis bukan mengubah keyakinan moral sesecrang, melalnkan meningkatkan
kevakinan  schinggs orang  percayas  akan  kebaikan  diel  sendini  dan
memberlakukannya di bidang bisnis

* Bobby 1. Chandra. Etikd Dwnta Bismz. Yogyakarta: Kanizius, 1995, him. 43 a
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Bertolak dari pengertian di atas, terlihat bahwa etika bisnis
memiliki lingkup kegiatan vang luas. Richard De George
sebagaimana dikutip oleh Adi Sulistiyono™ mengatakan, bahwa
etika bisnis secara khusus menyangkut empal macam kegiatan.
Pertama, penerapan prinsip-prinsip etika umum pada kasus atau
praktik-praktik kasus dalam bisnis. Kedua, penerapan etika bisnis
tidak sekedar menerapkan etika dalam kegiatan bisnis, tapi juga
berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketige, etika
bisnis juga menyorot moralitas sistem ekonomi pada umumnya
serta sistem ekonomi pada suatu negara tertentu. Keempal, etika
bisnis juga menyangkut bidang yang biasanya sudah meluas
melampaui bidang etika, misalnya operasi perusahaan transna-
sional, kewajiban negara maju terhadap negara berkembang di
bidang bisnis.

Penerapan etika di dalam bisnis dewasa ini sudah
merupakan suatu tuntutan dan keniscayaan karena dengan berlaku
etis, perusahaan akan tetap eksis untuk jangka panjang. Soeharto
Prawirokusumo  sebagaimana  dikutip  Ridwan  Khairandy™
menyatakan bisnis saat ini harus memberlakukan “being ethical and
sovinl responsibility”. Perusahaan vang berlaku etis dan mempunyai
tanggung jawab sosial, maka bisnis akan langgeng dan akan terjadi
hubungan jangka panjang dengan pelanggan, pemasok, dan pihak
lainnya. Pelanggan akan membeli produk sebuah perusahaan yang
mempunyai reputasi terbaik dalam tanggung jawab sosial bilamana
kualitas, pelayanan, dan harga sama di antara para pesaing.

“ Adi Sulistivono. Reformasi Hukum Ekmmomi Indonesia, Surakarta: Lembaga
Pengembangan Pendidikan (LP[) dan UNS Press, 2008, bilm. 78

* Ridwan Kharandy. “Corporafe Social Responsilility: Drart Shareflder ke
Simbeholder, dan dari Biks Bisnis ke Morma Hukum®, Makalah Pembicara pada
Warkshop Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Yogyakarta, & — 8 Mei 2005, him. 12
http:/pusham il ac idfupl/articlefid_ ridwan.pdf. Diakses tanggal 1 Maret 2013
pukul 17015 WIB.
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Post etal. sebagaimana dikutip Ismail Solihin® menyatakan
bahwa setidak-tidaknya terdapat tujuh alasan mengapa perusahaan
harus menjalankan bisrus secara etis, yaitu sebagar berikut;

l. Meningkatnya harapan publik agar perusahaan menjalan-
kan bisnisnya secara etis, Perusahaan yang fidak berhasil
dalam menjalankan bisnisnya secara etis akan mengalami
surotan, kritik, bahkan hukuman.

= Agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang
membahayakan pemangku kepentingan lainnya,

. Penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan
kinefa perusahaan. Hal ini dapat dicapai melalui
lerfadinya penurunan risiko korupsi, manipulasi, pengge-
lapan, dan berbagai bentuk perilaku tidak etis lainnya,

4. Penerapan etika bisnis sepert kejujuran, menepati janji, dan
menelak suap dapat meningkatkan kualitas hubungan
bisnis di antara dua pihak vang melakukan hubungan
bisnis,

. Agar perusahaan terhindar dari penvalahgunaan vang
dilakukan karyawan maupun kompetitor vang bertindak
tidak etis,

6. Penerapan etika perusahaan secara baik di dalam suatuy
perusahaan dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran
hak-hak pekerja oleh pemberi kerja (employers).

- Mencegah agar perusahaan (diwakili pemimpinnya) tidak
memperoleh sanksi hukum karena telah menjalankan
bisnis secara tidak etis,

Sementara itu, menurut Faisal AR sebagaimana dikutip I

Gede AB. Wiranata,™ terdapat beberapa alasan yang menjadikan
etika bisnis menjadi sedemikian penting, vaitu:

. Ada kelaziman masyarakat vang sudah maju untuk
cenderung  menuntut  para pebisnisnya  agar mampu

* Ismail Solthin. Corporate Social ... o Cit, hlm, 13

™ 1 Gede AR, Wiranata. Ehitg, Blsins dan Hikuor Bismig [Sebpade Pemikinm
Awall. Bandar Lampung: Unila, 2007, him 33-34 Bandingkan juga dengan
pendapat A, Sonny Keraf dalam Johannes [hrahim dan Lindawaty Sewu. Hukion
Bezamiz ., Op, CfE, hlm. 34-35
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berfindak etis, atau masyvarakat pada umumnya
mengharapkan kinerja etik yang tinggi. Suatu perusahaan
vang memiliki kinerja etik vang tinggi akan mendapat
dukungan dan pembenaran dari masyarakat,

2 Untuk menghindari kerugian kelompok kepentingan
dalam masyarakat, seperti para pelanggan, perantara,
pemasok, dan pesaing,.

3. Untuk melindungi atmosfir berbisnis dari kemungkinan
tumbuh suburnya pelaku tidak etis, baik dari karyawan
(lingkungan internal) maupun  dari  para  pesaing
{lingkungan eksternal)

4. Untuk melindungi masyarakal vang akan bekerja di sektor
bisnis dari ancaman lingkungan kerja vang tidak adil,
produk berbahayva, dan bahkan pemalsuan laporan
keuangan dan juga memberikan kontribusi pada ketena-
ngan, keamanan dan kenyamanan psikelogis bagi para
pebisnis agar mampu berkiprah melakukan tindakan bisnis
yang konsisten sesuai dengan norma-norma vang berlaku,

5 Umumnyva orang menginginkan akan bertindak konsisten
dengan pandangan hidupnya, menyangkut nilai-nilai
kebaikan dan keburukan perilaku dirinya. Sesuatu vang
dipaksakan dan bertentangan dengan nilai pribadinya
lazimnya akan melahirkan sumber konflik batin dan stres
emosional yang besar,

Masih terkait dengan pentingnva etika bisnis, K. Bertens
sebagaimana dikutip Ermi B. Ernawan,'™ menyatakan bahwa tingkat
urgensi perilaku etis bagi perusahaan sangat menentukan, karena
dalam jangka panjang bhila perusahaan tidak concern dengan
perilaku etis dalam bisnis, maka kelangsungan hidupnya akan
terganggu, Hal ini terjadi akibat manajemen dan karyvawan yang
cenderung mencari keuntungan sehingga terjadi penyimpangan
norma-norma  etis, segala kompetensi, keterampilan, keahlian,
potensi, dan  modal  lannya  ditujukan  sepenuhnya untuk
memenangkan kompetisi. Kalkulasi untuk jangka pendek mungkin

0 Erpi B, Ernawan. Faesimess Etfeies ., Op. Ok, hEime 19
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akan meningkatkan keuntungan perusahaan, akan tetapi untuk
jangka panjang akan merugikan perusahaan ity sendin akibat
hilangnya kepercayaan pelanggan/konsumen terhadap perusahaan
tersebut,

selain keuntungan seperti di atas, masih ba nyak keuntungan
lain dari penerapan etika bisnis. Secara ring Cavanagh sebagaimana
dikutip Mor Hadi'™ menyatakan seharusnva diyakini bahwa pada
dasarnya praktik etika perusahaan akan selaly menguntungkan
perusahaan, baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang,
karena: (1) mengurangi biava akibat dicegahnya kemungkinan
terjadinya friksi baik intern perusahaan maupun dengan eksternal;
(2) meningkatkan motivasi kerja; (3) melindungi prinsip kebebasan
berniaga; dan (4) meningkatkan keunggulan bersaing. Tindakan
vang tidak etis, bagi perusahaan akan memancing tindakan balasan
dari kensumen dan masvarakat dan akan sangat kontra produktif,
misalnya melalui gerakan pemboikotan, larangan beredar, larangan
beroperasi, serta tindakan penolakan lainnya. Hal itu akan dapat
menurunkan nilai penjualan maupun nilai perusahaan,

Keberhasilan terhadap pencapaian beberapa keuntungan di
atas sebenarnya tidak terlepas dan seberapa tinggm  tingkatan
kualitas etika yang dilaksanakan oleh perusahaan. Menurut
Bambang Rudito dan Melia Famiola'™ etika bisnis vang dilakukan
oleh perusahaan mengacu pada pada beberapa tingkatan yang
berbeda-beda  dan  ini  sangal bergantung  pada  kedudukan
perusahagn tersebut dengan komunitas di sekitarnya, Tingkatan
chika yang paling rendah vaitu simpati, ialah suatu perasaan yang
memandang bahwa komunitas lain perfu dikasihani, perlu dibantu,
didukung tetapi tidak perlu diketahui mengapa komunitas tersebut
seperli keadaannya sekarang. Jika ditinjau dari konteks tanggung

2 Nor Hadi, Corpomate Sacial ., Op. ¢, hlem. B
" Bambang Rudito dan Melia Famiola Etika Bisnis dap Tangininy it
Seaial Perisahum df fudoncsin Bandung: Kekayasa Sains, 2007, hlm, 2430 ﬁ

73

BAB IV TARGGLMG MIRAE SOSIAL PERLSAMAAN
SEDAGAI BAGRAN DARI ETIEA BSHIS DAM GOOH CORPORATE GUVERMANCE |




jawab sosial perusahaan, perusahaan membantu komunitas lain
tanpa melihat apa yang sebenamnya dibutuhkan atau member
bantuan sekedarnya sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan,
dan apabila tidak dilakukan akan merugikan perusahaan itu sendin.

Pada tingkat berikutmya adalah empati, yaitu perasaan yang
mengakui adanya komunitas lain di luar perusahaan serta sekaligus
mengakui perbedaan yang ada dan ikut merasakan perbedaan atau
keadaan tersebut. Pada perasaam empati ini muncul jiwa tolong
menolong, saling bantu, menghargai orang lain, memberikan
tempat  pada pihak lain  untuk bersama berjalan  secara
berdampingan. -

Kemudian pada taraf yang paling tinggt adalah komitmen,
yaitu perasaan di mana perusahaan  sebagai bagian dalam
komunitas vang lebih luas dan rela untuk bekerjasama secara
fungsional dengan komunitas. Hal im mengisyaratkan bahwa
perusahaan sadar bahwa tanpa adanya kerjasama dengan pihak lam
(komunitas lain), maka mustahil akbvitasnya akan berjalan secara
baik dan benar, komitmen ini mendorong munculnya sifal merasa
memerlukan pihak lain, dan sekaligus merasa diperlukan oleh
pihak lain, sehingga komilmen ini memberikan ruang bagi suatu
perjanjian terhadap hati nurani (metactika) untuk memberikan
ruang pada pihak lain.

Berdasarkan penjelasan di atas nampak bahwa tinggi
rendahnva tingkatan etika bisnis yang dilaksanakan oleh sualu
perusahaan tidak bisa dilepaskan dari perannya sebagai korporasi
terhadap komunitas dan lingkungan di luar perusahaan sebagai
wujud penerapan dari salah satu pnnsip etika bisnis. Adapun
prinsip-prinsip umum  etika  bisms menurut  Komite Nasional
Kebijakan Governance (KNKG) adalah berisi sebagai berikut:'™

1 Eomite Masimal Kebfjakan Governance (KMEG) Pedoman Efika Bebrs
m Perusahkann_ Jakarta: F'T Elex Media Komputindo, 20110, himy. 2-2
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1. Tanggung jawab bisnis perusahaan dalam menciptakan
kemakmuran, tidak terbatas pada pemegang saham saja
tetapi juga kepada para pemangku kepentingan dan
lingkungan di mana perusahaan tersebut beroperasi.

2. Dampak kegiatan usaha tidaklah terbatas pada bidang
ekonomi dan sosial saja, tetapi perusahaan juga harus
memberikan kontribus: dalam menciptakan keadilan, hak
asasi manusia, pendidikan, inovasi, dan pemanfaatan
sumber daya alam secara efisien dan efektif, serta menjaga
kelestariannya.

3. Pelaku usaha hendaknya tidak sekedar mematuhi kalimat-
kalimat hukum dan peraturan yang berlaku, tetapi
hendaknya juga memenuhi wmangat dan jiwa dard
peraturan  tersebul  serta  menjaga  prinsip  saling
mempercayal dan ebika di antara para pelaku bisnis.

i Mengharga lingkungan hidup melalui kegiatan yang
melindungi, melestarikan dan  meningkatkan  kualitas
lingkungan hidup secara berkelanjutan, Selain  itu,
perusahaan  harus mencegah pemborosan  penggunaan
sumber daya alam maupun membuang limbah vang
menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.
Para pelaku usaha hendaknya tidak melakukan perbuatan
melanggar  hukum, misalnya melakukan penyuapan,
pencucian wang, dan tindakan-tindakan koruptif lainnya,
tetapi bahkan sebaliknva secara bersama-sama harus
membantuy  untuk  menghapus  korupsi.  Selain  itu,
hendaknya para pelaku bisnis tidak terlibat baik langsung
ataupun tidak langsung dalam perdagangan narkoba,
perdagangan senjata vang ilegal, membantu kegiatan
terorisme dan kelompok kejahatan lainnya.

Kelima prinsip di atas selaras dengan apa vang dinyatakan

el
v

oleh Cawx Round Tabie tentang prinsip-prinsip etika bisnis, vaitu:ie
a. Tanggung jawab bisnis: dari shareholders ke shakeholders.
b. Dampak ekonomi dan sosial dari bisnis: menuju inovasi,
keadilan dan komunitas dunia.

" Sukrizne Agoes dan Cenik Ardana. Enike Bisnis ... Op, Cit, hlm. 128 ﬂ
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c. Perilaku bisnis: dari hukum vang tersurat ke semangal
saling percaya.

Sikap menghormati aturan.

Dukungan bagi perdagangan multilateral

Sikap hormat bag lingkungan alam.

Menghindari operasi-operasi yang tidak etis.

=

s B

W

Prinsip-prinsip etika bisnis pada dasarnya merupakan
penerapan dari prinsip etika pada umumnya, vaitu berupa: prinsip
otonomi, prinsip  kejujuran, prinsip  keadilan, prinsip  saling
menguntungkan, dan prinsip integrasi moral. Pnnsip keadilan
menuntul agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai
dengan aturan yang adil dan kriteria yang rasional objektif dan
dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan berarti tidak ada pihak
vang dirugikan hak dan kepentingannya. Dari kelima prinsip di
atas, menurut Adam Smith,"™ prinsip keadilanlah yang paling
merupakan prinsip yang paling penting dalam berbisnis. Prinsip im
menjadi dasar dan jiwa dari semua aturan bisnis, walaupun prinsip
lainnya juga tidak akan terabaikan. Karena menurut Adam Smith,
dalam prinsip keadilan khususnya keadilan komutatif berupa no
harmr, bahwa sampai tingkat tertentu, prinsip ini telah mengandung,
semua prinsip etika bisnis lainnya. Karena orang yang jujur tidak
akan merugikan orang lain, orang vang mau saling menguntungkan
dengan pihak lain dan bertanggung jawab untuk tidak merugikan
orang lain tanpa alasan vang diterima dan masuk akal.

Terkait dengan uraian di atas, Sutrisno Dewi'™ menyatakan
bahwa keberadaan prinsip no harm yang didukung oleh aturan yang
dilaksanakan secara konsekuen merupakan svarat mutlak bag
kegiatan dan iklim bisnis yang sehat, baik, dan ctis. Prinsip w0 furo
dan integritas moral sesungguhnya bersifat universal, yakmi dapat
diakui dan berlaku di mana saja sehingga relativitas moral dalam

W Ermi R, Ermawan. Business Etfics ., Op. Cik, him, 22,
i Guipisnoe Dewi, Etka Bisws Kesep Daser, Deplesiendos, dor Kdsies,
n Denpasar: Udayana University Press. 2001, him. 74
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bisnis tidakiah benar. Perusahaan dalam bisnis tetap dituntut dan
diakui berbagaj prinsip moral, khususnya wo harp yang berlaky
paling universa|,

Bisnis adalah kegiatan manusia, karena ity harys dinilai dari
sudut moral. Etika bisnis Pada dasarnya berbicara lentang moralitas
dari suaty kegiatan bisnis yang ada dalam syaty komunitas.
Menurut Alexandra Indrivanti Do hubungan moral dan etika
sangat erat, mengingat etika membutuhkan moga) sebagai landasan
Atau pijakan di dalam melahirkan stkap  tertenty, Beberapa
mengartikan moral dan etika secara etimologis tidak adga bedanya,
Yaitu suatu norma atay nilai yang menjadi pegangan SESE0rang atay
suatu kelompok, Akibatnva, jika terjadi pelanggaran atas narma
fersebut seringkali seseorang dikatakan bahwa Perbuatannva tidak

kalau  moral merupakan  syaty konsep  nilaj sedangkan etika
merupakan suaty konsep perilaky, Konsep nilai melandasi konsep
perilaku sehingga suaty Perbuatan terjadi

Sebaga konsep  perilaky, Penerapan etika  hispis dapal
Mengacu pada pernyataan klasik dari “Peraturan Emas” Hobhes,
‘Wotd tilt fieri moy s, altert ne feceris _ angan melakykan sesuaty
pada orang lain apa  yang tdak suka orang lain Jakukan
kepadamu. '™ Ha) jp Sesual denpan Pendapat Jones Greggin bahwa
sebuah arganisasi bispie dapat memutuskan tindakan atau prilaky
Mmana vang paling etis dalam sttuasi terteny, dengan menerapkan
PriNSip-prinsip mora). Salah satunya adalah PeENerapan prinsip
golden  ryle yang mengajarkan SESC0TAng atau saty pihak agar

™ Alexandra Indrivant Dewi Ll dan Myl Eeseluisa, Yogvakaria-
PMustaka Book Pubfisher, HNE, hlm. 20-27

¥ Toim Canmaon Civporate H-:-:;uuml-"n'rr_l,r e N CHE, hlme 115

" Eka N.AM Sibombing Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentykan
Peraturan Daerah Sebagan mplementasi Hak Asasi Manusia [% Karg Medan, htrpyy
E;g|~.;tur-_.-_.ux!|_.u-.||_.1_,-b[|m,~_<1ﬂ,{ _u:@@-}:ﬂz{w Lh_u_u{fﬁglm. Diakses
tanggal 1 Maret 20712 pukul [735 WR,
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memperlakukan orang lain sama seperti mereka ingin diperlakukan.
Para penganut konsep ini juga percaya bahwa “the right action
produces @ greatest benefil for the most people” maksudnya yaitu
tindakan tepat yang dilakukan oleh suatu perusahaan berdasarkan
prinsip moral dengan sendirinya akan memberikan maniaat
terbesar bagi masyarakat.

Ditinjau dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip golden
rule ke dalam etika bisnis seyogyanya sangat ditekankan karena
sesuai dengan dasar negara kita Pancasila. Franz Magnis Suseno
sehagaimana dikutip Bambang Eko Turisno'!' menyatakan bahwa
etika bisnis masyarakat Indonesia mesti mencerminkan kekhususan
budaya, peradaban, nilai-nilai ciri keagamaan dan pandangan dunia
masyarakat Indonesia. Etika bisnis Indonesia harus bersumber pada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Etika bisnis berdasarkan
Pancasila adalah sebuah ctika yang bermartabat, sebuah etika vang
tidak mementingkan sekelompok tertentu, tetapi untuk kepentingan
vang lebih besar. Etika tersebut mencerminkan persaingan bisnis
vang sehat vang tidak merugikan pihak lainnya, yang membawa
kesejahteraan dan  kemakmuran bag  rakyat  Indonesia.!®
Pentingnva etika bisnis di atas juga dicantumkan di dalam TAP
MPR RI No. VI/MPE/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa vang
menegaskan:

Ftika Ekonomi dan Bisnis dimaksudkan agar pnnsip dan
perilaku ekonomi dan bisnis, baik oleh perseorangan, institusi,
maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat
melahirkan kondisi dan realitas ekonomi vang bercirikan
persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembang-
nya etos kerja ekonomi, dava tahan ekonomi dan Kemampuan

it Bambang Eko Turisno, Frika Bind. Bandung: CV hanmdar Maju, 20T,
him. 25.
1 Agws Arijanto. Ehke Bisnis Bagil Prlaku Bisws: Corn Cerdas dalom Memahari
Knsep sfew Fokdor-fakter Etike Biseis degin Heberape Condol Praklis. Jakartas 171,
B RaiaCrafindo Persada, 2011, him. 174,
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saing, dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdavaan
ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan
secara berkesinambungan, Etika inj mencegah  terjadinya
praktik-praktik manopodi, oligopaoli, kebijakan ekonomi yvang
mengarah kepada perbuatan korupsi, kolusi, dan nepaotisime,
diskriminasi vang berdampak negatf terhadap  efisiensi,
persaingan sehat, dan keadilan, serta menghindarkan perilaku
menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan,
Mengacu pada uraian di atas nampak bahwa etika bisnis

Indonesia mengacy pada kepentingan bangsa vang lebih besar dan
tidak pada kepentingan vang kuat semata. Etika bisnis Indonesia
kiranya menghendaki  kebersamaan usaha, kemitraan, saling
menghidupi, memupuk solidaritas, memperkuat kesatuan ekonomi,
fidak  mengorbankan kepentingan nasional (melarikan modal,
modal bisnis berfungsi sosial), menghormati hak-hak Warganegara
(lapangan kerja, kehidupan vang lavak bagi pekerja), melaksanakan
Trilogi Pembangunan sebagai etos kerja produktf 1 secara singkat
Adranus Meliala' menyatakan bahwa dengan tidak melupakan
karakter universal dalam etika bisnis, lerutama vang berkaitan
dengan globalisasi yang nvaris melanda segala hal, etika bisnis
Indonesia harus betap berakar pada nilai-nilai luhye budaya bangsa,
¥akni nilai budaya vang berketuhanan, vang berperikemanusiaan,
¥ang berwatak kebangsaan, yang demokratik, dan berkeadilan
sosial.

Dikaji  dari etika  bisnis Indonesia  vang  berdasarkan
ﬁnca&ila_, kesuksesan korporasi tidak semata-mata dinilai dari

Meberhasilan di dalam meraih keuntungan yang tinggi, tetapi juga
Snilai dari kualitas hubungannya dengan komunitas dan

M Oetojo Oesman dan Alfian Peny). Parcasila Sty ldelogi dalam Herhagai
£ Kelidupan Bermasyarakae, Berbumgsa dan Bernegora, Jakarta: BP.7 Pusar, 1997,
9

™ Adrianus MuelialafPeny), Prakyi Bisms Curang. Jakarta: Pustaka Sinar
1993, hlm . 43,
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lingkungannya, Bambang Rudito dan Melia Famiola'"® menyatakan
bahwa wujud nvata hubungan antara perusahaan dengan
lingkungan komunitasnya dalam kaitan etika bisnis adalah pada
bentuk tanggung jawab sosial perusahaan  (corporate social
responsibility). Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sebaga
salah satu wujud dari etika bisnis dapat dijabarkan dalam bentuk-
bentuk, seperti program pembangunan komunitas yang dapat pula
dijabarkan dalam bentuk hubungan  komunitas, pelayanan
komunitas, pemberdayaan komunitas, Dan bentuk tanggung jawab
sosial perusahaan kita dapat melihat perwujudan etika bisnis suatu
pesusahaan, karena dalam melakukan program tersebut perusahaan
pasti berusaha untuk mencapai sebuah pedoman yang dapat
dipakai bersama yang tidak saling merugikan dan tidak saling
mencari kesalahan.

Tanggung jawab sosial  perusahaan adalah lindakan-
tindakan dan kebijakan-kebijakan perusahaan dalam berinteraksi
dengan lingkungannya yang didasarkan pada etika. Tanggung
jawab sosial berkaitan dengan etika yang berisi nilai-nilai moral.'"
Oleh karena itu menurut Sukrisno Agoes dan Cenik Ardana't?
keberhasilan CSR dan cakupan program CSR yang dijalankan akan

1% Bambang Rudite dan Meha Famiola, Etika Biswis .. Oy Cit, him, 18
Menurut Arie de Geus dan [avid Bollier sebagaimana dikutip [Mokaosanboss
Moeljono dalam  Good Lorporate Culture Sebagai hett dori Good Corporate Ganerrithos
[akarts: Elex Media Komputinds, M5, him- 10-11, bahwa kosporasi-korporas yang
unggul ternyata bukan saja korporasi yang mampu mencetak laba yang tinggi,
namun jega keorporass yang terbukb mempunyai  kualitas eorporate socm
responsibality yang tinggl. Praktk ini sebenamya digerakkan oleh corporate valie
vang mengatakan babwa tanggung jawab sosial bukaniah tugas, melamnkan hagan
dari  kehidupan korporasi,.  Akhimya, korporass  yang borhisnis  dengan
melandaskan diri pada etika adalah korporasi yang mempunyai akseplansi yang
tinggi, baik dalam lingkungan bisnis, sosbal, maupun politik

1o Poerwanty. Rudaya Perisahimen ., Op. Cit., him, 172

7 Gukrisna Agces dan Cenik Ardans. Efike Bisms .. Oy, Cik, hlm. 91
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ditentukan oleh tingkat kesadaran para pelaku bisnis dan para
pemangku kepentingan terkait lainnyva,

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ada tiga tingkat
kesadaran yang dimiliki oleh seseorang, yaitu: tingkat kesadaran
hewani, tingkat kesadaran manusiawi, dan tingkat kesadaran
transendental. Mercka yang masih berkeberatan dengan program
CSR imi dapat dikatakan bahwa mereka ini masih mempunyai
tingkat kesadaran hewani, dan menganut teori elika egoisme.
Program C5R akan berjalan efektif bila para pihak yang terkait di
dalam bisnis (oknum pengelola, pemerintah, dan masvarakat)
sudah  mempunyai  tingkat  kesadaran manusiawi  atau
transendental, serta menganut teori-teori etika dalam  kordor
utilitarianisme, deontologs, keuta-maan, dan teonom. Ragaan di
bawah ini menggambarkan hubungan antara lingkat kesadaran,
feori etika yag dianut, dan tingkat keterlibatan atau cakupan
program CSR yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan.

Ragaan 3. Hubungan Tingkat Kesadaran, Teori Etika,
dan Tingkat Keterlibatan C5R

Tingkat
Tingkat Kesadaran Teorn Etika
& oy Keterlibatan CSR
Hewami Egoisme
Lf'a E‘I : Rendah
Manusiawi Litilitarianisme
Tine g
Transendental Teonom EE!

. - - - 1 S|
Sumber: Dikutip dari Sukrisno Agoes dan Cenik Ardana. Efika

Sisnis dan Profes:: Tanfangan Membangun Marnusia Seutuhnye. Jakarta:
Salemba Empat, 2011, him. 91
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Dengan cara berbeda, Lawrence, Weber, dan Post
melukiskan tingkat kesadaran ini dalam bentuk tingkat keterlibatan
bisnis dengan para pemangku kepentingan dalam beberapa
tingkatan hubungan, yaitu: inactive, reactive, proachive, dan interactive.
Perusahaan yang inachioe sama sckali mengabamikan apa yang
menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Perusahaan yang
redckive hanya bereaksi bila ada ancaman atau tekanan vang
diperkirakan akan mengganggu perusahaan dari pihak pemangku
kepentingan tertentu. Perusahaan yang proactioe akan selalau
mengantisipast apa saja vang menjadi kepedulian para pemangku
kepentingan, sedangkan perusahaan  yang interactive  selalu
membuka diri dan mengajak para pemangku kepentingan untuk
berdialog  seHap saat atas dasar saling menghormati, saling
mempercayal, dan saling menguntungkan.

4.2, Tanggunpg Jawab Sosial Perusahaan dalam Kaitannya
dengan Good Corporate Governance

Msadan atau tidak, aktivitas bisnis di samping memberikan
dampak positif bagi masyarakat berupa penyediaan lapangan kerja
dan sumber penghasilan bagi banvak pemangku kepentingan
(stakeholders) uga membawa dampak negatif antara lain berupa
pencemaran lingkungan. Mengingat dampak yang ditimbulkan dari
aklivitas bisnis begitu luas, maka sekarang ini korporasi semakin
dituntut  untuk  aktif mempraktikkan tanggung jawab  sosial
perusahaan (corporate  social  respomsibility)  sekaligus  dengan
menjalankan praktik bisnis yvang etis dan menerapkan prinsip-
prinsip tata kelola perusahaan yang baik {good corporate governance)
di dalam menjalankan usahanya.

Selain Corporate Socwl Responsitulity (CSR), topik yang cukup
banyak diperbincangkan oleh pelaku bisnis, akademisi, pembuat
kebijakan, dan lain sebagainya dewasa im adalah mengenai
pengelolaan  perusahaan yang baik (Good Corporate  Goverance,

TAMGGUNG IAWAS 505141 PERUSAHARN
ICORPORATE SOCAL RESFONSIERLITT) DALAM BERBAGAI PEREREXTIF KAJIAN




S ARYD

disingkat GCG). Ditinjau dari sudut pandang isu global, masalah
good corporale governance sudah menjadi suatu kebutuhan jika suatu
negara atau perusahaan ingin masuk dalam bisnis internasional.
seorang, investor akan mau membeli saham dengan harga tinggi,
dengan  salah  satu  indikatornya vaitu  apakah  perusahaan
menerapkan prinsip good corporate governance secara baik atau tidak.
Prinsip good corporate governance ini sekarang menjadi sesuatu vang
sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan perusahaan.

Setelah menjadi  mainstreaming  issue, konsep  govermance
menjadi tilik bidik pengkajian yang menghasilkan beragam definisi.
Cagin sebagaimana dikutip Svakrani dan Syahriani* mengemuka-
kan, konsep governance merujuk pada institusi, proses, dan tradisi
yang menentukan  bagaimana  kekuasaan diselenggarakan,
keputusan dibuat, dan suara warga didengar (governance refers bo bhe
institutions, progesses and traditions which define how prer is exercised.
howe decisions ave made, and how citizens have their sy

Menurut  Sedarmayanti,'™  istilah  corporate COTErHATTE
pertama  diperkenalkan  Cadbury  Commitice tahun 1992 dalam
laporan yang dikenal Cadbury Report. Laporan ini sebagai Htk balik
yang menentukan bagi praktik corporafe govermance di seluruh dunia.
Menurut Cadbury Report, bahwa corporate governance: ... the susfem by
which organizabions are directed and comtrofled. Tadi corporate governance
merupakan suatu sistem yvang berfungsi untuk mengarahkan dan
mengendalikan organisasi.

sementara itu, Pasal 1 Surat Keputusan Menteri BUMN No,
KEP 17/M-MBU/2002 Tentang Penerapan  Praktek Good Corporate
Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan,
bahwa corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang

e Svakrand dan Svahriani, Jogresreiast (¥mroms Dverale duliim Perspekiif Good
Covernance. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, him_ 121

Ut Sedarmayanti, Cowd Governanae (Kepemerintahare yang By dan Guoued
Corpormte Geawrnance (Tatn Eelidn Peresahinin wary Barkl. Bandung: Mandar Maju,
2007, hlm. 53
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digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan
usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilal
pemegang saham  dalam  jangka  panjang dengan  tetap
memperhatikan kepentingan stakeholder  lainnya, berlandaskan
peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Definisi corporate governance yang umum  digunakan oleh
perusahaan adalah definisi corporate governance sebagaimana yang
dikemukakan oleh Mary E. Kissane,'™ vaitu: “The legal and practical
system for the exercise of power and control in the conduct of the busimess
of @ corporation, including m particuler the relationship smong  the
shareholders, the board directors, and ots committees, the executive officers,
and other constituencies (such as employees, local communities, and major
customers and suppliers). Corporale governance adalah sebagai sistem
hukum dan praktik untuk menjalankan kewenangan dan kontrol
dalam kegiatan bisnis perusahaan, Kegiatan itu meliputi hubungan
khusus antara pemegang saham, komisaris dan komite-komitenya,
direksi, pejabat eksekutif, dan konstituen lainnya (seperti pegawii,
masyarakat lokal, pelanggan dan pihak pemasok).

Definisi di atas pada dasarnya sama dengan pengerfian yang
disampaikan oleh Bank Dunia,"! bahwa Good Corporate Governance
(GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah
vang wajib dipenuhi, yang dapt mendorong kinerja sumber-sumber
perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai
ekonomi jangka panjang vang berkesinambungan bagi para

. pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan,

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, (GOG secara
singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur
dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah

i Ridwari Khairandy dan Comelia Malik. Good Corporale Caobersmioe
Perkembangan Prmakeran dan Inprlementasinga o Indonesin dotam Perspbtil Huknm
Yogyakarta: Kreast Total Media, 2007, hlm.63.

i1 Muh, Arict Effendl. The Posver of ... Op. Cif, him. 1
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tvalue ndded) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan
karena GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen
¥ang bersih, transparan, dan profesional. Implementasi prinsip-

prinsip GCG secara konsisten di perusahaan akan menarik minat
para investor, baik domestik maupun asing. Hal i sangat penting
Bagi perusahaan yang akan mengembangkan usahanya, seperti
melakukan investasi baru maupun provek ekspansi.

Kendatipun sampai dengan saat 1m belum ada kata sepakat
fentang definisi GUG. Inbnya, '™ GUG merupakan suatu sistem, dan
seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai
pihak vang berkepentingan terutama dalam arti sempit hubungan
antara pemegang saham dan dewan komisaris serta dewan direksi
demi tercapainva tujuan korporasi. GCG arli luas mengatur
mubungan seluruh kepentingan stakeholders dapat dipenuhi secara

proporsional serta mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam
stralegi korporast,

Senada dengan uraian di atas, Mas Ahmad Daniri®
menyimpulkan bahwa tatakelola perseroan vang baik merupakan:

¢ Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang
peran Dewan Komisaris, Dircksi, RUPS dengan stakeholders
lainnya.

& Suatu sistem check and balance yang mencakup perimbangan
kewenangan atas pengendalian perseroan vang dapat memba-
tasi munculnya dua peluang, yaitu pengelolaan yang salah dan
penyalahgunaan aset perseroan

% Suatu proses vang transparan atas penentuan tujuan perseroan,
pencapaian, dan pengukuran kinerjanya

F Anonim.httpoikevanganismocom/article/umum/geg-dan-hubungannya.
o1/ [Hakses tanggal 29 Januar 2003 pukul 10,15 WTE,

5 Mas Ahmad Daniri. Geod Cosporale Goverance, Konsep dan Pererapmnng
Konteks ndoresi, [akarta: [T, Bay Indonesia, 2006, him, 5.
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COG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan
mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah {value
mdded) untuk semua stakeholders. Menurut Ridwan Khairandy dan
Camelia Malik, ' konsep GCG di Indonesia dapat diartikan sebagai
konsep pengelolaan perusahaan vang baik. Ada dua hal yang
ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang
saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan
tepat  pada  waktunva.  kedud, kewajiban  perusahaan  untuk
melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat, dan
transparan  terhadap semua informasi kinerja  perusahaan,
kepemiltkan, dan siakeliolders.

Dalam perspektif yang berbeda, Adnan Sutedi'™ menyata-
kan, bahwa Konsep GCG pada intinya adalah: Pertama, internal
halanee antar organ perusahaan RUPS, Komisari, dan Direksi dalam
hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme
operasional  ketiga organ perusahaan  tersebut. Kedua, external
balgnee, yaitu pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai
entitas bisnis dalam masyarakat dan stakeholders. Dari 13 prinsip
GCG yang dirumuskan  Komite MNasional Kebijakan Corporate
Governance, delapan di antaranya menyangkut interral  balance,
seperti: Pemegang Saham dan RUPS, Dewan Komisaris dan komibe
pendukungnya, Direksi, sistem audit, Sekretaris Perusahaan,
keterbukaan, kerahasiaan, dan informasi orang dalam. Adapun lima
isu Jainnya hanya disinggung secara singkat, vaitu pihak yang
herkepentingan  (stakeholders),  etika berusaha dan antikorups,
donasi, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang
proteksi kesehatan, keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan,
dan kesempatan kerja vang sama.

13 Ridwan Khairandy dan Camelia bAalik. Good Corporate ..., O Cif, him, =
= Adrian Sutedi. Good Corporate Goeernimce. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
hlm. 41
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Mengingat  pentingnya  permasalahan  Good  Corporate
Sesernance bagi Indonesia, pada tanggal 19 Agustus 1999, di
Wndonesia  berdasarkan 5K Menko  Ekuin Mo, Kep-
- MM.EKUIN/DS/1999 telah berdiri sebuah lembaga nonpemerintah,
Faifu Komite Nasional bagi Pengelolaan Perusahaan vang Baik.
Tugas  Komite adalah merumuskan dan  merckomendasikan
kebijakan nasional mengenai pengelolasn perusahaan vang baik
®agi dunia usaha Indonesia. Selain itu komite diharapkan juga
membuat  spesifikasi bagi perbaikan hukum dan  peraturan
perundang-undangan sejalan dengan penerapan pedoman bagi

pengelolaan perusahaan vang baik, dan membuat rumusan tentang
- smuktur institusi yang mendukung pelaksanaan Pedoman bagi
* Pengelolaan Perusahaan vang Baik. Komite Nasional Kebijaksanaan
- Lerporate Governance akhirmya berhasil menctapkan pedoman Good
Corporate Governance (GCG) setelah melakukan pembahasan dengan
melibatkan masyarakat luas melalui lokakarya.

Dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia
yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance
(KNKG) dinyatakan bahwa Good Corporate Governance diperiukan
=ntuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan
konsisten dengan peraturan perundang-undangan, Terkait dengan
hal tersebut, menurut Ismail Solihin'® penerapan GCG perlu
Sidukung oleh tiga pilar vang saling berhu bungan, yaitu negara dan
perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar,
dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.
Tanpa adanya peran serta ketiga pihak dalam pelaksanaan GCG,
maka pelaksanaan GCG diperkirakan tidak akan berjalan secara
optimal.

Tuntutan terhadap penerapan GCG terhadap perusahaan
dewasa ini sudah tidak bisa diabaikan lagi. Menurut Tjager dkk

= [smeadl Solihin, Corperale Socind ..., Op, O3, him, 123 u
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sebagaimana dikutip Agoes dan Cenik,'”" paling tidak ada lima

alasan mengapa penerapan GCG dilakukan, yaib:

1

[

un

Berdasarkan surver yang dilakukan oleh McKinsey &
Company menunjukkan bahwa para investor institusional
lebih  menaruh  kepercayaan  terhadap  perusahaan-
perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG.
Berdasarkan berbagai analisis, ternyata ada indikasi
ketetkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis
berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola
perusahaan.

Internasionalisasi  pasar, termasuk liberalisasi pasar
finansial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk
menerapkan GCG.

Kalaupun GCG bukan obat mujarab untuk keluar dan
krisis, sistem ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya
sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis
yvang kini telah banyak berubah.

Secara teoretis, praktik GCG dapat meningkatkan nilai
perusahaan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, dapat dikemukakan
maksud dan tujuan dari GCG. Menurut Sedarmayanti,'™ pelaksa-

naan prinsip GCG dimaksudkan untuk mencapai beberapa hal

hertkut:
l.

Memaksimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham
dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akun-
tabilitas, kewajaran, dan responsibilitas agar perusahaan
memiliki dava saing kuat, baik secara nasional maupun
internasional, serta menciptakan ikhm yang mendukung
investasi.

Mendorong pengelolaan perseroan secara  profesional,
transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan
meningkatkan kemandirian dewan komisaris, direksi, dan
Rapat Umum Pemegang Saham.

I Sukresno Agoes dan Centk Ardana. Evd Brewis _ Olp Cib, bk, 106,
1% Soda rmayant. Good Governmmor . Op Cit, him. 62

TANGGEUNG JAWAR SO5141 PESLSAHASN
N [CORPORATE SOCAL RESPONSIRNITY) DRLARS SERRACE FERRSEKTIF KAJIAN




% Mendorong agar pemegang saham, anggota dewan komi-
saris dan anggota direksi dalam membuat keputusan dan
menjalankan tindakan dilandasi nilai moral vang linggi
dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
vang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab
sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan
maupun kelestarian lingkungan di sekitar perseroan.

Adapun dilihat dari tujuannya, secara umum tujuan utama

S pengelolaan perusahaan vang baik adalah untuk memberikan

Perlindungan vang memadai dari perlakuan yvang adil kepada para

Semegang saham dan pihak petaruh lainnya, melalui peningkatan

Siai pemilik saham secara maksimal. Tata kelola perusahaan vang

Saik bukanlah sekedar suatu upaya untuk menjaga agar perusahaan

Sekena sesuai peraturan dan norma yang berlaku secara universal

==pi terutama pengelolaan vang baik itu dapat diketahui oleh

Ppublik dan para pihak petaruh untuk memperoleh  keyakinan

Sshwa taruhannya di perusahaan publik adalah suatu keputusan

¥ang benar 12

DM samping tujuan secara umum, penerapan GCG dalam
saatu perusahaan mempunyai tujuan-tujuan strategis, vailu untuk

Sapat: |

- mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan;

= mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien:

* meningkatkan disiplin dan tanggung jawab organ perusahaan
demi menjaga kepentingan para shareholders dan  stokeholders
perusahaan;

& meningkatkan kontribusi perusahaan (khususnya perusahaan-
perusahaan pemerintah) terhadap perekonomian nasional;

5 meningkatkan investasi nasional: dan

LG Suprayitmo, el al, Intersmlisast Good Op. Cab., hlm; 47
" Ridwan Khairandy dan Camelia Malik. Good Corporate |, e Cik, himn 2-
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6. mensukseskan program  privatisasi perusahaan-perusahaan
pemerintah.

Pendapat di atas senada dengan pendapat | Nvoman Tiager
sebagaimana dikutip oleh Indra Surya dan Tvan Yustavandana, ™
vang menyatakan, bahwa secara umum penerapan prnsip GCG
secara konkrit memiliki  tujuan terhadap perusahaan  sebagai
berikut-
|. Memudahkan akses terhadap investasi domestik mau pun asing;
2. Mendapatkan cost capital yang lebih murah;

3. Memberikan keputusan vang lebih baik dalam meningkatkan
kinerja ekonomi perusahaan;
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercavaan dan  stakefiolders

terhadap perusahaan;

-1

Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum,

Khusus pada lingkup BUMN, dalam rangka mewujudkan
fondasi hukum yvang lebih kuat dalam  imlementasi yood corporate
fovermance, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara No. KEP-23/M-PM.PBUMN/ 2000
tentang Pengembangan Praktik Good Corporate Governance dalam
Perusahaan  Perseroan (PERSEROY) tertanggal 31 Mei 2000,
Kemudian  keputusan ini disempurnakan  melalu Keputusan
Menteri Negara BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002_ 2 Menurut
Pasal 4 Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-117/M-
MBL2002, tujuan GCG adalah:

a. memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan
prinsip  keterbukaan, akuntabilitas, dapat  dipercaya,
bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memilik

" Indra Surva dan Ivan YusHavandana, Pererapan Good  Corporate
Govermance, Mengesampinghion Hk-hik Isbiameog Dewi Kelangsingan Usoho, Jakarta:
Mrenada Bedia Group, 2008, hlms. 68, Lihat ju ga Sukrisno Agoes dan Cenik Ardani
Ebike Bisnis ..., O, Cit, Wl 103

“lumal Hubiem Biseis Volume 22-No.b-Tahun 2008, him_ 32-33,
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daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun

mternasional;

b. mendorong  pengelolaan  BUMN  secara  profesional,
transparan dan efisien, serla memberdayakan fungsi dan
meningkatkan kemandiran Organ;

¢. mendorong agar Organ dalam membuat keputusan dan
menjalankan tindakan dilandasi nilai moral vang ting i
dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
vang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab
sosial BUMMN terhadap stakeholders maupun kelestarian
hingkungan di sekitar BUMN;

d. meningkatkan kontribusi BUMN  dalam perckonomian
nasional;

e. meningkatkan iklim investasi nasional;

f. mensukseskan program privatisasi.

Bertolak dari tujuan GCG sebagaimana diuraikan di atas,
nampak bahwa GCG memiliki banvak manfaat terutama bagi
kepentingan  perusahaan itu sendiri. Ditinjau  dari perspektil
manajemen, Muh. Arief Effendi' menvatakan bahwa ada empal
mantaat yang diperoleh perusahaan apabila menerapkan GCG,
Vaitu:

l. Meningkatkan reputasi manajemen (repactation ranagement)
Reputasi merupakan hal vang kritikal bagi kesuksesan
perusahaan. Reputasi yang positit perlu dibangun dan
dikelola oleh perusahaan secara serius.

Mempermudah dalam mengelola profil risiko (risk profile)

dan manajemen risiko (risk management). Beberapa risiko

potensial yang mungkin akan menimpa perusahaan perlu

diantisipasi, schingga dapat meminimalkan dampak

negatit vang merugikan perusahaan.

3. Meningkatkan kreativitas dan imovasi lerutama  pada
karyawan level bawah. Perusahaan dapat berkembang

[

¥ Muh, Anef Effendi. The Power of ., Op. Cit,, him, 112, Bandingkan dengan
Mindyo Pramonc. Hunge Rampai Hukuem Bisnis Aktual. Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2006, him.84,
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dengan pesat apabila para karyawan memiliki ide-ide
kreatif dan movasi vang tinggi vang dapat diaplikasikan
untuk kemajuan perusahaan.

4, Meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan vang
menerapkan GCG akan berfokus pada  tujuan utama
sehingga dapat melakukan perbaikan langsung pada
berbagai bidang operasional vang berdampak pada
penghematan biaya {cos! reduction).

Banyaknya manfaat dari GCG di atas bukan berarti di dalam
praktik semua perusahaan sudah mengimplementasikannya, Secara
konseptual, menurut Etty. Retno Wulandari sebagaimana dikutip
Busyra Azheri'™ ada 2 (dua) pendekatan yang dapat dilakukan
dalam mengimplementasikan prinsip GCG yaitu sebagai berikut :

a. Penerapan prinsip GCG dilaksanakan secara sukarela, tetapi
kemudian di back wp oleh suaty peraturan tertentu, di mana
perseroan vang bersangkutan bebas untuk memenuhi atau tidak
memenuhi  prinsip-prinsip GCG tersebut.  Apabila  suatu
perservan  tidak  memenuhinya, perseroan  tersebut  harus
menjelaskan alasan mengapa tidak memenuhinya. Inilah vang
disebut dengan comply or explain. Konsep ini telah diterapkan di
Singapura, Australia dan beberapa negara lainya, terutama
berkaitan dengan upaya perseroan untuk melakukan go-publik.

b. Penerapan prinsip GCG secara mandatory dalam arti bahwa
prinsip-prinsip GCG dituangkan dalam aturan-aturan tertentu
vang berkaitan dengan rencana suatu perservan, seperti dalam
aktivitas perseroan yang telah lishmg di bursa, Konsekuensinya
adalah apabila suatu perseroan tidak melaksanakan atau tidak

14 Busyra Azheri “Pembangunan Hukum Persernan vang Berlandaskan
pada Frinsip Ciowuf Corpormie Craveramice”
I:thp__.'_n'eimm.]l.|_|k,.'ln'il.lmharl.ac.i.d."mediu'l."pﬂpt'r."ﬁ"mlﬂl'-uﬁ'g-'ﬁ.Pdf Dhakses tanggal 25
Pebruari 2012 pukul 2135 WIB
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memenuhi aturan yang ada, maka perseroan itu dikenakan
sanksi

Dari kedua konsep ini, bila kita kaitkan dengan konteks
Indonesia, maka vang diterapkan adalah  konsep mardatory.
Penerapan konsep ini dapat kita lihat berdasarkan sektor usaha,
sepertt ketentuan pasar modal, Jembaga perbankan dan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN). Kenyataa ini berseberangan dengan
pendapat Indra Surya dan Ivan Yustiavandana'™ vang menyatakan
Bahwa pada dasarnya, penerapan prinsip-prinsip GCG  Hdak
Bersifat imperatif. Menurut mereka pengertian lain dari penerapan
-prnsip GUG oleh perusahaan merupakan sebuah pilihan dalam
menjalankan kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan GCG lebih
merupakan suatu etika bisnis dibandingkan suatu keharusan dalam
penerapannya (mandatory). Penerapan prinsip-prinsip tersebut lebih
banyak digantungkan pada kebutuhan perusahaan itu sendiri untuk
menciptakan tata kelola perusahaan vang baik.

Adapun alasan mendasar perubahan dari sebuah pilihan
menjadi sebuah kewapban adalah kelangsungan dunia usaha itu
sendiri serta kepenlingan pemegang saham vang tidak dapat
diabaikan. Tegasnva, dalam hal teradi persinggungan antara
kepentingan perusahaan dengan kepentingan masyarakat luas
(publik), maka penerpapan prinsip-prinsip GCG tersebut harus
dibuat memjadit suatu keharusan {numdatory). Keharusan tersebut
mengimplikasikan  penjabaran  prinsip-prinsip GCG ke  dalam
peraturan perundang-undangan. Implementasi prinsip-prinsip GCG
menjadi lebih efektif. Perlindungan terhadap kepentingan vang
lebih luas menjadi salah satu pendorong utama pentingnya regulasi
tersebut.

Ada beberapa prinsip GCG yang mesti diperhatikan apabila
hendak  dijabarkan ke dalam  bentuk peraturan  perundang-

" Indra Surya dan Ivan Yustiavandana. Peerapan Gond .., Op. Cit.. him
WR-1110
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undangan. Menurut OECD (Organization for Economic Cooperatas
and Developmment) prinsip GCG dimaksud, vaitu:™
1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham: menss
min  keamanan meloda pendaftaran  kepemilikan,
mengalihkan afau memindahkan saham vang dimiliki,
memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan
secara berkala dan teratur, ikut berperan dan memberikan
suara dalam rapat umum pemegang saham (RUTS),
memilih anggota dewan komisaris dan  dircksi, serta
memperoleh pendistribusian keuntungan perusahaan. .

2 Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham
termasuk pemegang saham asing dan minoritas.

3. Peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan
perusahaan, vaitu dorongan kerjasama antara perusahaan
dengan pemangku kepentingan agar tercipta kesejahteraan,
lapangan kena, dan kesinambungan usaha,

4. Keterbukaan dan transparansi terkait keuwangan, kinera
perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan.
Informasi vang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan
disajikan sesuai dengan standar vang berkualitas tinggl,
Akuntabilitas dewan komisans, yaitu CG menjamin adanya
pedoman strategi perusahaan, pemantauan yang efektif
terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris
dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan
dan pemegang saham.,

Secara umum Geod Corporate Govermance untuk Indonesia

(S5

mencakup terutama prinsip-prinsip pokok: trasparansi, akun-
tabilitas, _IF.-1|'m.-'55, dan responsibality. Y Prinsip reaponsitality yaitu
kesesuaian dalam  pengelolaan perusahaan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi

¥ Gony Warsono, alal. Covporafe Caceriance Cosrcept el Model Preserming
True Organization Welfare, Yogyakarta: Centre for Good Corporate Covernance
Fakulias Ekonomi dan Bisnis UGK, 2009, hbm. 64-65.
g 17 A ey Gunawan, Meothua! Prograom ., Op. Cid, hlm, TST1L
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sehat." Sementara ity menurut Komite Nasional Kebijakan

ance (KNKG), vang dimaksud dengan prinsip respon-

s dalam GCG yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan
ang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terha-
masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara
smambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan
Pemgakuan sebagai good corporate citizen,

Penjelasan terhadap prinsip-prinsip GCG diatur dalam Pasal
S Keputusan Menten Negara BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 ,
Wt

a= transparansi, vaitu keterbukaan dalam melaksanakan
proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam
mengemukakan imformasi materiil dan relevan mengenai
perusahaan;

b. kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan
dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan
dan pengaruh/tekanan dard pihak manapun yang tidak
sesual  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

c. akuntabilitas, vaitu kepelasan fungsi, pelaksanaan dan
pertangpungjawaban  Organ sehingga  pengelolaan
perusahaan terlaksana secara efeklif;

d. pertanggungjawaban, vailu kesesuaian di dalam pengelo-
laan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan
vang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

e, kewajaran (fairness), yvaitu keadilan dan kesetaraan di
dalam memenuhi  hak-hak  stekeholder  yang  timbul
berdasarkan  perjanpian dan  peraturan  perundang-
undangan vang berlaku.

M Anomme “Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Konsep
Corporate Social Fesponzability (5] dalam Masar Modal”
httpyfyogimitha blogspet.com/ 201 103 prinsip-good-corporate-governance-
Erghtml, Thakzes langgal 29 Janusci 2003 pukul 10,20 WIB
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“Prmsip yang ada pada GCG, terlihat ‘
AOG memil keterka.rtan vang eral dengan CSR. Ada
Eﬂ*ﬂrfan huﬁungan antara GCG dan CSR di mana kedua-duanya
sama penting dan tidak dapat dipisahkan, karena salah satu dani
empat prinsip GCG adalah prinsip responsibility (pertanggung-
lawaban). Menurut lsa Wahyudi dan Busyra Azheri'™ yang
membedakannya adalah dari segi penekanannva saja, kalau CSE
penekanannya  lebih  diberikan  pada  prinsip  responsibility
{pertanggungjawaban) kepada kepentingan stakefiolders-nya. Di sing
perusahaan harus berusaha menciptakan nilai tambah (palie added)
dan produk dan jasanya bagi stakeholders dan memelihara
kesinambungan  dan nilai tambah  vang diciptakan tersebut.
Tegasnya, TSR lebih mencerminkan stakeholders driven comcept,
Sebaliknya, GCG sendiri lebih memberikan penekanan terhadap
kepentingan  pemegang  saham  perusahaan  (shareholders) vang
didasarkan pada prinsip firness, transparency, dan accountability.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka GCG lebih mencerminkan
sharefiolders driven concept,

Senada dengan pendapat Isa Wahyudi dan Busyra Azheri,
menurut  Supome  sebagaimana  dikutip Edi Suharto'*  ada
perbedaan mendasar di antara keempat prinsip tersebut. Tiga
prinsip pertama cenderung bersifat shareholders-driven, karena lebih
memerhatikan kepentingan pemegang saham perusahaan. Sebagai
contoh, fairness bisa berupa perlakuan yang adil terhadap pemegang
saham munoritas; fransparency menunjuk pada penvajian laporan
keuangan yang akurat dan tepat waktu; sedangkan acconntability
diwujudkan dalam bentuk fungsi dan kewenangan Rapat Umum
Pemegang  Saham, komisaris, dan  direksi  yang  harus
dipertanggungjawabkan,

 laa Wahyudi dan Busyra Azhers. Corpovnde Social . Op. Cit, him.171.
" Edi Suharto. Pekerpamn Sosinl .., Oy, Cit, him 114,
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SUMNARYD

sementara itu, prinsip responsibility Jebih  mencerminkan
stakeholders-driven, karena lebih mengutamakan pihak-pihak vang
berkepentingan  terhadap eksistensi  perusahaan.  Stakeholders
perusahaan  bisa mencakup karyvawan beserta keluarganya,
pelanggan, pemasok, komunitas setempat dan masvarakat luas,
termasuk pemerintah selaku regulator. Di sini perusahaan bukan
saja dituntut mampu menciptakan nilai tambah (salue added) produk
dan jasa bagi stakholders perusahaan, melainkan pula harus sanggup
memelihara kesinambungan nilai tambah vang diciptakannya itu.

Berpijak pada konsep menciptakan nilai tambah {oalue added)
bagi stakehiolders, maka prinsip responsibility dalam GCG melahirkan
gagasan  Corporate Social  Responsibility  (CSR)}  sebagai  wujud
tanggung jawab sosal perusabaan dalam kehidupan masyarakat,
Sebagai gagasan CSR, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada
tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai
perusahaan (corporate value) vang direfleksikan dalam  kondisi
keuangannya (finencial), tetapi tanggung jawab perusahaan harus
berpijak pada triple bottom {me. Hal ini didukung dengan fakta di
mana  kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin  suatu
perusahaan  untuk  tumbuh  secara  berkelanjutan  (sustainable),
Keberlanjutan  perusahaan  akan terjamin  apabila perusahaan
memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan di mana perusahaan
melakukan aktivitasnya,

Membicarakan prinsip responsibility merupakan hal vang
. Penting dalam melihat keterkaitan antara GCG dan penerapan CSR
oleh  perusahaan. Salah satu kajian yang menarik mengenai
generapan - prinsip responsibilitas  ini adalah  mengenai
semungkinan adanya pengurangan laba perusahaan  demi
k=pentingan umum. Indra Surya dan Ivan Yustiavandana'
=enyajikan kajian yang dilakukan oleh Einer Elhauge dari Haverd
S Scheol menunjukkan  kemungkinan bahwa pada dasarnya

" Inddra Suryva dan Ivan Yustiavandana, Pereramee Goad . O Cof, Rlm, 104,
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perusahaan tidak sekedar berdin untuk mencari keuntungan
maksimal belaka, dan bahwa secara normatil perusahaan tetap
bertanggung  jawab kepada publik untuk tidak melakukan
perbuatan-perbuatan  yvang akan menimbulkan  kerugian bagi
kepentingan umum,

Mengacu pada penjelasan di atas, bisa dikatakan bahwa
prinsip responsibilitas lebih mengarah pada hal-hal yang berkaitan
dengan pemenuhan kewajiban sosial suatu perusahaan scbagai
bagian dari tatanan kehidupan sosial masyarakat. Direksi dalam
menerapkan prinsip responsibilitas tidak hanya bertugas semata-
mata menjalankan bisnis perusahaan schari-hari membuat laporan
keuangan, mengikub seluruh aturan hukum yang berlaku, tetapi
juga diharapkan mampu memenuhi kehendak masyarakat di
lingkungannya dan memenuhi kepentingan seluruh stakeliolders.

Selain itu, menurut Busyra Azheri'? prinsip responsibilitas
juga mendeskripsikan kinerja pengelolaan perusahaan, mengakui
stakeholders dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan
dengan stakeholders dalam upaya menciptakan  kemakmuran,
menciptakan lapangan  kerja yang didukung oleh kesehatan
finansial, adanya kerja sama antara perusahaan dengan stakeholders
vang sangat membantu  kinerja  perusahaan dan  tindakan
perusahaan  vang bertanggung jawab secara sosial.  Prinsip
responsibiltas harus dipahami oleh perusahaan sebagai suatu
institusi sosial yang berada di tengah-tengah masvarakat. Istilah
dari wujud  prinsip responsibilitas  tersebut  dikenal  dengan
tanggung jawab sosial perusahaan (Cerporale Social Responsibility)

Dewasa ini nampak bahwa kesadaran dunia perusahaan
tentang pentingnya memprakbkkan CGCG dan OSE semakin
meningkat. Implementasi CSR pada dasarnya menerapkan prinsip
respontsibility yang juga menjadi salah satu prinsip pelaksanaan
GCG, sehingga perusahaan yang melaksanakan GOG o sudah

14 Busyra Acheri, Cerporate Socel .. O, Cir, hime 195-196
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scharusnya melakukan pelaksanaan SR, Sebagaimana dijelaskan
dalam Pedoman Umum Good Corporate  Governance Indonesia
khususnya prinsip responsibilitas, di mana dalam pedoman
tersebut dinvatakan, “Perusahaan harus mematuhi peraturan
perundang-und angan serta melaksanakan tanggung jawab terh adap
masyarakat  dan lingkungan schingga  dapat terpelihara
kesinambungan  usaha dalam jangka panjang  dan mendapat
pengakuan sebagai  gond corporate cihizen”, Implementasi  Good
Corporate Governance akan Mmenunjang tercapainya akbvitas CSR
yang dilakukan oleh perusahaan. serta menciptakan nilai tambah
pada produk dan jasa tidak saja bagi shareholders tetapi juga bagi
stakeholders peru m]man

* Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman Unim Op. Cit, him e
i
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TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN SOSIAL

5.1 Kcrm.-ep Dasar Kéadilan Sosial

Keadilan sebagai tujuan utama dari hukum, se
fokus utama dard setiap diskusi tentang hukum. Say
keadilan merup

rirg menjadi
angnya, karena
dkan konsep Yang sangat absirak, sehingga dj
sepanjang sejarah manusia tidak pernah me

vang pasti tenlang arti atay m
dari keadilan, tetapi selalu dipe

ndapatkan gambaran
akna dan ukuran vang scbenamva
ngaruhi vleh paham ataw aliran yang
dianut saal itu Aristoteles's menyatakan  bahwa
keadilan adalah:

uk Lran -l.jﬂri

1) Seseorang lidak melanggar hukum vang berlaku, sehingga
keadilan berarti “lepful”, y

yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan
aturan hukum harus diikuti, dan

2) Seseorang tidak boleh mengambil |e
keadilan berarti persamaan hak (equal).
Pendnpar Aristoteles di atas id
fumuszan orang Romawi Kuno tentan
dengan kata-kata ¢

b dari hﬂkn_'.-m a‘]1lnggu

ak jauh berbeda dengan
£ keadilan yang dinvatakan
ribiere suwm cuigue - memberikan kepada setiap
Hrang apa vang menjadi haknya, kiranya dapat diterima sebaga
pengerhian yang berlaku universg), Menurut Ulpianus: justitin esf

constant et perpetua voluntas ius culifue tribueens - keadilan adalah

™ Munir Fuady, Dinamika Trors o Ot Cit, hilm 93,
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kehendak vang tetap dan yang tak ada akhirnya untuk memberikan
pada setiap orang apa yang menjadi haknya; dan juris pralsept sunf
hoee, honeste pivere,  alterum non jeedere suum cuique  tribuers —
peraturan dasar hukum adalah hidup dengan patut, tak merugikan
orang lain, memberikan pada orang lain apa vang menjadi
bagiannya.'"

Rila ditinjau dan etika bisnis, keadilan adalah merupakan
salah satu prinsip dari etika bisnis, Senada dengan rumusan di atas,
prinsip ini menmuntut agar kita memperlakukan orang lain ses1a
dengan haknya. Hak orang lain perlu dihargai dan jangan sampal
dilanggar, persis seperti kita pun mengharapkan agar hak kita
dihargai dan tidak dilanggar."* Atas dasar prinsip tersebut, ada tiga
ciri khas vang selalu menandai keadilan, yaitu keadilan tertuju pada
orang lain {oHier directedness), keadilan harus ditegakkan, dan
keadilan menuntut  persamaan {equality).** Ciri  pertama, other
direciedness menunjukkan bahwa masalah keadilan hanya muneul
dalam konteks relasi antarmakhluk sekurang-kurangnya dua pihak
atay orang Keadilan harus ditegakkan adalah identik dengan
menegaskan bahwa keadilan bersifat mengikat terhadap hak orang
lain. Ciri ketiga, persamaan (equality] berarh memberikan kepada
setiap orang apa yang menjadi haknya, tanpa kecuali.™

ladi, menurul Franz Magnis Suseno™™ prinsip keadilan
mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang
sama terhadap semua orang lain yang berada dalam situasi yang

i Lihat Tom Gumadi, Sistent Prrekonomian Menirirt Parcasile dan LILITY 45
Bandung: Angkasa, 1985, hlm. 149 Lihat juga Peter Mahmud Marzukd. Meredition
Hukwme, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, him. 5% dan Paul Schelten. D
Ciructuir Der Rechiswehenschap, atau Stewktur Hone Hukim, Ter). B, Ared Sidharta,
Bandung: Alumni, 2005, him. 5¢

s g Sy Koral, Elike Bisns .. Op, Cif., him. 75.

W K. Bertens. Pesgantar Etika . Op- Cit., hlm. 87-88.

v L Sinuor Yosephus. Efika Branis: ., Op. Cil , him. 171

w0 Frane Magnis Suseno, Btk Dasar Masaluf-masaalr Pokak Filsafiet Maral,
Yiggvakarta: Kanisius, 1987, him. 132-133
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sama dan untuk menghormati hak semua fihak yang bersanghkutan.
suatu perlakuan yang tidak sama adalah tidak adil, kecuali dapat
diperlihatkan mengapa ketidaksamaan dapat dibenarkan (misalnya
karena orang itu tidak membutubhkan bantuan). Suatu perlakuan
yang tidak sama selalu perlu dibenarkan secara khusus, sedangkan
perlakuan yang sama dengan sendirnya betul kecuali terdapat
alasan-alasan khusus. Secara singkat keadilan menuntul agar kita
jangan mau mencapai tujuan-tujuan, lermasuk vang baik, dengan
melanggar hak seseorang.

Prinsip keadilan pada dasarnya mau menjamin bahwa
semua orang dan kelompok masyarakat memperoleh peluang vang
sama untuk ikut dalam proses pembangunan dan kegiatan-kegiatan
produktif serta ikut dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
Berdasarkan makna keadilan tersebut, maka menurut A. Sonny
Keraf'™ di dalam keadilan menuntut:

1. Adanya perlakuan yang sama bagi semua arang dan
kelompok  masyarakal dalam  proses  pembangunan,
khususnya  dalam  berpartisipasi  melaksanakan  dan
memnkmati hasil pembangunan dan mempunyai akses
terhadap peluang dan sumber-sumber ekonomi, termasuk
sumber daya alam. Peluang dan akses itu harus terbuka
secara sama bagi semua orang dan kelompok.

Adanya distribusi manfaat dan beban secara proporsional
antara semua orang dan kelompok masyarakat. Manfaat
dan beban itu harus proporsional dengan peran dan
kontribusinya dalam proses pembangunan, Maka, adalah
adil bahwa ada vang mendapatkan manfaat lebih daripada
vang lain, sejauh dijamin peluang dan akses tefah dibuka
secara sama bagi semua orang dan semua kelompok
masyarakat,
i Adanya peluang sama bagi generasi yang akan datang
untuk memperoleh manfaat secara sama atau  proporsi-

fud

¥ A, Sonmy Keraf, Efikn Lingkungnn Hidup. Jukarta; Kompas, 2000, hlm, 203-
=
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onal dari sumber daya ekonomi vang ada. Keadilan juga
menyangkut keadilan antargenerasi untuk  menikmali
tingkat kehidupan vang relatif sama dengan generasi
sekarang

4. Agar kerugian akibat proses pembangunan harus bisa
ditebus atau dikompensasi secara seimbang atau pro-
porsional  baik oleh negara ataupun kelompek  vang
menimbulkan kerugian tersebut

Dilihat dari jenisnya, keadilan dapat diklasilikasikan ke

dalam dua kategori, yaitu keadilan formal, dan keadilan substansial,
Menurut Munir Fuady,' keadilan formal {formal justiee) adalah
keadilan yang terbentuk karena memperlakukan kasus yang sama
dengan cara vang sama, sedangkan untuk kasus yang berbeda
diberlakukan secara berbeda pula. Di sisi lan, yang dimaksud
dengan  keadilan substansial (substantual justice) adalah bukan
sekedar penerapan hukum yang sama bagi orang dalam kualifikasi
yang sama dan berbeda bagi orang dalam kualifikasi berbeda, itu
hanyalah keadilan dalam arti formal saja. Suatu keadilan yang
substansial mempersoalkan hukum yang akan diterapkan tersebut
memang sudah adil. Karena itu, keadilan belum tercapat meskipun
hukum vang secara substantif tidak adil tersebut telah diterapkan
sama terhadap orang dalam kualifikasi vang sama.

Selain dikenal adanva keadilan formal dan  keadilan
substansial, Aristoteles'™ juga mengajukan dua konsep keadilan,
yaitu  keadilan komutatif (commudative jushice) dan keadilan
distributif (distributive  justice). Keadilan komutatif menyangkut

¥ hMunir Fuady, Dimmrikn Teers ... COp. Qb hlm. 112-113 Lihat jugs
Mahmutarom. Rekomstruksi Kowsep Kendidon (Sudt Tentang  Perfurdusrgion Kiwfan
Timefuk Pidiowa Terfaden Nymos Menuru! Hikuor [alom, Konstrids Muasyarakal dien
Instrumen Intermasional), Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2UH1G,
him. 37-38

v yudi Latif, MWegmen Parguioms Holorsles, Restorilitas, dm Altunlitas
Panesila, lakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 553, Lihat juga B. Arief
Sidharta, Mewunssen Tentimg Peegermbangan Fhekum, fnea Hukiem, Tenrt Hukinm, dan
Felsafat Hukum Bandung Refika Aditama, 2009, him. 83-84
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keadilan dalam harga pertukaran, bahwa ha rga yvang adil {fusf price)
adalah tingkat harga yang memberikan kepada produsen setiap
komoditi, hasil yang sesuai dengan kedudukan sosial berdasar
profesi  dan  keahliannya. Keadilan distributif menyangkut
pendapatan yvang cukup layak bagi setiap orang. Menurut Gunardi
Endro,'® prinsip keadilan distributif menuntul  strukbur  dan
peraturan dibentuk sedemikian sehingga memperlakukan semua
subjek secara sama atau proporsional (sebanding) dalam kaitannva
dengan objek. Itulah sebabnya Aristoteles menyebut keadilan
distributif sebagai suatu spesies dari kesebandingan.

Menurut  Aristoteles  sebagaimana dikutip oleh Munir
Fuady,'™ keadilan distributif  diartikan sebagai suatu tindakan
memberikan setiap orang apa yang patut didapatnya atau vang
sesuai dengan prestasinya, yang merupakan pekerjaan yang lebih
banyak dilakukan oleh badan legislatif. Secara teoretis dapat
dikatakan bahwa keadilan distribulif sebenarnya merupakan tempat
berpijak dari apa vang disebut dengan keadilan sosial. Konsep
keadilan distributif sendiri pertama sekali dipopulerkan oleh filsuf
besar Aristoteles. Menurut O, Noto Hamidjojo* justitia distributif
adalah keadilan yang menyangkut perhubungan publickrechtelijk
dalam masyarakat negara. Keadilan ini dikenakan dalam
pembagian bebanbeban sosial, fungsi-fungsi dan kehormatan
publik. Ukuran untuk pembagiannya oleh negara kepada warga
negara ialab proporsionalitas, Misalnya vang pandai dan cakap
diangkat menjadi hakim, anggota pemerintah dan sebagainya sesuai
dengan kecakapan dan jasanya.

" Cumardi Endro. Redefivisi Bisnés  Sunlu Pemggalion Elie Kewtammn
Arestteles. 1 [l |akarta: Pustaka - Binaman Mressindo, 1999 him. 153

" Munir Fuady. Dinemika Tears ., Op, Cit. hlm. 111

0 Noto Hamidjojo, Sowl-saad Pokak Falseant Hickum Salatiga; Griva Medis,
2011, him, 123, Dakatakan olel Wirwan, Bonflik dan Monajeeen Korflik, Teors,
Apliknsi, aien Penelition. |akarta: Salemba Humanika, 2010, him. 33, bahwa jika
pembagian (barang dan jasa) oleh negara dilabukan secara tdak adil, maka kontlik

bisa timbul ﬂ
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Bertolak dari adanva pembagian nikmat, beban dan fungsi
sosial oleh negara inilah yang menurul Bur Rasuanto'™ dalam
literatur, keadilan distributif sering juga disebut sebagai keadilan
sosial, Meski istilah tersebut tidak kelinu, tapi perlu diberi catatan
bahwa keadilan sosial bukan sekadar masalah distribusi ekonomi
saja, melainkan jauh lebih luas, mencakup keseluruhan dimensi
moral dalam  penataan [_‘iﬁliiik. ekonomi, dan semua aspek
kemasyarakatan vang lain. Masalah pokok keadilan sosial adalah
pembagian nikmat dan beban dalam masyarakat yang oleh Brian
Barry dirangkum dalam tiga kelompok, yaitu ekonomi (uang)
politik (kuasa), dan sosial (status)

Kesalahan dengan menvamakan antara keadilan sosial
dengan keadilan distributif ini juga dicermati oleh Suteki,*™ bahwa
masih banvak orang mengartikan keadilan sosial sekadar keadilan
distributif. Padahal, disitu terdapat perbedaan cukup mendasar
antara keadilan sosial dengan keadilan distributif. Pada konteks
keadilan distributif lebibh banvak diarikan sebagai keadilan dalam
pembagian harta masyarakat kepada individu atan kelompok.
Sebaliknya, keadilan sosial dalam arti luas adalah sebuah keadaan
vang memungkinkan setiap individu dan  kelompok dalam
masyarakat bisa berkembang maksimal. Perbedaan berikutnya,
dalam keadilan distributif tekanan sangat dominan pada individu.
Scbaliknva, dalam keadilan sostal tekanan individu diletakkan
dalam dimensi sosial atau komunalnya.

Di samping jenis-jenis keadilan sebagaimana diuraikan di
atas, keadilan juga dibedakan antara keadilan individual dan

¢ Bur Rasuanto, Keadilim Sestal Pondosgon Deontalogis Raudds dan Haberenis
Dhia Tevrt Falsafel Polibik Modern. Jakarta: PT. Gramedia Pusataka Uama, 2005, hlm,
f,

o Suteki, Rekorstrcks Poliek Hakion Hak Afas Aor Pra Bakyat. Malang. Surya
Mema Ciemnilangg, 2000, Bl 20-21
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keadilan sosial.'® K. Bertens'® membedakan antara keadilan
imndividual dan keadilan sosial, karena di dalam pelaksanaannya
berbeda.  Pelaksanaan  keadilan individual tergantung pada
kemauan atau keputusan satu orang (atau bisa juga beberapa orang)
saja. Hal int berbeda dalam pelaksanaan keadilan sosial, satu orang
atau beberapa orang saja tidak berdaya. Pelaksanaan keadilan sosial
tergantung dan  struklur-struktur masyarakat di bidang sosial
ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Keadilan sosial tidak
terfaksana kalau struktur-struktur masyarakat tidak memungkin-
kan.

Senacda dengan pendapat K. Bertens, menurut Franz Magnis
Suseno, ' keadilan individual adalah keadilan vang tergantung dari
kehendak baik atau buruk masing-masing individu, Pada sisi lain,
vang dimaksud dengan keadilan sosial adalah keadilan vang
pelaksanaannya tergantung dar struktur-struktur kekuasaan dalam
masyarakat  (politk, ekonomi, sosial,  budaya, ideologi).
Membangun keadilan sosial berarti menciptakan struktur vang
memungkinkan pelaksanaan  keadilan. Masalah keadilan sosial
adalah bagaimana mengubah struktur-struktur kekuasaan yang
seakan-akan  sudah  memastikan  ketidakadilan.  Sebaliknya,
ketidakadilan sosial oleh Magnis Suseno dalam  Budiono
Kusumohamidjojo'™ discbutnya ketidakadilan struktural, karena
ketidakadilan itu  tidak terjadi karena lahir dad  kebebasan

* Menunat Cheng Bosadh, Clee Yadie Hickoen, Ekidogr afor Keodidon Sosial dolam
Peremungan Femkoran {Filsafatl Hubuer, Yogyakarta: Thafa Media, 2002, hlm. 108,
istilah keadilan sostal sebagal suatu frasa berasal dan berjemahan dari istilah
Ingegris saow fustice. Istilah ini pertamas kali digunakan oleh seorang pendeta Sieilia,
Luigi Taparelli d'Azeglio tahun 1840 dan dipopulerkan oleh Antondo Rosming
Serbati pada tahun 1844 John Stuart Mill menggunokannva 13 tahun kemuodian,

1" K. Bertens., Pengonber BEddkn . i, O, hlm, 92,

' Franz Magnis Susena. Kwasa dos Moral. Jakarta: Gramedia Pastaka Utama,
19495, hlm 44-45.

™ Budione Kusumohamidjojo, Pilsafat Hukban Problemokk Kefertibon yang
Adil. Bandung: Mandar baju, 2001, him. 151,
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individual, melainkan karena paksaan struktural masyarakat yvang
merupakan kenyataan objektif, Masalah keadilan sosial adalah
masalah ketidakadilan struktural {dan masalah struktural adalah
masalah objektif),

Terkait dengan persoalan ketidakadilan sosial ini Budiono
Kusumohamidjojo™* mengatakan sejarah dunia memperlihatkan
bahwa hukum positift pada uvmumnya bdak memadai untuk
mengatasi  ketidakadilan struktural. Faktor itulah juga vang
mendorong Karl Marx menganjurkan revolusi proletar ketimbang
mengusahakan keadilan struktural melalui proses legislasi. Logika
dari Marx adalah tidak ada.orang yvang sudah hidup scnang cende-
rung berbagi kesenangan dengan yvang hidupnya tidak senang.
Berbeda dengan pendapat Marx, Franz Magnis Suseno tidak
menganjurkan revolusi untuk mengatasi ketidakadilan struktural,
melainkan mendorong  peruangan kaum  korban  ketidakadilan
struktural itu sendiri.

Masih menurut Franz Magnis Suseno'™ orang vang karena
kemiskinannya tidak mendapat pendidikan yang baik, tentu sering
akan diperlakukan dengan tidak adil. Seorang buta huruf secara
struktural dalam masvarakat moderen tidak dapat berbuat apa-apa,
Mengusahakan keadilan sosial dengan demikian berarti mengubah
atau seperlunyva membongkar struktur-struktur ekonomis, polits,
sosial, budava, dan ideologis yang menyebabkan segolongan orang
tidak dapat memperoleh apa yang menjadi hak mereka atau tidak
mendapat bagian vang wajar dari harta kekayaan dan hasil
pekerjaan masyarakat sebagai keseluruhan,

Mada kenyataannya, pelaksanaan keadilan sering tidak
hanya tergantung pada kewajiban, kehendak, kesadaran, serta
kebaikan atau sikap kasthan dan karikatif dan individu vang
disebut dengan keadilan individual, tetapi juga tergantung dan

Irt Budionn Kusumohamadjojo. Fefsafnd Riekaer ., Thid, him 153
5t Franz Magnis Suseno. Enka Poliik .. Op, Ot hlm, 332
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struktur-struktur yang ada dalam masyarakat dan inilah yang
disebut sebagai keadilan struktural. Sebagai keadilan struktural,
maka di dalam upaya untuk mencapai keadilan sosial vang penting
diperhatikan menurut A. Sonny Keraf'* adalah perlunya perubahan
atau pembangunan struktur sosial sedemikian rupa sehingga setiap
anggota atau kelompok masyarakat memperoleh kemungkinan atau
peluang yang optimal untuk mendapatkan apa yang menjadi
haknya. Upaya yang perlu diusahakan adalah kemungkinan atau
peluang yang secptimal mungkin bagi semua orang, Meskipun
demikian, dalam sistem vang membuka peluang yang sama itu,
negara perlu memperhatikan secara khusus nasib dari kelompaok
masyarakat yang secara objektif lemah,

Mengacu pada pendapat di atas, maka Faturrochman'
berpendapat bahwa keadilan sosial mempunyai dua sisi, yaitu
objektil dan subjektif. Keadilan objektif berkaitan dengan kapasitas
untuk  menyesuaikan dengan  standar normatif yang berlaku
schingga bias dan prasangka bisa direduksi seminimal mungkin. Di
sini ketentuan distnibusi ataupun prosedur sesuai dengan norma
vang dapat diterima oleh semua pihak. Pada sisi lain, keadilan
subjektif berkaitan dengan kapasitas distribusi ataupun prosedur
untuk membangkitkan penilaian keadilan oleh pihak-pihak vang
terkena norma tersebut. Pada sisi objekbf keadilan diukur
berdasarkan pada norma yang berlaku, sedang pada sisi subjektif
prinsip keadilan dinilai menurut pendapat individu. Keduanya
bersumber pada aspek yang lebih tinggi lagi, vaitu pada tatanan
muoral.

Keadilan sesial menurut Mubyarto'™ merupakan suatu

keadaan suasana kehidupan masyarakat di mana setap warganya

" A. Sonny Kerat. £1ikin Hisnis . Op. Git, him, 104,

% Faturochman  Kewdilen dalam  Perspektif  Psikofogi Yopyakarta; Unit
Publikasi Fakultas Psikologi UGM dengan Pustaka Pelajar, 2002, him. 21-22.

= Mubyacto. Ekoroen Poncnsida: Gayasan dan Kemunghbinmr, lakarla: PT
Pustaka LIP3ES Indonesia, 1993, him. 63 w
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merasa aman dan tenteram, lahir dan babn, karena prinsip-prinsip
keadilan yang dianggap berlaku dan disetujui masyarakat yang
bersangkutan, diakui dan dilaksanakan secara tertib oleh seluruh
anggota masyarakat. Meskipun semua aspek keadilan (keadilan
hukum, politik, sosial, dan ekonomi) dianggap sama-sama penting,
namun kita merasakan adanya kaitan yang amal eral antara
Leadilan sosial dan keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi yang
berupa akses pada pemenuhan kebutuhan materi bagi suatu bangsa
yang masih miskin dan terbelakang, jelas paling menonjol
peranannya. Keadilan ekonomi menyangkut masalah pembagian
rezeki, vaitu pembagidn pendapatan atau kekayaan di antara
anggota-anggota masyarakat.

Penekanan pada aspek keadilan ekonomi di dalam keadilan
sosial ini juga disampaikan oleh Dirijarkara sebagaimana dikutip
Slamet Sutrisnol® yang menyatakan bahwa keadilan sosial adalah
perikemanusiaan sepanjang dilaksanakan dalam satu bidang, yakmni
ekonomi atau penyelenggaraan perlengkapan dan syarat-syarat
hidup kita sepanjang hidup ity tergantung dari barang-barang
materiil. Hal vang sama juga dikemukakan oleh Bagir Manan,!™
vang mengatakan bahwa keadilan sosial harus mencakup segala
segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun
harus diakui bahwa keadilan ekonomi merupakan faktor yang
sangat menonjol dalam bentuk kewajiban negara dan pemerintah
untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

1 Glamet Sufrisno. Filsafet dan Jdeclogr Pancasiia.. Yogyakarta: Andi, 2006,
him, 77,

4 Bagir Manan, “Peranan Hukum dalam Pergeseran Nilai Sosial Budaya
Masyarakal Memasuki Era Reformasi™ sakalah. FISIP Unpad, 1999, hlm. ¥
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52 Keadilan Sosial Berdasarkan Nilai-nilai Dasar Pancasila

Pemahaman terhadap keadilan tentu harus didasarkan pada
pemahaman dan perasaan  keadilan di mana masyarakat itu
bermukim. Janedji M Gaffar sebagaimana  dikutip Limar
Sholehudin® menvatakan dalam konteks Indonesia, keadilan yvang
dianut adalah keadilan sosial, vaitu keadilan bagi seluruh rakyat
serta sesuai dengan konteks sosial masyarakat Indonesia. Keadilan
sosial merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia
sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan konstitusi UuD 1945
yang secara eksplisit menyebutkan  tujuan  negara “hendak
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”, Ini dapat berarti,
keadilan sosial merupakan pegangang pokok yang harus menjadi
acuan bagi setiap rezim politik yang memegang tampuk kekuasaan
di bawah konstitusi tersebut,

Berdasarkan penjelasan UUD NRI 1945, Pembukaan uup
1945 mengandung empat pokok pikiran. Menurut Yudi Latif,"™ dua
dari empat pokok pikiran tersebut terkait dengan keadilan sosial.
Pokok pikiran pertama menyatakan, "Negara yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh  rakyat Indonesia®. Pokok piliran ini
mengandung pengertian bahwa persatuan nasional sebagai wahana
untuk melindungi segenap bangsa dan tanah air mensyaratkan
perwujudan keadilan sosial. Pokok  pikiran kedua menyatakan,
“Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia” . Berdasarkan pokok pikiran ini, negara mengemban misi
mewujudkan keadilan sosial sebagai basis legitimasimya.

Selain dalam konstitusi UUD 1945, istilah keadilan sosial
bahkan merupakan istilah yang dipakai dalam sila kelima dari

i Umar Sholehudine Hukwon dan Keafilan - Masyarabiet  Perapeklifl - Kijran
Sosioligi Hukem. Malang: Setara Press, 2011, hlm. 156-157
1w Yy Latif, Negorn Pardpairaa .., Op. Cit., hlm, 534
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Pancasila, vaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Menurut Suparnyo'™ keadilan sosial dalam sila kelima Mancasila
mengandung arti bahwa keadilan sosial menghendaki adanya
kemakmuran vang merata di antara seluruh, bukan merata yang
statis, melainkan merata vang dinamis dan meningkat. Artinya,
seluruh kekayaan alam Indonesia, seluruh potensi bangsa diolah
bersama-sama menurut kemampuan dan bidang masing-masing,
untuk kemudian dimanfaatkan bagi kebahagiaan yang sebesar-
besarnya bagi seluruh rakyat.

Keadilan sosial menurut Ir. Soekano'™ mengandung makna
masyarakat adil dan makmur. Masyarakat yang digambarkan
scbagai tata tentram kerta raharja. Masvarakat vang hidup tertib,
adil dan makmur, Menurut Soekarno, keadilan sostal ialah suatu
masvarakal atau sifat suatu masvarakal adil dan makmur,
berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada
penindasan, tidak ada penghisapan,.., semuanya berbahagia, cukup
sandang, cukup pangan, “gemal ripah loh finaw, tata tendram kerfa
raharia”.

Sebagail pencetus Pancasila, cita-cita keadilan sosial pada
Sockarno amat eksplisit. Menurut Bur Rasuanto,'™ paham keadilan
sosial Bung Karno harus dimengerti sebagai paham seorang
nasionalis yang dipengaruhi pemikiran Marxisme. la melihat akar

dominasi Barat pada paham individualisme liberal yang politik

Supamyo. Corperate Socml Besponsiindity Teori don Prabide. Semarang:
Badan Menerbit Universitas Diponegorn, 2010, him. 193-194.

M Otong Rosadl, Que Vadis ., Op Cif, b, 109-100. Menurut AM.
Kadarman sehagaimana dikutip Trisoko 5. “Corpofate Social Responsibility,
Perwujudan bisnis bermuatkan Milad-nilas Fancasita™ hip
breathdjustiop word press.com [ 2001 [ 4 f 17 -:'I1r[y_1’_.]h--_—_h_5yi-l|-rl'hﬁ_ln-ﬂj,&]_ily_':
;._*1.'_#_-.-.'uﬂﬂmn_l..i-lgl."nnugtk.m-::llﬂ-l]l_lﬂ-p:!nm:ll_.._i,' Traksps tangeal 19 fanuai
3012, Pukul 1037 WIB, pelaksanaan asas keadilan sosdal harus miemghasilkan
suasana kedamaian sosial, vaity keadaan damai karena merasa diberakukan socara
adil

17 Bur Rasuanto. Eeaditan Sosnd -, Op OiL, Wlme 2006,
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melahirkan demokrasi parlementer Barat, ekonomi melahirkan
kapitalisme, vang kemudian menurunkan imperialisme atau
kolonialisme. Keadilan sosial inilah protes kita vang paling hebat
kepada dasar individualisme, kata Soekarno dalam pidatonya kelak
di muka sidang BPUPKI di tahun 1945,
Gambaran negara  berkeadilan  sosial  atau  sosialisme
Soekarno, yaitu negara vang di dalamnya tiada eksploitasi manusia
oleh manusia, tiada eksploitasi pula manusia oleh negara, tiada
kapitalisme, tiada kemiskinan, tiada perbudakan, tiada wanita vang
setengah mati sengsara karena memikul beban yang dobel ... 7
Gambaran tentang negara berkeadilan sosial vang dikemukakan
oleh Soekarno imt tidak jauh beda dengan art dan makna dari sila
Keadilan Sosial bagi Seluruh Hakyat Indonesia dalam Pancasila
vang disampaikan oleh Retno, yaiha!™
I, Kemakmuran vang merata bagi seluruh rakyat dalam art
dinamis dan meningkat.

2 Seluruh kekayaan alam dan sebagainva dipergunakan bagi
kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing.

3. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masvarakat dapat
bekerja sesuai dengan bidangnya.

Penerimaan P"ancasila menjadi milik bersama sebagai dasar
negara membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-
kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara terutama

" Bur Rasuanto: Keadilioe Seanal o [ndl . hlm. 208,

" Retno, “Makna Sila-Sila Pancasila®, htpy) kharanna32 word press.com
LTS 16/makna-sila- sila-pancasila’ Diakses tanggal 1 Mel 212, pukul 2036
WIB. Datinjau dan perspektsf hukum, menurut Muhamad Erwin, Filsafer Hukim
Feflekst Bretis Terhadinp Hukum. [akarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011, him. 2B4-
287, sila keadilan sesial bag seluruh rakyat Indonesia memiliki cita hukum
{rechtsidee) babwa keadaan vang dihadirkan oleh hukum Indonesia itu hendaknya
dapal diakses oleh seluruh lapisan masvarakal Indonesia termasuk kepada anak-
anak, perempuan, penyandang cacal, masvarakat suku terasmng pembela HAM
dan para pesgung=
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dalam politik hukum nasional. Menurut Agus Wahyudi,'™ dan
Pancasila dasar negara itu lahir sekurang-kurangnya empat kaidah
penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara
lainnya.
Pertama, kebijakan umum dan poliik hukum harus tetap
menjaga integrasi atau keutuhan bangsa baik secara ideclogi
maupun secara teritori.
Kedwa, kebijakan wumum  dan  polibk  hukum  haruslah
didasarkan pada upava membangun demokrasi (kedaulatan
rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus.
Ketiga, kebijakan uwmum  dan  politik  hukum  haruslah
didasarkan pada upava membangun keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukanlah  penganut
liberalisme, tetapl secara ideologis menganut prismatika
antara individualisme dan kolekbtivisme dengan titik berat
pada kesejahteraan umum dan  keadilan  sosial.  Ttulah
sebabnya dalam pembangunan sosial dan ekonomi  kita
menganut ekonomi kerakyatan, kebersamaan, gotong royong,
dan toleransi sebagaimana ditegaskan prinsipnya di dalam
Pasal 33 dan 34 UUD 1945, Keadilan sosial adalah keadilan
vang diciptakan melalui penciptaan struktur-struktur vang
adil oleh negara sehingga kesenjangan antara yang kuat dan
yang lemah mengecil secara lerus menerus.
Keempat, kebijakan umum dan polibk hukum harustah
didasarkan pada prinsip  toleransi  beragama  yvang
berkeadaban,
Bertolak dari keempat kaidah penuntun dalam pembuatan
politik hukum dan kebijakan negara di atas dapat dinyatakan

bahwa dalam membicarakan masalah keadilan sosial sebagai tujuan

im Agus Wahyudi, of, o, (Ed). Proceeding Kowgres Poncesile Parcasita dmlar
Berbagas Perspeblif Jakarta @ Sekretanial Jenderal dan Eepaniteraan Mahkamak
Konstitusi, 2008, him. 31-32 Penjelasan tentang hal ini juga dapat ditemukan dalam
Mok, Mahfud MD. Merbogun Polink Fukeor, Mewgobbore Konstitess, Jakarta
Rapirafindo Persada, 2000, him. 55, Lihat juga Moh Mahfud MD. Konsittes dim
Fiwkpen sdalomy Kimbroversd Jag. fakaria - Rajawali Pers, 2000, him 26-28
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negara  tidak bisa melepaskan  dari keterkaitannya  dengan
keberadaan hukum. Mok, Mahfud MD"” menyatakan bahwa di sini
hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara,
[Jasar pemikiran seperti ini didasarkan pada kenyataan bahwa
negara kita mempunyai tujuan vang harus dica pai dan upaya untuk
mencapal tujuan itu dilakukan dengan menggunakan hukum
sebagai alatnya melalui pemberlakuan  atau penidakberlakuan
hukum-hukum  sesuai dengan tahapan-tahapan  perkembangan
yang dihadapi oleh masyarakat dan negara kita.

Oleh karena itu, menurut Benard L. Tanva sebagaimana
dikutip Otong Rosadi,'™ keadilan sosial vang dipesankan oleh
Pancasila, baik sebagan  cita  hukum (rechibsidee) dan norma
tundamental negara (staatsfundamentalnorm harus menjadi batu uji
bagi pembentukan instrumen hukum di Indonesia untuk mencapai
tujuan negara yang dicita-dtakan. Hukum harus membuka jalan
bahkan menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Jadi baik sebagai cita hukum dan norma fundamental
negara, Pancasila harus menjadi pedoman, pengarah, acuan nilai
dalam pembaharuan (sistem) hukum.

T Maoh, Mahfud MDY Paligk Hukiomr i lndonesin. lakarka: Eajateratindn
Persada, 2090, hlm. 2-3, Menurut Radbruch sehagaimana dikutip Bernand [
Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. Teori Hukum Stratrgi Ternb
Maridsia Lintms Buang don Generast. Surabava: ©V Kita, 2007, hlm.[51, hukam
sebagal pengemban nilai keadilan menjadi wkuran menfadi adil idak adilnya tata
hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dan hukum sebagai
hukum

™ Otong Rosadi, Quo Vadis ., Op. Cit, him. 45. B.Arief Sidharta, Memu
Hukum [ndonesia. Bandung - Fakultas Hukom Universitas Katofik Parahyangan,
2000, him. B5, dalam hal ini menjelaskan bahwa cita hukim Pancasils vang, berakar
dalam pandangan hidup Fancasila, dengan sendirinya akan mencerminkan tupuan
menegara dan nilai-nilai dasar vang secara formal dicantumkan dalam Membukaan,
khususnya dalam ramusan lima dasar kefilsafatan negard, dan dijabarkan lebih :
lamjut dalam pasal-pasal Batany Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebui ﬂ
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Menurut Ria Casmi Arrsa'™ penempatan Pancasila sebagai
Staatsfundamentalnorm pertama kali disampaikan oleh Notonagoro.
Pancasila dilihat sebagai cita hukum (rechisider) merupakan bintang
pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif
adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat
digunakan untuk menguji hukum positif. Ditetapkannya Pancasila
sebagai staptsfundamentalnorm, maka pﬂnil.h.‘l'll."l.lkﬂn hukum,
penetapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-
nilai Pancasila. Pendapat ini sama dengan apa yang dinyatakan oleh
Zainuddin Al bahwa Pancasila sebagai asas dan cita hukum
{rechtsider) menjadi bintang pemandu (leitstern) bagr UUD 1945, bagi
undang-undang, dan bagi peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai sumber hukum tertinggi, maka berdasarkan teori
Stufinbeu Hans Kelsen kedudukan Pancasila diposisikan sebagai
norma dasar atau gremdrorm, Menurut Kelsen sebagaimana dikutip
Marsillam Simanjuntak,'! greodnerm adalah suatu hipotesis awal
yang tidak bisa tidak harus lebih dulu diasumsikan adanya untuk
bisa menerima sahnya (validitas) norma positif lainnya, Suatu
grundnorm adalah suatu norma yang tidak dapat dideduksikan lagi
dari sumber lainnya, suatu norma awal vang keberadaannya dan
kesahannva diasumsikan (vorsusgesetzte atau  presupposed), dan
bukan merupakan bagian dar hukum positif, tetapi merupakan
sumber (vang berada di luar) dan hukum positif

i Ria Casi Arrsa, Dvideotoys Pavicaside (Analiss Erited Pergieblil Sejoral
Hukion Ketalanegarann fndovesin). Malang: UB Mress, 2011, hiem. 117,

0 Faineddin Al Fifsafad Hubim, Jakacla: Sinar Grafika, 206, him. 124,
Gidharta dalam Anthon F. Susanto, Wma Hokuw Moo Sistematiks Fordast Fifsaad
Pengembangan Twn Hikum fiedmiesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm HH-
265, menjelaskan balwa Pancasla menjadi bintang pemandu alau feillstern, yang
lapisan-lapisan materinya beess substanz hukum dan tang keranghkanya adalah
pudaya hukum,

M Marsilam Simanjuntak. Megars Defegrodisik, Jakarta: Pustaka Utama
Grafitl, 1994, him, 26-31.
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Menurut Kelsen, suatu kaidah hukum bamu  memiliki
keberlakuannya jika kaidah itu berlandaskan pada suatu kaidah
hukum yang lebih tinggi. Pada hukum muncul gambaran suatu
sistern sebagai suatu penataan hierarkhis kaidah-kaidah hukum,
Hierarkhi peraturan vang demikian disebut stufenbow. Penataan itu
menemukan  titik  akhirnva  dalam  apa  yang dinamakan
"Grundnorm”, kaidah basis vang tidak dilandaskan pada kaidah
yang lebih tinggi. Grindnorm ini berada di luar sistemn hukum,
sehingga keberlakuannya harus diandaikan ' Grundnorm tidak ada
yang menetapkan melainkan diandaikan  sehingga ia  tidak
memerlukan landasan hukum. Grupdrorm sebagai kaidah tertinggd
berada di luar dan melandasi sistem hukum positif.™*

Mengusahakan keadilan  sosial  merupakan salah  satu
kewajiban negara vang paling fundamental. Bagir Manan'™
mengatakan, bahwa bila ditinjau dan konsep negara kesejahteraan
(welfare stale), negara tidak semata-mata sebagal penjaga keamanan
dan ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai pemikul utama
tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahberaan umum,
dan sebesar-besamva kemakmuran rakvat, Pada negara hukum
modern hak asasi sosial berkaitan dengan aspek sosial ekonomi.
Abrar Saleng' sendiri menyatakan bahwa hal yang esensial dalam
aspek sosial ekonomi adalah persoalan keadilan sosial {social justice)

dan kesejahteraan masvarakat.

L Bruggink Rechtsefecties ataw Beflekss Tendong Hukwm Pergerbion-
perigerknn Dasar dwlaen Teort Hubwm {Terj. B Arief Sidhaclal, Bandung: "7, Citra
Aditya Bakti, ZXLL hlm: 151, Likat jugs Bermand L. Tanya. Politik Hikwa . Op. G,
him. 92, Bandingkan pula dengan Hans Kelsen, Essay in Legal ond Moral Phofosopg
atny Mk dan Logibn. Terp B, Aried Sidharta, Bandung: Aluming, 2006, hlm, x.

1 Widodo Thwi Putro, Keilie Terhedap Poradigme Positivisme Hukum,
Yogvakarta: Genla Mublishing. 2011, hlme 44, Likat juga Marna Farida Indrati 5. lmw
II"|.'FI|'rI|||.'|lr£_'-|"|'.'|'llllh'lll.:ll.ll' Tisenas r'i-.l.lllq.:-l_ aan Meters Marten. JId 1, "r'n-!:‘_vn'ln.'ﬂn:a: K.anisius,
2007, Rlm, 46,

™ Bagir Manan., Pelitiv Perundang-wedangan dofam Rongko Mengantisipas
Liberwlizasi Perokonemiinn. Bandar Lampung: FH Unila, 1996, hlm, 15-16

= Alprar Saleng. Fiokume Fertombangan. Yogyakarta: UL Peess, 2004, kil 15,
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Sebenarnya adanya keterkaitan antara keadilan  sosial
dengan kesejahteraan masyarakat ini juga telah lama disampaikan
oleh Soekarno, Menurut Djoko Dwiyanto dan Ignas G. Saksono, '™
dalam naskah pidato si depan Sidang Umum PBB, Sockarno
mengatakan bahwa keadilan sosial punya rangkaian dengan
kemakmuran sosial, karena ia menganggap kedua hal i tidak
dapat dipisah-pisahkan. Benar kata Bung Karno, hanya suatu
masyarakat dapat merupakan masyarakat yang adil, meskipun
kemakmuran ity sendiri bisa bersemayam dalam ketidakadilan
sosial,

Komitmen keadilan menurut alam  pemikiran Pancasila
berdimensi luas. Menurut Yudi Latf'™ peran negara dalam
perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka: 1.
Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasya-
rakatan), 2. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan
kesempatan, 3. Proses fasilitasi akses atas informasi  vang
diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang
diperlukan, dan 4. Dukungan atas partisipasi bermakna  atas
pengambilan keputusan bagi semua orang, Yang dituju dan
gagasan keadilan im juga Hdak terbatas pada pemenuhan
kescjahteraan yang bersifat ekonomus, tetapi juga terkait dengan
usaha emansipasi dalam rangka pembebasan manusia  dari
pemberhalaan terhadap benda, pemuliaan martabat kemanusiaan,
pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.

Membangun dan mengembangkan keadilan sosial pada
dasarnya membangun dan mengembangkan nilai-nilai keadilan
yang dalam konteks Indonesia berdasarkan nilai-nilai  dasar
Pancasila. Suteki® dalam hal ini menyatakan , bahwa apabila

% [Hoko Dwivanto dan [gnas G, Saksono, Fhonwii [ Ssializl Pancasidn Vs
Kapitalice: Milmi-nifai Tradisionad dan Won-Tradisional dntmn Pawcasila, Yogyakarta:
Keluarga Besar Ma thenisme DTY, 2011, hlm, 89,

i gl Latif, Megora Paripased .., O, Cif., hlm. 5A5-58

v ek, Fekomstruksi Poliek ., Op, ik, hime 15
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ditelusuri makna nilai keadilan sosial bersama nilai-nilai dasar
Pancasila, maka nilai keadilan sesial merupakan salah satu nilai
vang dijadikan tujuan dan sebuah sistemn nilai. Pancasila memiliki
nilai-nilai dasar yang bersifal universal dan tetap. Nilai-nilai ifu
tersusun secara hierarkis dan piramidal. Apabila ditimjau dari
stratifikasi nilai dasar Pancasila, nilai keadilan sosial merupakan
nilai puncak piramida dari sistem nilai Pancasila.

Posisi puncak nilai keadilan sosial dalam piramida sistem
nilai Pancasila di atas juga tersitat dari pendapat  Darji
Darmodiharjo'™ yang menyatakan, bahwa sila keadilan sosial
adalah tupuan dari empat sila yang mendahuluinya, merupakan
tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara vang perwujudannya
talah tata masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.
Dikatakan selanjutnva, dalam sila kelima vang berbunyi keadilan
sosial bagi seluruh rakyal Indonesia, terkandung nilai keadilan
sostal, antara lam:

a. Perwujudan keadilan sosial dalam  kehidupan  sosial  atau
kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia;

b. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-
bidang ideologi, politk, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan
pertahanan keamanan nasional {Ipoleksosbudhankamnas):

c. Cita-cita masyarakat adil makmur, matenal, dan spirttual yang
merata bagi seluruh rakvat Indonesia;

d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak

orang lain;

e Cinta akan kemajuan dan pembangunan;

t. Nilai sila kelima ini diliputi dan dijiwai sila-sila 1, 2, 3, dan 4.

Milai keadilan sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia
mengandung makna  sebagai  dasar  sekaligus  tujuan,  vaitu

tercapainya masyarakat Indonesia yvang adil dan makmur secara

1 Lrarp Darmodibarpe. oF o, Smified Povcesila, Surabava: Usaha Masional,
199, K, 46 dan 54

Bt TANGGLUMNG EWLE 05060 PERLSAMAGN DALAK PERSFLETIF KEADILAMN SO518L E

il
119




T souwo

]
)
iz

lahiriah dan batiniah. Menurul Agus Arijanto,"" milai-nilai dasar itu
sifatnya abstrak dan normatif, oleh karena itu isinya belum dapat
dioperasionalkan. Agar dapat hersifat operasional dan eksplisit.
pertu  dijabarkan ke dalam nila instrumental.  Contoh nilal
instrumental tersebut Jdalah UUD 1945 dan peraturan perundarng-
undangan lainnya.

Menurut Manuel Kaisiepo™ dalam UUD 1945 terdapat higa

vang menyanghkut kesejahteraan dan keadilan sosial, baik

-

pasal
yang berupa hak warga negara maupun kewajiban negara terhadap
warganya (Fasal 27 ayat (23, Pasal 33, dan Pasal 34). Pasal 27 ayat {2)
menegaskan bahwa tap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagl kemanusiaan. Pasal 33 dengan
jelas mengatur corak perekonomian Indonesia seperti telah umum
diketahui, dan Pasal 34 menekankan bahwa fakir miskin dan anak-
1nak terdantar dipelihara oleh negara. Gecara lengkap bunyi Pasal 33
dan Pasal 3¢ UUD 1945 adalah sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Perekonomian Jisusun sebagai usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan.

(2] Cabang-cabang produksi yang penhing bagi negara dan
vang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
I'IE"EHI'&.

{(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnva dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakvat.

(4} Terekonomian nasional diselenggarakan berdasar akas
Jemokrasi  ekonomi  dengan prinsip  kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan ling-
kungan, kemandinan, serta dengan menjaga keseim-
bangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,

190 A s Arijanteo. Etiki Bisngs ... (. Cit, himt. ¥

W [fan Masution dap Romoy Agushnus {Temy).  Reshornst Mupcusdi:
Mppdamakan Polifik [dentitns div Maodernitns lakaria Brighten Fress, 2004, him. 191-
192,
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(5] Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal i
diatur dalam undangundang.

Terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (3) di atas, ME'™
mempertestas arti “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” vaitu
berdasar empat tolok ukur: (1) Kemanfaatan sumber daya alam bagi
rakyat: (2) Tingkat pemerataan sumber daya alam bagi rakyat: (3)
Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya
alam; dan (4) Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun
menurun, {artinya  subjek  hukum  perorangan  dan  swasta
dihapuskan). Pengertian “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”
seperti di _atas yang pasti dapat menjadi tolok ukur terhadap
konstitusionalitas  produk-produk legislasi lain, baik & Pusat
maupun di daerah,

Penjelasan terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (4) menurut Sri
Edi Swasono," dengan perkataan “efisiensi berkeadilan™ iy, miaka
“ofisiensi” tertransformasi dari nilai ekonomi-sentris (neoklasikal
liberal) menjadi “efisiensi-sosial” sebagai nilai sosial-ekonoma yang
lebih Juas, ke arah orientasi dan makna secial justice dan social
welfare, yang terkait langsung dengan makna Sila “Keadilan sosial
bagi seluruh rakvat Indonesia”.

Pasal 34

i1y Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh
negara,

{(2) Megara mengembangkan sistim  jaminan spstal  bagi
seluruah rakyat dan memberdayakan masyarakat yang
lemah dan htdak mampu scsuai dengan  martabat
kemanusiaan,

] jhat S Fdi Swasone, "Pancasila, Pasal 33 UUD 1945 Menolak
mlenliboralisme: Masionalisme, Globalisasi, dan Ekonomi Eakyat™. bakalah Bahan
Ceramah untuk BEM Universitas Diponegore. Semarang 21 September 2013, hlm.
24

M G Fdi Swasone, Tancasila dan Tanggungjawab Intelektual Kita:
Pendekatan Teoritis, Akademis, dan Ideologis”. Makalah dalam Kongres Tancasila
Y 2013, UGM Yoegyakarta 31 bei-1 Juni 2003, by, 20

_
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(3] Negara bertanggungjawab atas penyediaan  fasilitas
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang
tavak.

(4] Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal im
diatur dalam undangundang,

Dengan dituangkannya ke dalam pasal-pasal UUD 1945
berarti keadilan sosial sebagai ketentuan-ketentuan dasar yang
menjadi tuntutan sosial konstitusional yang wajib diusahakan oleh
rakyat dan pemerintah. Kita akan melihat bahwa ketentuan waijib
ini merupakan puncak perkembangan kesadaran sosial bangsa kita
yang memahkotal peruangan untuk merdeka.

Menurut  Suteki,™ scbenamya bangsa Indonesia telah
memiliki pedoman  bagaimana melaksanakan keadilan sosial,
khususnya sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia®.
Makna keadilam pada sila kelima Pancasila memiliki pengertian
makna ekonomis yang lebih tajam dibandingkan keadilan pada sila
kedua vang lebih bernuansa spiritual. Pada saat merumuskan ULD
NRI 1945, founding fathers telah meletakkan makna keadilan sosial
itu antara lain dengan memerincinya dalam Pasal 33 ULID NEI 1945.
Kemudian pada tahun 1978 dengan Tap MPR MNe. Il Tahun 1978
tentang Pedoman Penghayatan dan Penga malan Pancasila,' bangsa
Indonesia sechenarnya dapat mengetahui bagaimana secara rinimal
kita memaknai sekaligus melaksanakan sila-sila Pa ncasila melalui 56
butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (1) atau
dikenal Eka Prasetya Pancakarsa meskipun masih sebatas pada
tataran ideologis. Khusus sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia dilaksanakan dengan mengacu pada 11 butir penga malan
sebagai pedoman praktis di dalam pelaksanaannya, yaifu:

e ek Eekonairiksi Politrk ... Oip. CH., hilm. 22,

i Pada tahun 1998, Tap MPR Mo, 11 Tahun 1978 tentang Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila telah dicabut berdasarkan Tap MFR Ne.
SOV Tahkun 1954
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l. Mengembangkan  perbuatan  yang  luhur,  vang

mencerminkan sikap dan suasana  kekeluargaan dan

kegotongroyongan.

Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Menghormati hak orang lain.

Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat

berdin sendin,

. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yvang

bersifat pemerasan terhadap orang lain.

Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifal

pemborosan dan gaya hidup mewah.

. "Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan

dengan atau merugikan kepentingan umum.
Y. Suka bekerja keras.
i Suka mengharga hasil karva orang lain vang bermanfaat
bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama,
11, Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan
kemajuan yang merata dan berkeadilan sosal,

Berdasarkan Ketetapan MFR No. [I/MPR/1978 tentang

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Fkaprasetia

E TR
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Pancakarsa) im, maka di dalam pengamalan Sila Keadilan Sosial
bagi Seluruh Rakyat Indonesia, manusia Indonesia diharapkan
menyadari akan hak dan kewajiban vang sama untuk menciptakan
keadilan sosial dalam kehidupan masvarakaat Indonesia. Terkait
dengan hal ini dikembangkanlah perbuatan vang luhur vang
mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-
royongan. Dh sini perlu dikembangkan sikap adil terhadap sesama,
menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghor-
mati hak-hak orang lain.

Sebagaimana telah dinvatakan sebelumnya bahwa meski-
pun semua aspek keadilan itu penting, namun kita merasakan
adanya kaitan yang erat antara keadilan sosial dengan keadilan dJi
bidang ekonomi. Mengkaji keadilan ekonomi sebagai  bagian
penting dari keadilan sosial tidak terlepas dari penvelenggaraan
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kebutuhan hidup terhadap barang-barang matenil, yang di
dalamnya mencakup penggunaan kekayaan alam dan perlindu-
ngan bagi vang lemah guna mencapai kemakmuran  ataw
kesejahteraan bersama. Keadilan ekonomi kondisi di mana mana
setiap bagian masvarakat bisa tercukupi kebutuhan matenilnya
secara adil dan makmur. Pada konteks tanggung jawab sosial
perusahaan {CSR), upaya vang dilakukan untuk mencapai kondisi
di atas diperlukan adanya program-program yang di dalamnya ada
aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat, kemitraan usaha, dan
program yanyg dilaksanakan secara berkelanputan, Melalui program-
program tersebut dibarapkan kesejahteraan sebagaimana vang
dicita-citakan dalam keadilan ekonomi akan dapat terwujud.

5.3. Elemen Strategis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam
Mewujudkan Keadilan Sosial

Sesual dengan sila kelima dari Pancasila, yvaitu “Keadilan
sosial bagi  seluruh  rakvat Indonesia”, maka p:’:ml::-._mgunan
Indonesia bertujuan untuk mencapar masyarakat vang adil dan
makmur.  Ditinjau  dari  perspektif negara  kesejahteraan,
mengusahakan keadilan sosial merupakan salah satu kewajiban
negara vang paling fundamental.™ Meskipun demikian, i bukan
berarti upava mencapai keadilan sosial hanva menjadi monopoli
urusan dan tanggung jawab negara semata tanpa melibatkan peran
dari unsur lain seperti swasta (duma usaha) dan masyarakat itu
sendiri sebagal sasarannya.

Megara, pelaku bisnis, dan masvarakat merupakan unsur
atau komponen vang sangat penting di dalam proses pembangunan

= denurut Francis i'uLu.:.-'um:l Memperkyat Feran Negara, lakarta: Gramedia,
2005, hlm. 4, upaya menciptakan keadilan sosial mewajibkan kepada negara
urtbrak mulindlmﬁi kaum miskin, rnc'nga.d;lhnn program anhti  Eemiskinan,
banfuan bencana, menyvediskan asurans sosial, redisinbosi dana pensiun,
memberi keringanan pada keluarga, asuransi pengangguran, dan redisteibasi
asek.
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puna mencapai lujuan nasional, yailu masyarakat vang adil dan
makmur. Karena itu, menurul Jimly Asshiddigie™ hubungan
triadik di antara negara {stafe), masyarakat (ol society), dan pasar
(market) ity harus dibangun secara seimbang. Ketiga-tiganya harus
sama-sama diperkuat dan diberdavakan di bawah payung kontrak
sosial UUD negara. Melalui upaya tersebut, ketiganya dapat sama-
sama kuat dan efektif dalam mengembangkan kualitas kehidupan
kolekbf dan peradaban bangsa kita. Secara tungsional, negara,
masyarakat, dan pasar haruslah sama-sama berperan sesuai dengan
kedudukan dan fungsinya masing-masing,

Jika digambarkan,'™ peranan  ketiga ranah negara,
masyarakat, pasar itu dalam membangun peradaban suatu bangsa
dapat dibagi masing-masing 40, 30, dan 30 persen. Sumbangan
pasar (market) dan masyarakat {ciodd society) dalam proses pemajuan
peradaban sama-sama 30 persen. Namun, yang mengambil peran
sebagai dirigen dalam suatu keor adalah negara yang untuk itu
memiliki kelebihan 10 persen dibandingkan dengan masyarakal dan
pasar, sehingga perannva menjadi 40 persen. Di luar perannya
sebagai dirigen, porsi peran negara, masyarakat, dan pasar dalam
kehidupan bersama masing-masing adalah sepertiga. Karena itu,
kemajuan suatu bangsa lidak dapat dicapai dengan hanya
mengandalkan peran negara saja, masyarakat saja, atau pun dunia
usaha saja. Ketiganva hamus berada dalam keseimbangan dan
bersifat saling menunjang satu sama lain.

" Jimly Asshiddigie. Eenstitust Ebonomn ., Op, CiL, him. 377, _
1% [imly Asshiddigie. Kenstfus Ekowmi oo, hlm, 378, -‘_:1:
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Ragaan 4, Peranan Negara, Masyarakat, dan Pasar

Negara

30 %o 30 %y

Masvyarakat Pasar

Sumber; Dikutip dari limly Asshiddigie. Konstitusi Ekonom, Jlakarta:
Kompas, 2010, hlm. 377.

lika dikaitkan dengan kerangka anggung jawab sosial,
gambaran di atas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh A Sonny
Keraf,'™ bahwa para praklisi bisnis mempunyai peranan yang juga
tidak kalah pentingnya dengan negara untuk ikut memjperhatikan
kepentingan pihak yang lemah. Para prakfisi bisnis mempunya
kepentingan  langsung  untuk membangun  struktur  sosial
sedemikian rupa sehingga semua pihak dapat memperoleh apa
yang menjadi haknya, Misalnya, memperluas lapangan  kerja,
memberikan iklim kerja vang baik, menciptakan iklim berusaha
vang saling menguntungkan dengan kelompok kecil dan lemah,
membuka kesempatan pendidikan dan latihan bagi tenaga-tenaga
tidak terdidik dan tidak terampil, dan scbagainya.

Bertolak dari peranan masing-masing unsur di dalam proses
pembangunan tersebut, maka semakin mempertegas bahwa dalam
konteks tanggung jawab sosial perusahaan, korporasi tidak hanva
dituntut untuk sekedar menjalankan program-program CSR yang

e Sonny Keral, ERkn Bigrirs .., Op, Cib, bl 105
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bersifat karikatif dan temporer atau sesaat semata. Di sini, dalam
upaya untuk mencapai harapan masvarakat yang adil dan makmur,
perusahaan dituntut untuk melaksanakan program-program CSR-
nya yang di dalamnya juga memperhatikan aspek-aspek lain, vaitu
pemberdayaan  masyarakal, kemitraan, dan  program  vang
berkelanjutan scbagai elemen  penting dan strategis di dalam
tanggung jawab sostal perusahaan.

Menurut Totok Mardikanto, ™ kegiatan CSE sesungpubnya
merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat vang
dilakukan oleh perusahaan/korporat. CSR bukan sekedar kegiatan
filantrophy atau kegiatan karikatif vang sering dimaknai sebagai
biaya sosial (socel cost), tetapt merupakan investasi sosial (social
raestmient) untuk memberdayakan masyarakat, vang pada saatnya
akan memberikan manfaat tidak hanya bagi masvakat itu sendin,
tetapi juga pada korporat/perusahaan vang melakukannya.

Menurut Mella Ismelina Farma Rahayu, ™ secara etimologs,
pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” ya ng berarti kekuatan
atau  kemampuan. Bertolak dari  pengertian  tersebut, maka

o Twtok  Mardikanto.  “"Pengembangan  CSR/PK-BL  Berbasis
Fenyuluhan/Pemberdavaan Masvarakat”, Majalab Bispis & C5R Edisi Khases 30
Tehaiwe Prof, O, Totok Mordiarto M5 Menpedi Peryuluh. Januvari 20008 hlm, 222

# Mella Ismelina Farma Rahayu “Upaya Pragmatis Pemberdaysan
Masvarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Makalah dalam Seminar
Legal Hermeneutics sebagal Albernatif Kajian Hubuem, di FH Undip Semarang,
tanggal 24 Mopember 2007, him. 4 Hal ini selaras dengan pendapal Soetomo.
Pemlierdigamn Masyarakat Mungkinkah Munc! Antitesisnga ? Wogyakarta: [fustaka
Pelajar, 31, hlm. BE vang menvatakan bahwa unsur utama dan proces
prmberdayaan masyvarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan
kapasttas masvarakat Menurut Subacte dalam Joko Prastowo dan Miftachul Huda
Corparafe Social ..., Op. Cit, him, 77, istilah pengembangan atan pemberdayaan,
sebenamya secara akademik punya substansi yang sama. Ada beberapa frasa lain
vang digunakan untuk mervjuk pemberdayaan masyarakal pamun mempunyal
makna yang kurang lebib sama: commrenity organizing (000, commuonly work,
conpmniity belding, comonity onpacity Biedding, cormrrnety deoelopinent (oideed
armmnity parkicipation,  ecologecally sustainable  devefopment, cmmremity economi
derelopmeit, wsed-baved commanily development, faith-based commrnily deelipmend,
r.lm'mrul'I|.=.'.lr'l.i|.'|',!l.rhlr_|.l dl1\'rﬂllrlrh"Jrr. dan social capibal feeritimn
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pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju
berdava, atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau
kemampuan dan pihak yang memiliki dava kepada pihak yang
kurang atau belum berdaya. Pemberdavaan masyarakat dengan
demikian mengandung pengertian pengembangan masyarakat dar
keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai atau
memiliki dava guna mencapai kehidupan yang lebih baik.

Community development pada hakikatnya merupakan sualu
proses adaptasi sosial budava vang dilakukan oleh industri,
pemerintsh  pusat dan daerah terhadap kehidupan komunitas
lokal @ Tujuan utama pemberdayaan masyarakat/ komurnitas atau
comdey adalaly bukan sekedar membantu atau member1 barang
kepada si penerima, melainkan berusaha agar si penerima memiliki
kemampuan atau kapasitas untuk mampu menolong  dirinya
condiri. ™ Comder ini diyakini merupakan sebuah aktualisasi dan
CSR yang lebih bermakna daripada hanya sekedar aktvitas charity.
Hal ini disebabkan dalam pelaksanaan comder terdapat kolaborasi
kepentingan bersama antara perusahaan dengan komunitas, adanya
partisipasi, produktivitas dan keberlanjutan.™

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas nampak bahwa kata
pemberdayvaan mempunyal maksud dan tujuan vang lebih hakiki
atau mendalam, yakni mempunyai arah ke suatu proses
pemampuan (menjadi mampu), serta lebih memberikan peran atau
fungsi vang lebih besar kepada masyarakat, Berbeda dengan
kegiatan karikatif yang menunjukkan adanya hubungan patron-
klien yang tidak seimbang atau subordinatif, maka pemberdayaan
masyarakat dalam program comden didasari oleh pendekatan yang
partisipatoris, humanis dan emansipatoris. Proses pemberdayaan
mengubah pola relast lama subjek-objek  menjadi subpek-subjek

m Rambang Rudite dan Melia Famiala Etika Fisnis . Op. Cit, him, 234
s Edi Suharto, Pekeran Sasinl .. Op. Cit, hlm. 112
= Jackee Ambadar. C5R delom ... O, o, bl 34
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sehagai prasyarat krusial dalam mewujudkan makna pember-
dayaan secara utuh, Ditinjau dari konteks CSR, korporasi diajak
untuk ikut serta secara aktif mengambil bagian dalam peningkatan
hidup masyarakat, khususnya masyarakat miskin melalui program
community devclopment,

Commurmily development pada wmumnya dianggap scbagai
sarana yang tepat untuk melaksanakan aktivitas CSR. Reza
Rahman®™ menyatakan bahwa dalam praktiknya di lapangan, suatu
kegiatan disebut CSR ketika memiliki sejumlah unsur berikut:

a. Contirafty and sustainability atau berkesinambungan dan
‘_I_}E'rkflnniman merupakan unsur vital dan CS5R. Suatu
kegiatan amal yang berdasar frend maupun insidental,
bukanlah CSR. CSR merupakan hal yang bercirikan pada
fong term perspective bukan imstant, happenming, atau pun
boomiing, CSR adalah suatu mekanisme kegiatan yvang
terencanakan, sistermatis, dan dapat dievaluasi.

b, Community empowerment atau pemberdayaan komunitas.
Membedakan CSR dengan kegiatan yang bersifat charity
atau pun philantrophy semata. Tindakan-tindakan keder-
mawanan meskipun membantu komunitas, tetapi tidak
menjadikannya mandiri. Salah satu indikasi dari sukses-
nya sebuah program C5K adalah adanya kemandinan yang
lebih pada komunitas, dibandingkan dengan sebelum
program CSR hadir.

c. Tww ways, artinya program CSRE bersifat dua arah. Korporat
bukan lagi berperan sebagal komunikator semata, tetapi
juga harus mampu mendengarkan aspirasi dari komunitas,
Ini dapat dilakukan dengan need assessment, yaitu sebuah
survetl untuk mengetahul needs, desires, interest, dan wants
dari komunitas.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa antara C5R dan
pemberdavaan masyvarakat memiliki keterkaitan kegatan vang
tidak dapat dipisahkan. Commnity development pada umunya

1 Reza Eahman. Corpovate Social . Op i, bhim, 1314, ,ﬂ
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dianggap sebagai sarana yang tepat untuk melaksanakan aktivitas

e

CSR  yang proporsional antara  keuntungan ekonomis  dan

kepedulian sosial. Menurut Soetomo,™ hal ini dapat dipahami dari

beberapa pertimbangan, yaibu:

[ ]

Sesuai dengan karakteristiknya melalui program comimnity
developonent dapat dikembangkan dan dimanfaatkan unsur
modal sosial baik vang dimiliki dunia usaha maupun
masyarakat. Dengan melaksanakan commurnety development,
dunia usaha dapat membangun citra schingga selanjutnya
dapat berdampak pada perluasan jaringan dan
peningkatan  frust,  Sementara  itu bagi  masyarakat,
khususnya  mwasyvarakat  lokal,  melalui  community
development dapat dikembangkan dan dimanfaatkan unsur
solidaritas sosial, kesadaran kolektif, mulnal frust dan
reciprocal dalam masvarakat untuk mendorong tindakan
bersama guna meningkatkan kondisi kehidupan ckonomi,
sosial dan kultural masyarakat,

Melalui commumity development dapat diharapkan adanya
hubungan sinergis antara kekuatan dunia usaha melalui
berbagai bentuk bantuannya dengan potensi yang ada
dalam masyarakat. Pada konteks comdev, apa  vang
dilakukan oleh dunia usaha melalui CSR bukan semata-
mata bantuan vang bersifat karikatil, melainkan bagian dari
usaha untuk mengembangkan kapasitas masyarakat.
Melalui  pendekatan  comnmanily  development dapat
diharapkan program CSR tersebut akan mendorong usaha
pembangunan oleh masyarakat lokal secara berkesinam-
bungan dan terlembagakan.

Aktivitas bersama antara dunia usaha dengan masyarakat,
terutama masyarakat lokal melalui community development
dapat difungsikan sebagai sarana membangun jalinan
komunikasi,  Apabila  media  komunikasi  sudah
terlembagakan, berbagai persoalan dalam hubungan dunia
usaha dengan masvarakat dapat dibicarakan melalui proses

B Guwebomma, Stiilegi-ctnilegd Peambangrnm Mesgarakad, Yogvakarta: Pustaka
Petagar, 2000, him. T18-119
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dialog yang elegan dan dapat mengakomodasi kepentingan
semua  pihak. Hal itw  dimungkinkan karena melalui
kegiatan bersama dalam menggarap program-program
dengan pendekatan community  development dapat diba-
ngun saling pengertian dan empati di antara semua pihak
vang terkait.

Pemberdavaan adalah sebuah proses dan tujuan.®” Sebagai
proses, pemberdavaan adalah serangkaian kegiatan untuk mem-
perkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam
masyarakat, termasuk individu-individu vang mengalami masalah
kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada
keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial,
yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau
mempunyar pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya baik vang bersifal fisik, ekonomi, maupun
sosial. Pemberdayaan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat
yang mandin, terampil, memiliki motivasi, semangat dan kreasi
untuk berkembang memanfaatkan segala potensi yvang ada. Cara
mencapainya diperlukan model pemberdayaan yvang sesuai agar
sasaran  vang dituju tercapai scbagaimana mestinya. Model
pemberdayaan yang tepat selain membantu mempersiapkan dan
memberi bekal yang diperlukan kepada masvarakat juga tidak
menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap pihak pem-
I:ll'l'lﬂ_.‘:""

I Edi Suharta, Mewthangun Masyarakal Memberdoynban Rukyref Kmyian Strafegis
Perbangunin Kesepbternan Sosinl dan Pekerjaan Social, Bandung: Refilka Aditama,
MM, hlim. 59-60 Terkait hal ini Ishandi Kukminto Adi Intervenz  Komuritios
Ft'r.-.'.;mr!ual_gdrl ..'l-'i.lﬁ_;.wr.ui:rrr Aehagai |'er!,|-u Pentherdmgann Misyirakinl. Jakarta: PT
RajaGralinde  Persada, 2008, hlm. 84, menyatakan  bahwa pemberdavasn
masyarakat sebagal suatu proses adalah suaty kegiatan vang berkesinambungan
lar-going) sepanjang komunitas itw masih ngin melakukan perubahan  dan
perbaikan, dan tidak hanya terpaku pada suatu program saja,

- Hend  Bemoali, “Prugram Pemberdayaan Masyarakat [hesa yang
Berkelamutan  dalam Ramgka Menvongsong Olenomi Daerah di Kabupaten
Sleman™, Turnal Mimber Huksn Mo, 2200kt Kep/2002, hlm, 44,
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Uraian di atas menunjukkan bahwa muara dar esensi dari
community development terletak pada komunitas atau masyarakat,
baik fokus perhatian, orientasi kebutuhan, maupun prakarsa,
partisipasi pada masyarakat. Hasil akhir dan proses communily
development adalah tumbuhnya kompetens: dan tanggung jawab
sosial, walaupun pada awalnya mungkin masih harus didorong
oleh intervensi dari luar. Manfaat dan  keberhasilan dalam
melaksanakan comden  tersebut  sebemarmya tidak hanya akan
dirasakan oleh pihak komunitas saja, tetapi juga bagi dunia usaha
akan memperoleh citra positif di mata masyarakat, di mana citra
tersebut sangat bermanfaat guna menjamin  keberlangsungan
usahanva. Pemberdayaan masyarakat dengan demikian meru-
pakan salah satu strategi efektif yang diharapkan dapat menye-
lesaikan kompleksitas persoalan vang ada di masyarakat, seperls
kemiskinan, kerusakan hingkungan hidup, kesehatan, pendidikan,
dan sebagainya.

Upaya pemberdayaan masyarakat pada kenyataannya harus
pula dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
Bentuk  pemberdayaan masyarakat vang berorientasi pada pe-
ngembangan ekonomi masyarakat lokal tersebut memiliki beberapa
karakteristik, antara lain:®*

2 pMella lsmelina Farma Rahayu “Upaya Pragmatis ., Op, Ot hlm. 22
[ijedaskan ) juga dalam AN, "Iriggram SR
hitp:fwwwe mediagitafoundation org CSE himl, Diakses tanggal 15 Nopember 2003
pukul 1700 WIB, bahwa di sini perlu diremuskan bagaimana perusaham
merespon kebutuhan serta masalah-masalah vang mercka hadapi Langkak-
langkah yang kengknt yang harus dilakukan adalah melakukan analisa kebutubian
komunitas (commuriby need analysisl. Dalam melakukan anahsa kebutuhan hams
diperhatikan benar agar dapat memenihi kebutuhan (reads), dan bukan sekedar
keinginan (wanrs) yang dapal bersifat superfisial demi pemenuhan sesaal saj
Anallsa harus dilakukan secara mendalam agar dapat mengggalt kebutuhan yang
sesunggruhinya, bukan berlandaskan keinginan perusabaan atau keinginan tokoh-
tokoh masyarakat saja.
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1. Orientasi  kebutuhan  (needs  orented), artinya model
pemberdayaan vang hendak diterapkan didasarkan pada
kebutuhan suatu kelompok masvarakat;

L Prakarsa  lokal  (local  iniciatives),  artinya  bentuk
pemberdavaan yang dikembangkan harus berdasarkan
prakarsa masyvarakat lokal,

1. Pengembangan sumber dava lokal (local resources based),
baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia,
vakni keterampilan dan budaya. Pemberdayaan masya-
rakat harus dilakukan dalam rangka pengembangan
pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan kualitas
keterampilan, pengembangan kapasitas perorangan dan

“lembaga serta budaya bisnis kelompok masvarakat; dan

4. Kelestarian dan keberlanjutan lingkungan (suskainable and
environtierttal - friemdly),  artinya  model  pemberdayaan
masyarakat yang akan dikembangkan harus memper-
hatikan aspek keberlanjutan sumber daya dan lingkungan,

Menurut Renis Renoati, ! agar program vang dijalankan
sesual dengan petensi dan kebutuhan masyarakat, masyarakat
harus dilibatkan mulai dari penentuan atau pemilihan program,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, Masyarakat vang dilibat-
kan akan merasa diberi kepercayaan sehingga akan muncul rasa
tanggung jawab untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya karena
keberhasilan program akan dirasakan sendin manfaatnya oleh
masyarakat. Salah satu clemen penting dalam pemberdayaan
masyarakat adalah parlisipasi masyarakat., Partisipasi tidak saja
menjadi instrumen dan tujuan, namun juga menjadi roh program-
program  pemberdavaan  masyarakat.  Partisipasi  menurut
Plummer™! selain dapat memberikan manfaat prasarana dan sarana,
juga ada jaminan bahwa infrastruklur yang dibangun memang

“' Remi Renoatl. “Kebijokan P'emberdayaan Masyarakat Desa pada Era
Otonemi Deerab dalam Bangks Mendukung Pembangunan Berkelanjutan™, Jurnal
Mimibar Hubum Akredifasi Mo, 22T08k0Kep/ 2002, hlm, 110,

M Wigmye Adivoso, Mengereal Perencianan Porlispatif dalom Pemberdaine
Masyarvkal. Surabayva- OV Poira Media Nusantara, 2000, him. 5.
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sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui partisipasi, maka
kualitas, rasa kepemilikan dan pemeliharaan  dapat dijamin,
Pentingnya partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat juga
bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap cksistensi individu
dan masvarakat sebagai “pemegang kekuasaan” atas pembir-
MEUnan,

Keberhasilan dari proses pemberdayaan masyarakat, selain
diperlukan adanya partisipasi, juga dibutuhkan suatu strategi atau
cara vang tepat pula. Kartasasmita,*'* mengemukakan bahwa dalam
upaya memberdayakan rakyvat harus dilakukan melalui figa cara,
vaitu: ’

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi
masyarakat untuk berkembang;

Tl

. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan
menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai
masukan, menyediakan prasarana dan sarana baik fisik maupun
sosial yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah;
dan

3. Memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela

kepentingan masyarakat lemah. Perlindungan dan pemihakan
kepada yang lemah amal mendasar sifatnya dalam konsep
pemberdayvaan rakyat
Secara lebih rinci, Wignyo Adiyese® menyebutkan adanya
tujuh program pemberdayaan yvang dapat dilakukan dan empat
indikator kesuksesan program pemberdayaan. Ketujuh program
tersebut yaitu melalui: (1) bantuan maodal usaha, (2) pengembangan
sumber daya manusia, (3) pengembangan manajemen dan
teknologi, (4) penguatan lembaga-lembaga sosial ekonomi, {5} iklim

f12 Omny S, Privono dan ANMW. Pranacka. Pemberduyaan; Konsep, Kebiuki
i Jenplemen fasi, fakarta: Centre Foe Strategie and [micrnational Studies (CS15], 1985,
him 105-10%

o Wipnyvo Adiyoso, Mepgguyat Perepeanaan .. O, CiE, him. 122
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usaha yang kondusif, (6) kebijakan polik dan hukum vang
berpihak, (7] pengembangan kerjasama pemerintah, swasta, LSM,
pendamping profesional dan masyarakat.

Ketujuh program pemberdayaan di atas, untuk mengetahui
hasilnya dapat menggunakan empat indikator vang dipakai untuk
menilal suksesnya program pemberdayaan, yaitu:#

a. Perubahan dalam kemampuan masvarakat dalam merencana-
kan dan mengelola program pembangunan;

b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses
pembangunan;

€. Peningkatan kepedulian dan peran pemerintah daerah dalam
memenuhs kebutuhan ma Sy A rakal: dan

d. Hasil serta dampak ckonomi nyata sebagai hasil kegiatan
ckonomi produktif masyarakat.

Program pemberdayvaan sebagai prinsip utama di dalam
menjalankan USR di atas juga hendaknya berjalan seiring dengan
adanya kemitraan antar pemangku  kepentingan. Kemitraan
merupakan prinsip penting di dalam CSR selain dari program
pemberdayaan. Smile Foundation sebagaimana dikemukakan Totok
Mardikanto®™  bahkan menyimpulkan bahwa dasar  filosofi
penerapan CSR oleh perusahaan adalah kemitraan, vaitu kesiapan
untuk selalu siap hadir dan membuka diri dalam memberikan
bantuan tentang apa vang seharusnya dan dapat dibantukan,

Ditinjau dari program pemberdayaan, konsep kederma-
wanan perusahaan (corporate phidanthropy) dalam tanggung jawab
sosial tidak lagi memadai, karena konsep tersebut tidak melibatkan
kemitraan tanggung jawab perusahaan secara sosial dengan
stakeholders lainnya, Membangun kemitraan dalam kegiatan CSR
akan dapat mengurangi atau mengatasi ekses negatif dari bantuan

W irnen Adiyoso. Mengeugnd Pererictinaan ., Tl him, 39
% Totok Mardikanto, TSR (Corporale Social Besponsibaliiy ) ( Tinggninig fuuvih
Sosid Korporast). Bandung: Alfabeta, 2004, hlm. 161 “

BAS V TANGEUNG IAWAR SO51AL FCRUSAHALN DALAR PERSPEKTIF EEADILAN SOr5dAL w H



=

136

yang bersifat karikatif, yaitu timbulnyva ketergantungan pada pihak
penerima. Alasan lain menurut Rahmatullah dan Trianita Kurniati®'
adalah dikarenakan keterbatasan perusahaan baik dalam aspek
dana, Sumber Daya Manusia (SDM), keterampilan ataupun akses,
sehingga beberapa perusahaan memilih menggandeng mitra dalam
melaksanakan program CSE.

Kegiatan CSR membutuhkan dukungan dan  kerjasama
banyak pihak, baik unsur-unsur birokrasi, pelaku bisnis, akademisi,
maupun kelompok masvarakat, organisasi profesi, dan LSM.
Banyaknya pihak-pihak yang terlibat tersebut menuntut program
(5K harus mampu mengembangkan jejaring  kemitraan antar
pemangku kepentingan. Harus disadari, bahwa jejaring atau e
work merupakan sumber dava yang semakin penting di banding
moddal dan sumber daya vang lain®" Kemitraan ini diwujudkan
secara umum  dalam program community  development  untuk
membantu peningkatan kesejahteraan umum masvarakat setempat
dalam kurun waktu yang cukup panjang. Melalui program ini
diharapkan masyarakat akan menerima manfaat keberadaan
perusahaan vang digunakan untuk menopang kemandiriannya
bahkan setelah perusahaan berhenti beroperasi 2

Ada beberapa model kemitraan yang  masing-masing
memiliki ciri yang berbeda satu sama lain. Ambar Teguh
sulistivani®™ menvyatakan, bahwa model-model kemitraan dibe-
dakan menjadi:

| Kemitraan semu (psendo partnership), adalah merupakan

sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau
lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama

¢ Rahmatuliah dan Trianita Kumiat. Pesdias Prakbs Pemgeliionn C5R
{Carperale Socin Responsihlity), Yogyakarta: Samudra Bing, 2011, hlm, 57-88

7 Totok Mardikanto. “Penygembangan CSR ..., Loe. Cit, him. 225,

“* [sa Wahyudi dan Busvra Azheri. Corporate Socal ., Op. il ki, &2,

4" Ambar Teguh Sulistivani, Kewiffraan dor Model-siodel Pemiberdapmin
Tograkarta: Gava Media, 2004, hlm. 131-13]
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secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada satu
pihak belum tentu memahami secara benar akan makna
sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa
itu semua dilakukan serta disepakab. Ada suatu yang unik
dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak
atau  sama-sama  merasa  penting  untuk  melakukan
kerjasama, akan tetapi pihak-pihak vang bermitra belum
tentu  memahami  substansi  yang  diperjuangkan  dan
mentaatnya apa

2 Kemitraan mutualistik (mutualism partnership), adalah
merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yvang sama-
sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan,
yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan
manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara
lebih optimal. Manfaat saling silang antara pihak-pihak
vang bekenasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan
masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan
sekaligus saling menumjang satu dengan lain, Pemikiran
kemitraan  demikian ini diadopsi dan pola  simbiosis
mutualisme yang terjadi antara kerbau dan burung dalam
kehidupan binatang,.

Lo Kemitraan  melalui  peleburan  dan  pengembangan
{conjugation: partnership), adalah kemitraan yang diana-
logikan dari kehidupann”paramecium”. Dua paramecium
melakukan konjugasi untuk mendapatkan enerji dan
kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnyva dapat
melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analog tersebut
maka Organisasi, agen-agen, ki:lumpn-k-kelnrnpnk atau
perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan
usaha atau mencapai lujuan organisasi dapat melakukan
kemitraan dengan model im. Dua pihak atau lebih dapat
melakukan  konjugasi  dalam  rangka meningkatkan
kemampuan masing-masing.

Lritinjau dari bentuknya, menurut Nor Hadi ' ada tiga
bentuk kemitraan, vaitu kemitraan kontra produktif, kemitraan semi

“U Mo Hadi, Corporady Secaal ., O Ot hlm, 167-168 .
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produktif, dan kemitraan produktif, Kemitraan kontra produkhf,
vaitu dalam bentuk philanthrapy charity yang umumnya didasarkan
pada motif sosial mumi. Tipe ini bersifat karikaril, insidental,
memenuhi standar minimal, upaya polesan bahwa perusahaan juga
memiliki perhatian terhadap masalah sosial (tampilan kulitnya sajal.
Bantuan sosial philantropis im dapat langsung bersinggungan dan
dapat dinikmati secara langsung masyarakat, berjangka pendek dan
lidak diharapkan berkontra-produktit langsung  terhadap
perusahaan. Anehnya, jenis bantuan philantropis justru yang
diidentikkan oleh masyarakat sebagai tanggung jawab sosial,
dibandingkan pengeluaran Sosial dengan pendekatan lain.
Kemitraan semi produktif, Hpe kemitraan jenis ini stakeholder
diposisikan di luar perusahaan {objek). Program kemitraan semi
produktii masih mengacu kepentingan jangka pendek, belum
dan/atau tidak menimbulkan sense of helonging dan lew benefil di
pihak stakeholder. Kemitraan tipe ini masih lebih mengedepankan
corporate inferest, bulkan kepentingan bersama (¢ interest). Tipe
tanggung jawab sosial ini juga masih diarahkan dan berwawasan
bina lingkungan dan menduduki peringkat terbesar. Perusahaan
dalam melakukan tanggung jawab sosinl didominasi tipe im,
mengingat pertimbangan trade of cost and benefit dalam praktik
kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan  (corporate sercaal
respemsibility policy). Pengeluaran kemitraan semi produktif lebih
memiliki manfaat jangka panjang dibanding  pengeluaran
philantropis serla memiliki peran untuk pemberdayaan atau unsur
penguatan stakeholder. Pengeluaran kemitraan dalam tipe ini masih
mengedepankan kepentingan perusahaan, dan belum memasuki
ranah kualitas pemberdayaan antara perusahaan dan stakeholder.
Kemitraan produktit (empoavering),  pola kemitraan  ind
mendudukan stakehiolder dalam paradigma contmon inderest, Prinsip
cimbiosis mutualisme sangat  kental  serta pemberdayaan

i
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masyarakat sangat kelihatan. Bahkan, bisa jadi mitra (stakeholder)
dilibatkan pada pola hubungan resourcesbased partnership, dimana
mitra diberi kesempatan menjadi bagian dari shareholder. Stakeholder
dalam kemitraan ini memperoleh kesempatan meningkatkan
kesejahteraan lewal pemberdayaan vang dikelola bersama lewat
kegiatan produktif seperti income generating, pemilikan saham oleh
stakefiolder (seperti saham bonus bagi karvawan dan direksi), dana
bergulir, serta bentuk kerjasama perusahaan stakeholder lainnya,
membantu VKM, bantuan bibit pertanian, pelatihan holtikultura
atau perbengkelan bagi masyarakat, dan sebagainya, Pola tanggung
jawab sosial (social n.".-s;r.::'rrm'hen‘]f_u} tipe ini memiliki kemampuan
multiplier effect lebih baik dibanding dengan pola karitas. Hal itu
karena pola kemitraan mengandung pendidikan kemandirian,
memposisikan  stakeholder dalam derajat keberdayaan  dan
bermuatan bottom wp, serta memiliki muatan pendidikan kemadiran
stakeholder (commurity development),
Menjalankan kemitraan dalam konteks tanggung jawab
sosial perusahaan, akan diperoleh banyak manfaat di dalamnya. A.
Warhurst,”! berpendapat keuntungan perusahaan sebagai akibat
langsung penyelenggaraan CSR dan membangun kemitraan tijza
sektor {perusahaan, pemerintah dan masyarakat sipil) adalah;
a. Memperoleh izin sosial bagi kelangsungan operasinya,
b. Mengurangi ketergantungan jangka panjang dari masva-
rakat.
¢ Meminimumkan kemungkinan keterlambatan atau peng-
hentian pembiayaan oleh investor atau agen pembiavaan
akibat perselisihan perusahaan dengan masvarakat.
d. Membentuk hubungan baik dan mengurangi keberatan
politis, misalnva saat perusahaan memperpanjang kontrak
operasinya.

= Chrysanti Hastbuan Sedyono, etal. (Ed). Mendbwonitan Bisms _. Oy, Crf
hlm. 1195,
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e. Mengurangi rsiko pemasaran akibat persepst asosiasi
penjualan  maupun konsumen terhadap salah  kelola
dampak sosial dan lingkungan.

f. Menvediakan bukti bagi perusahaan di hadapan pemegang
saham berkaitan dengan kebijakan terhadap isu suslainable
development dan corporate citizenstip.

g. Mengurangi risiko reaksi negatif publik terkait perma-
salahan dengan masyarakat setempat, HAM, maupun isu
kerusakan lingkungan,

h. Meningkatkan motivasi personel perusahaan,

Setiyadi’” juga menjelaskan bahwa fenomena kemitraan
antara pelaku bismus dan lingkungan sosial yang semakin erat dan
hal ini akan menjanjikan beberapa hal vang bersifat positif, yaitu:

I, Menjawab isu-isu kemanusiaan dan kemasyarakatan dengan
pengaruh vang besar melalui cara-cara baru dalam menyele-
saikan permasalahan bisnis dan sosial yang membutuhkan

sumber daya dar mulh sektor dan multi sumber.

s

Meningkatkan nilai budaya masyvarakat madani melalui sema-
ngat partisipasi dalam kerja sama lintas kelompok dan lintas
sektor,

3, Membantu bisnis lebih berkemanusiaan dan orgamsasi layanan
masyarakat lebih berorientasi bisnis, pelaku bisnis dan organisasi
mirlaba dapat lebih baik dalam mencapai misinyva.

Kemitraan meskipun bukan satu-satunya pilihan, tetapi
kemitraan adalah pilihan yang paling strategis, khususnya dalam
program pengembangan komunitas, Kemitraan vang  diterje-
mahkan dari partiership bertujuan untuk menunjukkan kesetaraan
antarpelaku  pembangunan  termasuk  warga  komunitas ™
Menjalankan  kemitraan hendaknyva memberikan keunfungan
kepada pihak-pihak vang bermitra, dan bukan sebaliknya, ada satu

1 lsa Wahyudi dan Busyra Azheri. Corporaly Sovval ... Oy CiL hlm, 51

21 Linda [, Terahim, “Memantaatkan Modal Sossl Komundtas Lokal dalam
Frogram Kepedubian Korporasi™ dalam Jumnal Galorg Vol 1 Mo, I, Januan 2006,
b 114,
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pthak vang dirugikan atay merugikan. Sebuah kemitraan agar
menjadi kuat, saling menguntungkan, dan keberlanjutan, maka
memerlukan komitmen bersama yang seimbang antar pihak. Selain
aspek pemberdayaan dan kemitraan, anasir penting lain dari CSR
adalah programnya harus berkelanjutan (sustainable), Dijelaskan, '
bahwa melakukan  program CSR vang  berkelanjutan  akan
memberikan dampak positif dan manfaat vang lebih besar baik
kepada perusahaan itu sendiri berupa citra perusahaan maupun
bagi para stakelolders vang terkait. Sebagai contoh nyata dari
program CSKR yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan
semangal keberlanjutan antara lain pengembangan bio energi,
perkebunan rakvat, dan pembangkit listrik tenaga air swadaya
masyarakal. Program CSR yang berkelanjutan diharapkan dapat
membantu  menciplakan kehidupan di - masyarakat vang lebih
sejahtera dan mandiri, setiap kegiatan tersebut akan melibatkan
semangat  sinergi  dari semua pihak  secara  terus menerus
membangun dan menciptakan kesejahteraan dan pada akhirnya
akan tercipta kemandirian dari masyaraka yvang terlibat dalam
program tersebut, sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sejalan
dengan inti dari prinsip pembangunan berkelamutan vaitu=® untuk
meningkatkan kesejahteraan manusia dan untuk mempertahankan
perbaikan-perbaikan dan waktu ke wakty,

Menurut Timotheus Lesmana, s program CSR baru dapat
menjadi berkelanjutan apabila program vang dibuat oleh suar

=L Anomim. “Pentingnyva Implementas; Curporate Social Responsibility FPada
Masyarakat Indonesia” ttpe i mamrh word press com 2008,007,2 153/ Diakses
tanggal 15 Nopember 2013 pukul 16,30 WIB

= International Institule for Environment and  Development and Waorld
Business Council for Sustainahbe Uevelopiment Breaking Mew Crorud Mining,
Minerals, and  Sustonable Drevelopinent  (MMSD) Project.  London: Earthscan
Publications Lid, 2002, kim, 7§,

= Timothews Lesmana "Program Corporate Social Responsibility vang
Berkelanjutan”, I1Hp:.l'.'hu:ilne':-:w:nv:n|nm¢'nl.'.-.-||r-;ipru:-:-;:-;.:t:n1..'ELHJ?.-'[r1mI.l'pnc:-gram-
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perusahaan  benar-benar merupakan komitmen bersama dari
sepenap unsur vang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Tentunya
tanpa adanya komitmen dan dukungan dengan penuh antusias dan
karyawan akan menjadikan program-program tersebut bagaikan
program penebusan dosa dar pemegang saham belaka. Sebaliknya,
dengan melibatkan karyawan secara intensif, maka nilai dari
program-program tersebut akan memberikan arti tersendiri yang
sangat besar bagi perusahaan.

Bisa jadi, saat imi masih banyak perusahaan tidak mau
menjalankan program-program CSR karena melihat hal tersebut
hanya sebagai pengeluaran-biaya (cost cenler). (C5R memang lidak
memberikan hasil secara keuangan dalam jangka pendek. Namun
CSR akan memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung
pada keuangan perusahaan di  masa mendatang. Terhadap
perusahaan yang melakukan program-program C5R - diharapkan
keberlanjutan perusahaan akan terjamin dengan baik. Atas dasar hal
ini, program-program C5E lebih tepat apabila digolongkan sebagai
investasi (investment) dan harus menjadi strategi hisnis dar suatu
perusahaarn.

Kesinambungan  atau  keberlanjutan {sustatmabuliby)™
merupakan faktor terpenting dalam kegiatan pemberdayaan karena
pendampingan  yang dilakukan tidak berlangsung selamanya
namun bila dirasa cukup, masyarakat harus dapat memper-
tahankan kelangsungan program tersebut untuk meningkatkan

rL|rFq':r.]l{-us.cmat-msz;mnululﬁy-l,-.mg-h-rkr].m;m.m.' Diakses tanggal 15 Nopember

2§13 pukul 1645 WIB
- Menumit Gunawan Sumodiningrat. Memuudian  Kesepafiterain Bangsa.
Menaggwlongi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayamt Masyerokat . Jakarta: FT. Elex
Media  Komputindo, 2009, bl 38, sustonnbality diartikan sebagai  suatu
pembangunan uniuk memenuhi kebutuhan gererasi saal imi tanpa merugikan
kebutuhan generasi mendatang. Risiko dan dampak pembangunan saal ini
hendaknya jangan semuanya diwariskan kepada gereras mendatang, melainkan
E harus dipertimbanghkan secara adil bagi grrierdsi sekarang dan gemeras mendatang.
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kemandirian dan kesejahteraannya. Gurvy Kavei,” menyatakan
bahwa praktek CSR dipercaval menjadi landasan fundamental bagi
pembangunan  berkelanjutan  (sustaimability  development),  bukan
hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi stakeholder dalam arti
keseluruhan.

CSE sangat erat  hubungannya dengan pembangunan
berkelanjutan. Salah satu faktor vang harus dihadapi dalam rangka
mencapai  pembangunan  berkelanjutan  adalah  memperbaiki
kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pemba-
ngunan ekonomi dan keadilan sosial. Pembangunan berkelanjutan
mencakup 4iga hal kebijakan, vaitu pembangunan ekonomi, pem-
bangunan sosial, dan perlindungan lingkungan vang digambarkan
oleh John Elkington dalam triple bottown line. Ketiga pilar tersebut
harus dijaga kescrasiannya guna menciptakan  pembangunan
berkelanjutan. Terkait hal ini Wimpy 5. Tietiep, menyatakan ="
bahwa eksploitasi yang terlalu besar tentu akan merusak fungsi
lingkungan hidup dan dapat dikategorikan sebagai periode
pengurasan, Laj pengurasan yvang terlalu Hnggi vang semata-mata
hanya unftuk mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memper-
hatikan daya dukung lingkungan dan optimasinya akan
menvebabkan recovery cost yang sangat bnggi bagi pemulihan
lingkungan setempat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya
mineral dan energi perlu memperhatikan semua aspek kehidupan
agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan berkelanjutan,

Pembangunan berkelanjutan adalah inti dan CSR vang tidak
boleh dipahami secara parsial sekadar dari aspek sosial, ekonomi,
atau lingkungan saja melainkan harus dilihat keterkaitan di antara

' Busyra Achen. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Sociel
Bespmsibilify damn Pemgaturannya dalam ULPT"
it wew senlbsd com/doc/ 52620 1 43 Kajpan-K nbis-CSR-dafam-ULU T, Diakses
tanggal | Mopember 2001, Pukul 11, 200 WIR

 Wimpy 5 Tietiep,. Dart Guaung Ape Hergge Otononn Daerah. Jakarta
Yavasan Media Bhakis Tambang, 2002, him. BE.
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semua elemen vang membentuk sebuah sistern CSR. Melalw

pemahaman ini, sebuah intervensi vang efektif akan lebih mudah

diperoleh untuk mencapai sushaimability. Menurut Murdizal M.

Rachman,® CSR dan sustainehility pada dasarnya adalah merajut

dan menggerakkan elemen people, planet, dan profit dalam satu

kesatuan intervensi. Cara pandang satu kesatuan inlervensi artinya
setiap isu yang terkait dengan CSR harus dikaji dari perspektif
pecple, planed, dan profit dalam satu kesatuan,

Menurut Poerwanto,  pada prinsipnya  pembangunan
berkelanjutan mengandung tiga hal utama, yaitu:

1. Ecological sustaimability, yaitu menjamin bahwa pembangunan
sejalan dengan proses pemeliharaan ekologis yang penting,
keragaman biologis dan sumber-sumber biologis.

2. Social amd cultwral  sustomability,  vailu  menjamin babwa
pembangunan meningkatkan  kontrol masyarakat terhadap
kehidupannya, sejalan dengan kultur dan nilai-nilai masyarakat
bersangkutan atau setempat, dan memelihara serta memperkuat
identitasnya.

3. Economic sustainability, yaitu menjamin bahwa pembangunan
secara ekonomis efisien dan sumber-sumber vang digunakan
dimanajemeni secara benar sehingga dapat mendukung generasi
vang akan datang

Perusahaan dengan menenma konsep  pembangunan
berkelanjutan berartt mengakui keberadaannya sebagai bagian dari
sistern lingkungan dan sistem sosial. Akibatnya, perusahaan juga
harus mengakui adanya keterbatasan sumber daya alam (5DA) dan
mengasumsikan tanggung jawab bersama atas penggunaan dan
pengembangan sumber daya sosial.

Pembangunan  berkelanjutan  (sustainable  developiment)
menghendaki adanya hubungan vang harmonis antara pemerintah,

19 pdirdlzal M. Rachman, of of, Pandumr Lenglap ., Op. it bilo, 11-83,
O Poprwanto. Corporate Social ., O, CFF, hlm, 37-38,
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dunia wusaha, dan masyarakat (stakeholders). Masing-masing
staketiolders melakukan perannya sesuai dengan kapasitas dan
kompetensi vang dimiliki. Dunia usaha memegang peranan yang
cukup penting, karena potensinya dalam hal modal {capifal) dan
sumber dayva manusia. Partisipasi dumnia usaha dalam  pem-
bangunan berkelanjutan (susfeinable development) adalah  dengan
mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masya-
rakat di sekitarnya yvang disebut tanggung jawab sosial perusahaan
atau Cerporate Social Responsibility (CSR). CSR merupakan salah
satu upava untuk menciptakan keberlangsungan usaha dafam
menciptakan dan keseimbangan antara mencetak keuntungan,
fungsi-fungsi sosial, dan pemeliharaan lingkungan hidup (friple
boftom Irreel,?*

Menurut Agus Arijanto,®" sustaimable development memer-
lukan dua prakondisi, yaitu social responsibility dan envtronment
responsibelity. Melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan
lingkungan akan lebih memudahkan tercapainya pembangunan
vang berkelanjutan, Hal i disebabkan sumber-sumber produksi
vang sangat penting bagi aktivitas perusahaan, vaitu tenaga kerja,
bahan baku, dan pasar telah dapat lebih terpelihara, Ketiga konsep
ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung
jawab sosialnya. Mengacu pada konsep pembangunan  yang
berkesinambungan ini, maka perusahaan hdak lagi dihadapkan
pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottowe line, vaitu
nilaj perusahaan {corporafe value) yvang direfleksikan dalam kondisi
keuangannya (financial) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan
harus berpijak pada tmple bettom line, D sini boHom line selain
finansial juga adalah sosial dan lingkungan, Kondisi keuangan saja
tidak cukup menjamin nilai  perusahaan  tumbuh  secara

berkelanjutan (sustainabie)

i fackss Ambadar, C58 dalam ., Op. Cik, hilme 31-32. :
W Agus Anpanto, Btk B, Op, Ok, hime 138 ] g
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Terkait dengan hal di atas, Andreas Lako™ mengajukan
gagasan perlunya dekonstruksi CSR. Dekonstruksi CSR harus
dirancang dan diarahkan untuk mewujudkan sustainable busimess
atau sustainable corporation, CSR harus diperlakukan sebagai suatu
komitmen berkelanjutan perusahaan untuk bertanggung jawab
secara  ekonomi, sosial, dan ekologis kepada masyarakat.
lingkungan, serta para pemangku kepentingan  (stakeholder).
Tanggung jawab tersebut meliputi mencegah dampak-dampak
negatif vang ditimbulkan perusahaan terhadap pihak lain dan
lingkungan serta meningkatkan kualitas masyarakat (termasuk
karvawan, pemasok, dan pelanggan) dan lingkungan sekitar
perusahaan. Di sinl perusahaan harus menyelaraskan pencapaian
kinerja ekonomi {(profif) dengan kinerja sosial (people), dan kinerja
lingkungan (planef) atau disebut tripple bhottom lme  performance,
Penyelarasan ketiga kinerja tersebut pada akhimya bakal membuat
perusahaan mampu meraup berkah berlimpah atau keuntungan
yang (Hgeenyg.

Menurut  teorn  sustainabilitas  korporasi  (corporate
sustainability theory), agar bisa hidup dan tumbuh secara berkelan-
jutan, korporasi harus mengintegrasikan tujuan bisnis dengan
tujuan sosial dan ekologl secara utuh, Pembangunan bisnis harus
berlandaskan pada tiga pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan
lingkungan secara terpadu, serta tidak mengorbankan kepentingan
generasi-generasi  berikutmya  untuk  hidup  dan  memenuhi
kebutuhannya, Ditinjau dari perspektif teori corporate sustainabilify,
masyvarakat dan lingkungan adalah pilar dasar dan utama yang
menentukan keberhasilan bisnis suatu perusahaan sehingga harus
selalu diproteksi dan diberdavakan.

Fakta empiris menunjukkan bahwa kondisi keuangan saja
tidak cukup menjamin suatu perusahaan untuk tumbuh secara
berkelanjutan (susteinable). Keberlanjutan perusahaan hanya akan

Wi awdpeas Lako, Debersiraksi C58 . O Cil, hlm. 4-6.
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terjamin  apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan
lingkungan hidupnya. Perusahaan yang tidak mengindahkan aspek
CSR, maka vang akan muncul adalah resistensi dari masyarakat
terhadap dampak keberadaan dari perusahaan tersebut, sepert
kasus Indorayon di Sumatera Utara, Newmont di Nusa Tenggara
Timur, Freeport di Papua dan lain sebagainya®® Hanya
perusahaan-perusahaan vang berkomitmen pada pembangunan
berkelanjutan, dengan cara menjalankan tanggung jawab sosial
pada seluruh pemangku kepentingannya serta bersedia melaporkan
kinerjanya dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkunganlah yang
smemiliki kemungkinan beroperasi jangka panjang di masa datang,

20 fea Wahyudi dan Busyra Ashen. Corporete Sacisl . g, CFL hlm, 171072 -
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Charity: kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan  untuk
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memberikan  bantuan sukarela kepada seseorang  atau
kelompok vang membutuhkan, Kegiatan im biasanya dalam
bentuk kegiatan kedermawanan baik yang didorong karena
kevakinan keagamaan maupun oleh motif lainnya

Confugation partnership  (kemitraan melalui  peleburan  dan

i pengembangan): kemifraan antara dua pihak atau lebih
dengan melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan
kemampuan masing-masing.

Corporate sustainability theory (teori sustainabilitas korporasik:
agar bisa hidup dan tumbuh secara berkelanjutan, korporasi
harus mengintegrasikan tujuan bisnis dengan tujuan sosial
dan ekologi secara utuh.

Demokrasi ekonomi: produks dikerjakan oleh semua masyvarakat
dan untuk semua di bawah pimpinan atau pemilihan
anggota-anggota masvarakat. Kemakmuran masyarakatlah
vang diutamakan, bukan kemakmuran orang scorang,

Disadvantaged  groups:  kelompok-kelompok  vang  kurang
beruntung.

Ecological sustainability: menjamin bahwa pembangunan sejalan
dengan proses pemeliharaan ekologis, keragaman biologis
dan sumber-sumber biologis,

Economic measurement:  menilai  kinena  perusahaan  yang
didasarkan pada ukuran ekonomi.

Economic sustainability: merjamin bahwa pembangunan secara

ekonomis efisien dan sumber-sumber yvang digunakan
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dimanajemeni secara benar sehingga dapat mendukung
generasi yang akan datang.

Entitas bisnis: organisasi badan usaha berupa perusahaan baik
sebagai badan hukun maupun bukan badan hukum yang
kegiatannya menyediakan barang dan atau jasa bag
konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Etika bisnis: cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, vang
mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu,
perusahaan,  industn dan juga masyarakat dalam
menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang
berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu
ataupun perusahaan di masyarakat.

Filantropi: tindakan seseorang yang mencintal sesama MAnusia,
sehingga menyumbangkan waklu, vang, dan tenaganya
untuk menolong orang lain, Istilah mi umumnya diberikan
pada orang-orang yang memberikan banyak dana untuk
amal, Biasanya, filantropi seorang kaya raya vang sering
menyumbang untuk kaum miskin,

Golden rule: suatu prinsip vang mengajarkan seseorang agar
memperlakukan orang lain sama sepert mercka ingin
diperlakukan.

Grundnorm: norma  dasar, suatu norma  vang  tidak  dapat
dideduksikan lagi dari sumber lainnya, suatu norma awal
vang keberadaannya dan kesahannya diasumsikan, dan
bukan merupakan bagian dan hukum  positif, tetapi
merupakan sumber dari hukum positif

Hukum positif: hukum yang berlaku di suatu negara atau
masyarakat tertentu pada saat tertentu,

Keadilan distributif: keadilan vang berlaku untuk perhubungan
antara masyarakat dan negara, khususnya untuk membagi
kewajiban atau beban sosial dengan penekanan pada aspek

proporsionalitas.
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Keadilan komutatif: keadilan dalam hubungan perdata vang pada
umumnya prestas senilai dengan kontra prestas:

Keadilan sosial: keadilan yang pelaksanaannya tergantung dan
struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat mencakup di
bidang politik, ekonomi, sosial, dan budava.

Kemiskinan struktural: kemiskinan akibat dari super struktur yang
membuat  sebagian anggola  atau  kelompok masyarakal
tertentu mendominasi sarana ekonomi, sosial, politik dan
budava.

Kesenjangan sosial: suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yvang

- ada di masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan vang
sangat menyolokyang dialami oleh individu dan kelompok
vang dianggap penting dalam suatu masvarakat.

Konflik sosial: perseteruan danfatau  benturan fisik  dengan
kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih vang
berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas vang
mengakibatkan  ketidakamanan  dan disintegrasi  sosial
sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat
pembangunan nasional.

Konstitusi ekonomi: konstitusi yang memuat kebijakan negara di
bidang ekonomi,

Kontrak sosial (social contract): kesepakatan-kesepakatan vang
terjadi antara perusabaan dan masyarakat dalam rangka
untuk menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan
hubungan antar keduanya, serta untuk menjaga dan
melindungi kepentingan antar keduanya.

Legitimasi: keterangan vg mengesahkan atau membenarkan bahwa
pemegang keterangan  adalah  betul-betul orang vg
dimaksud; kesahan.

Misallocation of resources: penggunaan vang keliru terhadap
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Mutualism partwership (kemitraan mutualistik): kerja sama antara
dua pihak atau lebih vang sama-sama menyadan aspek
pentingnya  melakukan  kemitraan, vaitu untuk saling
memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih,
sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih opti mal.,

MNegara hukum kesejahteraan: negara selain tunduk pada hukum
yang berlaku juga berfungsi menvelenggarakan  kesejah-
teraan rakyat.

Negara kesejahteraan: negara  berfungsi menyelenggarakan
kesejahteraan rakyat,

Nomokrasi: kekuasaan negara atau pemerintah yang didasarkan
pada kedaulatan hukum

Norma sosial: petunjuk atau patokan untuk melangsungkan
hubungan sosial dalam masvarakat vang berisi perintah,
larangan dan anjuran agar seseorang dapat bertingkah laku
yang pantas, untuk menciptakan ketertiban, keteraturan,
kedamaian dalam bermasyarakat.

Pembangunan berkelanjutan: pembangunan yang memadukan
aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi  untuk
menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,
kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa
kini dan generasi masa depan.

Pemberdayaan masyarakat: upaya untuk meningkatkan daya atau
kekuatan pada masyarakat dengan cara memben dorongan,
peluang, . kesempatan, dan  perlindungan sehingga
masyarakal tersebut  dapat meningkatkan  potensi,
kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berparti-
sipasi melalui berbagai aktivitas,

Primary stakeholders (pemangku kepentingan utama): berbagai
pihak vang berinteraksi langsung dalam aktivitas bisnis
perusahaan serta mempengaruhi kemampuan perusahazan
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untuk melaksanakan tujuan utamanya yakni menvediakan
barang dan jasa bagi masyarakat.

Prinsip subsidiaritas: suatu prinsip di mana masvarakat atau
lembaga vang lebih tinggi kedudukannya harus memberi
bantuan kepada anggota-anggotanva atau lembaga vang
lebih  terbatas  sejauh  mereka sendiri  tidak  dapat
menyelesaikan tugas mereka secara memuaskan.

Profit oriented: bisnis yang didirikan semata-mata berlujuan untuk
memperoleh keuntungan guna meningkatkan kesejahteraan
pemilik dan karyawannya serta untuk mengembangkan
usahia lebih lanjut.

Promoting public welfare: meningkatkan kesejahteraan umum

Psewdo  partnership (kemitraan semu): kemitraan yang terjadi
antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesunggubnya
melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya.

Qord tibi fieri non vis, alteri ne feceris: jangan melakukan sesuatu
pada orang lain apa vang tidak suka orang lain lakukan
kepadamu

Rechtsidee: cita hukum, yang mengandung arti gagasan, karsa,
cpta, dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi
tentang makna hukum

Resistensi: sebuah sikap untuk berperilaku bertahan, berusaha
melawan, menentang atau upaya oposisi pada umumnya
sikap ini tidak berdasarkan atau merujuk pada paham yang
jelas.

Secomdary stakeholders (pemangku kepentingan sekunder): orang-
arang atau kelompok di dalam masyarakat secara langsung
maupun lidak langsung terkait oleh berbagai aktivitas atau
keputusan utama perusahaan.

Shareholder orientation: orientasi perusahaan ditujukan untuk
memenuhi  kebutuhan dan  kesejahteraan para  pemifik
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(pemegang saham} dan para kreditur agar terjamin kepastian
pengembalian klaim dalam perusahaan.

Sharcholders: seseorang atau badan hukum yang secara sah
memiliki satu atau lebih saham pada perusghaan. Para
pemegang saham adalah pemilik dan perusahaan tersebut,

Sistem hukum: keseluruhan aturan hukum, kaidah hukum yang
berlaku, dan asas-asas yang mendasannya serta pranata-
pranata hukum yang membentuk tata hukum.

Social and cultural sustainability: memamin bahwa pembangunan
meningkatkan kontrol masyarakat terhadap kehidupannya,
sejalan dengan kultur dan nilai-nilai masyarakat setempat,
dan memelihara serta memperkuat identitasnya,

Social measurement: menilai kinerja perusahaan yang didasarkan
atau memperhitungkan batas-batas tanggung jawab sosial.

Staatsfundamentalnorm: norma fundamental negara, merupakan
norma tertinggi dalam suatu negara ini merupakan norma
vang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi,
tetapi bersifat pre-supposed atau ditetapkan terlebib dahulu
oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma
vang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum
di bawahnya.

Stakeholder kunci: merupakan  stakeholder  vang  memiliki
kewenangan dalam hal pengambilan kepulusan dan atau
bisa diajak berprakarsa.

Stakeholder oriemtation: orientasi perusahaan  ditujukan bdak
hanva untuk memenuhi kebutuhan dan  kesejahteraan
shareholder, namun upaya mencapal peningkatan dan
perkembangan  perusahaan  juga didudukkan dalam
kerangka keselarasan, keserasian, dan  keseimbangan

lingkungan.
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Stakeholder utama atau primer: merupakan  stakeholder vang
memiliki - kaitan  kepentingan  secara langsung dengan
kehadiran perusahaan.

Stakeholders: pihak-pihak baik yang ada di dalam perusahaan
maupun  yang di luar perusabaan yang berperan
{dipengaruhi sekaligus mempengaruhi) dalam menentukan
tujuan pencapaian keuntungan perusahaan.

Stufenbaw: penataan secara hirarkhi kaidah-kaidah hukum dalam
suatu sistem hukum.

Sumber daya alam: unsur lingkungan hidup vang terdiri atas
sumber daya hayati dan nonhavati vang secara keseluruhan
membentuk kesatuan ekosistem.

Sustainable development: proses pembangunanyang  berprinsip
memenuhi - kebutuhan  sekarang  tanpa  mengorbankan
pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan
berkelanjutan terdiri dard tiga tiang utama | vaitu ekonoimi,
sosial, dan  lingkungan yang saling bergantung  dan
memperkuat,

The greatest happiness for the greatest mumbers: kebahagiaan vang
terbesar, untuk terbanyak orang,

The right action produces a greatest benefit for the most people:
tindakan tepat vang dilakukan oleh suatu perusahaan
berdasarkan  prinsip  moral  dengan sendirinva  akan
memberikan mantfaat terbesar bagi masyarakat.

Triple  bottom line: untuk  mempertahankan kelangsungan
hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan
3P, Selain mengejar keuntungan (profit), perusahaan juga
harus memperhatikan dan  ledibat pada pemenuhan
kesejahteraan masyarakat (pevple) dan turut berkontribusi
aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet).

Volonte generale (kemauan umum): vaitu kesatuan kemauan orang-
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orang vang telah melakukan kontrak sosial.




